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Motto

Bukanlah menghadapkan wajah jRamu e araf timur dan arat itu suaty Rebajikar,
akan tetapi sesunggyﬁnya Kebajikan itu ialak beriman kepada Allak, hari kgmudian,
malaikat-malaikat, Ritab-Ritab, nabi-nabi dan memberikan fiarga yang dicintainya
kepada Kerabatnya, anak.anak, yatim, orang miskjn, musafir (yang memerfulan
pertolongan) : orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) amba safiaya,
mendirikan sholat dan menunaian zakat, dan orang-orang yang menepati janfinya,
apabila ia berjanji dan ofang yang sabar dalam Rgsempitan, penderitaan dan dafam
peperangan mereka itulah orang-orang yang benar (tmannya) dan mereRg itulaf
orang-orang yang Eertaéu:)a.
(Q.S. Al-Baqaraf ayat 177)

Setiap kamu adalah pe}nimpin dan setiap Ramu afgn mempertanggungiawablan
tentang Repemimpinan Ramu itu. '

(H.R, Bukfrori dan Muslim)

Maknailal fiidupmu dengan selalu menghayati dan mengamalRan falsafali pofion
pisang, dimana semua Gagiannya (mulai dari akar fingga pucuk, pofion) mampu
berfungsi dan bermanfaat bagi Kefiidupan manusia dan afam semesta,

' (O Tk M. Gobel)
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ABSTRAK

Dari 10 daerah Kota dan Kabupaten yang terdapat di Propinsi

Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru merupakan daerah yang memiliki

kandungan dan frckuensi usaha pertambangan batubara paling tinggi. Usaha
pertambangan batubara tersebut sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan
Satui. D1 Kecamatan inilah terdapat “raksasa” usaha pertambangan batubara

yang merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA)-PT. Arutmin Indonesia -

dengan luas lahan yang dimiliki mencapai 70.153 ha yang tersebar dalam 19
Perjanjian karya Pengusabaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan
cadangan batubara yang terukur lebih dari 800 juta Metrik Ton (MT) dan
perkiraan cadangan 2.3 milyar MT, Sampai dengan tahun 1995 produksi
batubara di Kalimantan Selatan telah mencapai 11.409.192, naik hampir
1000% dari produksi tahun 1990 yang 93% diantaranya berasal dari PT.
Arutmin Indonesia bersama PMA lainnya PT. Adaro Indonesia yang
beroperasi di luar Kabupaten Kotabaru,

Ironisnya menurut faporan tahunan dari Kantor Wilayah Pertambangan
dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan per tahun 1996 yang lalu dari 33
Kuasa Pertambangan eksploitasi baru 14 (empat belas) yang aktif melakukan
kegiatan lapangan dan telah mempunyai dokumen AMDAL. Ttupun dari ke 14
Kuasa Pertambangan yang aktif tersebut hanya, 1 Kuasa Pertambangan yang
tertib memberikan laporan atau tembusan pelaksanaan Rencana Kegiatan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL)-nya,
sehingga belum seluruh Kuasa Pertambangan (eksploitasi) terdatakan dalam
pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidupnya. Dengan kata lain pelaku usaha
pertambangan batubara di Kecamatan Satui justru didominasi oleh pelaku
usaha pertambangan tanpa ijin/illegal atau yang lazim disebut dengan istilah
PETI. Sementara itu disisi lain tingkat ekonomi masyarakat setempat tidak
mengalami peningkatan sebagaimana usaha pertambangan batubaranya itu
sendiri. Yang diperoleh masyarakat justru tekanan psikologis ganda seperti
lingkungan yang terganggu oleh debu batubara dan adanya kesenjangan sosial
antar masyarakat. Dalam hal ini sangat dirasakan kurangnya kontribusi dan
upaya pro aktif dari Pemerintah Daerah dialam menanggulangi hal tersebut..

Bergulirnya era Otonomi Daerah sejak Januari 2001 yang Jalu fidak
juga kunjung menggerakan pihak Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten untuk segera mengambil sejumlah tindakan maupun kebijakan
yang strategis, terutama dalam menghadapi pelaku usaha yang
mengenyampingkan aspek pengelolaan berkelanjutan seperti halnya para
PETI. Pemerintah Daerah justru terfokus pada upaya pemanfaatan sumber
daya alam dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa
memikirkan konsep pengelolaan berkelanjutannya, sehingga yang tampak ke
permukaan adalah polemik dan saling silang pendapat, baik antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Propinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota atau antar sesama Pemerintah Kabupaten/Kota

~ dalam hal kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam di

daerahnya.
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Dalam rangka menumbuhkembangkan dan memelihara iklim yang kondusif
bagi usaha investasi di daerah khususnya dalam sektor pertambangan
batubara, sudah seyogyanyalah apabila masing-masing pihak yang terlibat
mau mawas din dengan meletakkan segala permasalahan di atas dalam
konteks yang proporsional.

Dengan demikian maka pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan
batubara (Sustainable Mining Management) tidak hanya sekedar sebagai
suatu simbol dan budaya standar kinerja perusabaan atau juga sernata-mata
sebagai perwujudan sikap patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan nasional, namun lebih dari itu, dapat diorientasikan (secara tidak
langsung) sebagai upaya pro-aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
sckitar, khususnya masyarakat yang memiliki mata pencarian bergantung

~pada kondisi alam setempat.




ABSTRACT

Among the ten towns and regencies in the Province of South Kalimantan,
Kotabaru Regency is an area with an abundant supply of coal and the highest
frequency of coal mining operations, which are concentrated in Satui Subdistrict, It
is in this subdistrict that one finds coal mining giant, P7" Arutmin Indonesia (a
company run by PMA/foreign investment) with a land area of 70,153 ha spread over
19 PKP2B (contractual agreements on coal mining operations) and With a measured
coal reserve of over 800 million metric tons and an estimated reserve of 2.3 trillion
metric tons. By 1995 coal production in South Kalimantan amounted to 11,409,192,
. an increase of nearly 1000% from the 1990 production, 93% of which came from
PT Arutmin Indonesia and PT Adaro Indonesia {(another company run by PMA,
operating outside Kotabaru Regency). |

Ironically, according to an annual report by the District Office of the
Ministry of Mining and Energy in South Kalimantan, in 1996 out of 33 authorized
coal workings, only 14 were actively engaged in field activity and had the AMDAL
(Environmental Impact Analysis) document. From these 14 ccal workings, only one
of them regularly submitted reports on the implementation of its RKL
(environmental action plan) and RPL (environmental management plan) so that not
all the authorized coal workings (exploitation) have been registered. In other words,
coal exploitation in Satui Subdistrict is dominated by illegal coal mining operators,
commonly known as PET]. On the other hand, there has been no improvement in
the local community’s economic welfare level to the extent that the coal mining
operations have achieved. In fact, the community has been undergoing psychological
pressure from the impact of pollution with coal dust and social gap among members
of the community. In this respect, there is very little contribution and proactive
efforts from the local government to cope with the situation.

The beginning of a new era of regional autonomy in January 2001 has not
induced the provincial government and the regency administration to take measures
or adopt a strategic policy, particularly to deal with the coal-mining operators who
ignore the concept of sustainable management. The regicnal government has been
focusing instead on efforts to utilize natural resources with a new to increasing the
PAD (regional revenue), which has brought about polemic and conflicting views
between the central government and the provincial government, the provincial
government and the regency/municipal government, or among the officials of the
regency/municipal government on the authority over the management and utilization
of natural resources in the region. ‘

In order to develop and maintain a conducive climate for investment in the
region, particularly in the coal mining sector, each of the parties concerned should
‘be willing to adopt an attitude of critical self-appraisal through introspection and
keep the problem in proportion. By so doing, sustainable mining management will
no longer be a mere symbol and a standard of performance pursued by the
company; nor is it merely a manifestation of compliance with the national legislation
but it should be oriented as a proactive effort to enhance the economic potential of
the local people, particularly those whose means of livelihold is dependent on the
condition of the natural environment in the area.
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- Proses pelongsoran tanah akibat terpaan gelombang

arus air laut/sungai

: Aliran asam tambang, yang terjadi akibat konversi

senyawa Pirit (FeS2 menjadi H2SQ0a4)
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: Bahan berbahaya dan beracun

: Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah
: Sabuk berjalan pengangkur barang/muatan

~ Peledakan  terhadap lahan-areal yang telah
dibersihkan dan selanjutnya akan dilakukan proses
penambangan batubara

: Mesin-alat peremux batubara
: Departemen Pembangunan Masyarakat, yaitu suatu

divisi  yang  didirikan  oleh  perusahaan
pertambangan dalam rangka pemberdayaan
masyarakat setempat

. Penanaman tumbuh-tumbuhan penutup terhadap

timbunan batubara dengan tujuan menghindari
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kacang-kacangan. '

: Penyemprotan air terhadap proses “loading” di
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bakunya sampai dengan tempat pembuangan
limbahnya, sehingga dapat dicapai-suatu produk
betsih dengan tingkat ekoefisien yang tinggi.
Pendekatan pencegahan pencemaran yang
menyertal suatu rangkaian proses produksi mulai

dari tahap awal hingga tahap akhir secara
- bersamaan dan terpadu o
: Proses pengangkutan batubara

: Kuasa Pertambangan

. Pembersihan permukaan lahan pertambangan

. Alat berat pemuat/pengangkut batubara

. Proses pemuatan batubara

. Penyebaran jerami atau ilalang pada lahan

pertambangan batubara yang telah direklamasi,
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Qil and Soil Trap

Overburden
PETI Batubara

pH
Pint (FeSz)

Pit

PKP2B
PPKP-KPSDO
PT. Al
Reklamasi
RKL

RPL
Revegetasi
Settling Pond
Stock Pile
Tongkang
Top Soil
UKL

UPL

dengan tujuan memperkeras struktur lapisan tanah
(memiliki fungsi yang sama dengan cover croop)

. Jebakan minyak dan oli pelumas (media/instalasi

penampungan dan pengolahan limbah bahan bakar
dan pelumas/B3)

- Lapisan tanah penutup batubara setelah top soil

: Penambang tanpa ijin batubara

. Tingkat suatu kadar keasaman

. Senyawa kimiawi berbahaya yang berasal dari

proses penghancuran/pengekstraksian batubara.
(secara teori apabila pirit beroksidasi dengan sulfur
akan menghasilkan senyawa asam sulfal. Senyawa
asam sulfat sendiri kemudian akan menjadi asam
tambang apabila terkena air hujan. Asam tambang
sangat berbahaya apabila jatuh dan berbaur dengan
air)

: Istilah yang digunakan untuk menyebut lahan-laban

tambang milik PT. Arutmin Indonesia
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara

. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

: PT. Arutmin Indonesia:
: Upaya penimbunan kembali lapisan tanah terhadap

bekas lahan pertambangan batubara

: Rencana Pengelolaan Lingkungan (bagi usaha skala

besar)

- Rencana Pemantauan Lingkungan (bagi usaha skala

besar)

: Upaya penanaman kembali permukaan tanah bekas

lahan pertambangan yang telah direklamasi

: Kolam pengendapan bagi air limpasan tambang

: Tempat penimbunan batubara

- Kapal khusus pengangkut batubara

- Tanah Pucuk (lapisan tanah penutup batubara yang

paling atas)

: Unit Pengelolaan Lingkungan (bagi usaha skala

kecil)

: Unit Pengelolaan Lingkungan (bagi usaha skala

kecil)
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BAB 1
PENDAHULUAN

" A. Latar Belakang Penelitian

Urgensi mengenai penanganan dan pengelolaan masalé,h lingkungaﬁ
hidup dewasa ini secara global telah bergeser, dari hanya sebuah isu yang
bersifat sektoral dan lokal menjadi sebuah isu yang bersifat muitidimensional,
regional bahkan internasional, Hal tersebﬁt disebabkan karena pada é.walnya
manusia di muka bumi memang hidup tanpa dilandasi kekhawatiran akan
terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air atau
pencemaran lingkungan sebagaimana yéng dipermésalahkan sekarang, sebab
manusia percaya dan_yakin akan kemampuan sistem alam untuk
ménanggulanginya secara alamiah (lz'fg sustaining system).!

Cara pandang };ang demikian sedikit-banyaknya akan mempengaruhi
“penghargaan” manusia _t‘erhadap kelestarian fungsi alam pada wmumnya dan
kesinambungan sumber daya alam pada khususnya. Hal int bisa dilihat dari
adanya anggapan bahwa manusia mampu menguasai alam dalam arti manusia
dapat menciptakari suatu teknologi dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya
ténpa terpengaruh 6leh pengaruh alam yang Buruk di samping tidak mengubah

sifat-sifat hakikinya.

' Diuraikan oleh Daud Silalahi pada saat mulainya era industrialisasi, manusia masih
percaya dengan kemampuan alam menetralisasi segala bentuk pencemaran lingkungan. Kalaupun
ada scdikit kesangsian, hanya tcrbalas dalam taraf keyakinan di mana alam mempunyai
ketidakierbatasan daya scrap. Lebib lanjut bisa dilihat, Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam
Sistem Penegakan Hukum Linghkungan Indonesia, Cclakan I, Alamni, Bandung, 1992, hal. 6.




Pada perkembangan selanjutnya anggapan tersebut berubah terutama
dalam abad ke-20 hingga awal millenium ketiga ini, Dalam waktu relatif cepat

terjadi penyusutan pada lingkungan hidup alami (natural environment or the

biosphere of his inheritance) dan gangguan terhadap lingkungan hidup buatan |

(man-made environment or the technosphere of his creation), yang
dii]ustrasikan oiéh Daud Silalahi secara fundamental mengalami konflik
(potentially in deep ébrﬂict),z sehingga bisa dikatakan inilah titik awal
terj.adinya krisis 11ngkungén.

Sebagai sebuah isu baru masalah lingkungan hidup mulai dibicarakan
oleh masyarakat internasional pada wakfu diadakan peninjauan terhadap hasil
gerakan “dasawarsa pembangunan dunia ke-1 (1960-1970)" guna
merumuskan strategi “dasawarsa pembangunan dunia ke-2 (1970-‘1980)”.3
Momentum ini ternyata menjadi tonggak bagi upaya formalisasi isu
lingkungan hidup ke dalam suatu instrumen hukum internasional. Melalui
Deklarasi Stockholm 1972 manusia dinyatakan memiliki hak asasi atas

lingkungan hidup yang layak dan schat.*

% Ibid, hal. 7.

* Secara panjang lebar Koesnadi Hardj asoemantri menjclaskan sejarah perkembangan isu.

pengeiolaan lingkungan internasional baik proses awalnya di Dewan Ekonomi dan Sosial
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga dilangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi yang
diadakan oleh PBR di Rio de Janeiro, atas dasar hasil kerja World Commission of Environment
and Development (WCED), suatu lembaga yang dibentuk PBB secara khusus untuk menangani
isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baca Koesnadi Hardjasoemantri, Hukumn Tata
Lingkungan, Edisi ketujuh, Cetakan keempat belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
1999, hal. 6-34,

* Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972, sebagaimana yang dikutip oleh Arief Hidayat dan
E.X. Sumekio, dalam Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional, Badan
Penerbit Universitas Diponcgoro, Semarang, 1998, hal.1.




Setelah pertemuan di Stockholm, secara berturut—furut substansi dari
konsep penanganan isu lingkungan hidup mengalami pelebaran makna dan
nilai. Proses ini bergulir sebagai akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian
global dan semakin majunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,l |
sementara di lain pihak ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup internasional
sudah tidak mampu lagi untuk mengakomodasikannya. Keadaan tersebut
terjadi di seluruh negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia sebagai salah
satu negara berkembang, walaupun dimensi persoalannya yang dihadapi
berbeda.”. Dengan konsep pembanguﬁén berkelanjutan  (sustainable
development) yang diadopsi dari pertemuan Rio de Janeiro ke dalam Undang-
undang - Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,®
Indonesia bertekad menangani isu lingkungan secara serius.pertumbuhan
ekonomi yang pesat juga akan menimbulkan dampak terhadap kualitas
lingkungan hidup dan kesehatan manusia.”

Dalam praktek di lapangan, industri-industri modern yang sarat dengan
teknologi tinggi (high tech) justru menjadi “stimulus” yang i)otensial terhadap

~ terjadinya perusakan alam lingkungan ataupun pencemaran lingkungan sosial

5 Siti Sundari Rangkuti, dalam Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan l

Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 181-184.

§ Selanjutnya UU No, 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam
tulisan ini disebut ZUPLH

T Johan S. Mansyhur, Otto Soemarwoto, R. Febri Hirnawan, Djamhoer Marta
Adisoebrata, Sambas dan Anna Alisyahbana dalam Manusia Kesehatan dan Lingkungan.
(Kualitas Hidup Dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Global), Editor Kudwiratri Setiono
dkk, Alumni, Bandung, 1998. Lihat juga Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi dalam
Pengelolaaan Sumberdaya dan Lingkungan, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2000, hal. 47.




bagi komumitas masyarakat dl sekitarnya. Hal ini sebenarnya sangat dilerﬁatis
disatu sisi negar.a—negaré berkembang yang dalam proses perkerﬁbangannya
séngat membutuhkan partisipasi para penanam modal asing guna ber-investasi
~di ﬁegaranya sambil membawa serta teknologi industri untuk dialih-
tranferkan, &isisi yang lain keberadaan‘indust.ri—ind.ustri modern tersebut justru
mengakibatkan tekanan pada kesinambungan lingkungan hidup.®
Oleh karena itu untuk menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi
lingkungan . hidup kesinatﬁbungan sumber daya alamnya termasuk

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta makhluk

hidup lain, diperlukan adanya suatu sistem yang mampu menjamin penataatein

terhadap‘ hukum guna menjaga konsistensi konsep pembangunan yang

berkelanjutan. Dengan harapan agar generasi mendatang tetap mempunyai
sumber dan penunjang bagi kesej ahteraan dan mutu hidupnya.’

Keperluan akan suatu sistem hukum tersebﬁt harus mencakup norma

. dan nilai yang'bamm, karena pada hakekatnya hukum itu tergolong sesuatu

yang abstrak, mengandung konsep atau ide. Untuk itu perlu suatu “media”

¥ Giddens mensinyalir bahwa sumber-sumber alam dikhawatirkan akaln babis
terkonsumsi dalam jumlah yang mclampaui batas, scmenlara polusi merusak keseimbangan
ekologis yang menjamin kelestarian alam, lebih lanjut silakan dilihat pada Anthony Giddens dalam

The Third Way ~Jalan Ketiga (Pembaharuan Demokrasi Sosial), Cetakan Keliga, Gramedia- .

Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 61-62. Lihat juga dalam Sri Redjeki Hartono, dalam Kapita
Selefta Hukum Perusahaan, Editor Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Cetakan Pertama,
Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 101-106.

® Sampai saat ini menurut Munir Foady perangkat hukum formal tentang lingkungan
hidup masih sangat jauh tertinggal dari negara-neggra lain. Lihat Munir Fuady dalam Hukum
Bisnis Dalam Teori dan Praktek-Bukyu Kedua, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung,

1999,‘hal. 295. ;

' Dalam suatu negara yang scdang berkembang hukum memegang peranan penting

dalam suatu sistem yang terbangun dari sekumpulan norma-norma dan nilai-nilai nasional yang
baru. Lebih lanjut silakan simak Satjipto Rahardjo dalam Hukum dan Mayarakat, Anglkass,
Bandung, 1986, hal. 133,




sebagai “jembatan penghubung” yaitu suatu mekanisme penegakan hukum

agar dapat mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.''

'Dengan berlakunya UUPLH pada tanggal 19 September 1997 yang
menggantikan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup'?, sebenarnya dimaksudkan
untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah pengelolaan serta
pelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia yang belum terakomodir
dengan baik dalam UULH tersebut, karena selain masih terlalu banvaknya
aturan-aturan - hukum yang masih harus ditindaklanjuti dalam bentuk

peraturan pelaksana seperti ketemtuan Pasal 18 mengenai ke{venangan

pengelolaan lingkungan hidup di daerah, UULH juga masth mehggunakan
dan mengandatkan doktrin pertanggung jawaban tradisional 13 (liability based
on fault) . ‘

Padahal dalam prakteknya di lapangan biasanya pihak-pihak atau
masyarakat yang melakukan upaya hukum tersebuf memiliki latar belakang
ekonomi yang lemah dan tingkat pendidikan yang rendah. Jadi bisa
dibayangkan bagaimana beratnya perjuangan mereka dengan “bargafnmg
position” yang tidak seimbang dalam rangka memperoleh perlakuan
(rehabilitasi) yang layak dan ganti rugi yang manusiawi, mengingaf pihak

lawan biasanya berasal dari kalangan ekonomi mapan, intelektualitas yang

' Soerjono Sekanto dalam Faktor-Fuktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Cetakan Pertama, CV Rajawali, Jakaria, 1982, hal. 3. Lihat juga Soerjono Sekanto dalam
Efelaivikasi Huloun dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. 7.

12 Selanjutnya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 ientang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Lingkungan Hidup dalam telisan ini akan disingleat schagai VULH

T3 Robert L. Rabin, dalam Mas Almad Santosa, “Penerapan Asas Tanggung Jawab
Mutlak (Strick Liability) di Bidang Lingkungan Hidup”, ICEL, 1997, lial. 13, bandingkan juga
dengan Arief Hidayat ..., Op. ¢if, hal. 29




tinggi dan ditopang oleh teknologi modern yang canggib, bahkan tidak
mustahil mereka di “lapis” dengan “jaring politis-ekonomis™ 4. oleh
pemerintah.

Berkaitan dengan uraian di atas ada beberapa bentuk penanarhan
modal padat tg;knologi yang berorientasikan pada pemanfaatan sumber daya
alam yang dalam proses pelaksanaannya sangat rentan terhadap kelestarian
fungsi lingkungan hidup, kesinambungan sumber daya alam maupun jalur-
jalur perekonomian masyarakat setempat..

Penanaman modal di sektor pertambangan misalnya khususnya
kegiatan pertambangan batubara. Perhatian yang besar terhadap batubara
sebagai bahan bakar alternatif telah menyebabkan meningkatnya eksplorasi
dan eksploitasi endapan batubara di Indonesia. Diperkirakan Indonesia
sedikitnya mempunyai cadangan batubara sebesar 36 milyar ton dan tersebar
di Sumatera (4,7% di Aceh, 11, 4% di Sumatera Tengah dan 51,73% di
Sumatera Selatan),l Kalimantan (14,62% di Kalimantan Timur, 5,83% di
Kalimantan Barat, 1,2% di Kalimantan Tengah dan 9,99% di Kalimantan
Selatan) serta sisanya sebagian kecil terdapat di pulau Jawa, Sulawesi dan

Irian Ja.ya.15

14 Mengutip pendapat Todung Mulya Lubis, Mahfud MD menyatakan bahwa garis politik
hukum nasional yang terdapat dalam GBHN menunjukkan gejala scbagai alat legitimasi dan
pengaman bagi pembangunar ckonomi. Pemberian fungsi legitimasi dan pengaman inilah yang
dikhawatirkan dapat menimbulkan salah pengertian dalam pelaksanannya di lapangan kelak, lebih
lanjut baca Moh. Mahfud MD dalam Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka
LP3ES, Yogyakarta, 1998, hal, 11-12. Lihat juga dalam 1.S. Susanto, Kejahatan Korporasi di
Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu
Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hal. 14. ‘

'* Data yang dipaparkan oleh TS. Soedjoko dan Abdurrahman dalam Kecenderungan
dan Permintaan Jangka Panjang Sub-Sektor Batubara, Berita Batubara dan Gambut, No. 1
Tahun 9, Jakarta, 1993, hal. 3-6. '




Khusus mengenai perkembangan kégiatan pertambangan di
Kalimantan Selatan, saat ini usaha pertarﬁbangan batubara diharapkan mampu
mencapai rnembeﬁkan kontribusi terhadap kemajuan pertumbuhan dah
pengembangan ekonomi daerah antara lain melalui penerimaan negara,
investagi yang ditanamkan serta berkembangannfa kesempatan berusaha dan
iapangan f)elcerjaan. Produksi batubara di Kalimantan Selatﬁn dari tahun ke
tahun terus meningkat secara signifikan.

Pada tahun 1995 produksi batubara di Kalimantan Selatan- telah
mencapai 11.409.192. ton, dimana sebagian besar di antaranya di produksi
oleh PT. Arutmin dan PT. Adaro Indonesia.'® Lebih lanjut dinyatakan pada
tahun 1995 produksi batubara di Kalimantan Selatan 1000% atau 10 kali lipat
dari produksi tahun 1990, yaitu dari hanya sekitar 1. 451.561 ton menjadi
11.409.192 ton di mana 93% di antaranya diprodukéi oleh PT. Arutmin
Indonesia dan P.T.‘ Adaro Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru,
sedang sisanya diproduksi oleh KUD dan PT. Tambang Batubara Bukit
Asam/PT. Baradatra Satrya.

Adapun upaya pengelolaan berkelanjutan usaha pertarﬁbangan
bafubara ‘menurut laporan tahunan dari Kantor Wilayah Pertambangan dan
Enlergi Propinsi Kalimantan Selatan per tahun 1996 yang lalu, dari 3% Kuasa
Pertambanéan "elc‘sploitasi baru 14 (empat belas) yang aktif melakukan
kegiatan lapangan dan telah mempunyai dokumen AMDAL. Ttupun dari ke

14 Kuasa Pertambangan yang aktif tersebut hanya 1 Kuasa Pertambangan

16 Data- dari Kantor Wilayak Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi
Kalimantan Selatan per Tahun 1996.




yang tertib membertkan laporan atau tembusan pelaksanaan Rencana

| Kegiatan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan {RPL)

nya, sehingga bel'p{m seluruh Kuasa Pertambangan eksploitasi terdatakan
dalam pelaksanaan pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara.

Melihat perkerﬁbangan usaha pertambangan batubara yang sangat
pesat di K.alimantanh-Selatan, khususnya di Kabupaten Kotabaru maka kiranya
perlu diperhatikan, ciiwaspadai dan diantisipasi’gejala kerusakan lingkuhgan
yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tersebut secara dini. Hal ini penting
diperhatikan karena - pertimbangan ekonomis kerap kali cenderung
mengorbankan asiaek_ kelestarian fungsi lingkungan hidup maupun
kesinambungan sﬁmber daya alam bagi generasi selanjutnya sebagaimana
halnya konsep dasar dari Pembangunan Berkelanjutan  (Sustainable
Development).

Proses pembangunan yang ditandai dengan pemanfaatan sumber daya

_alam. baik yang bersifat dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat

diperbaharui akan membawa segi-segi positif maupun negatif baik secara
langsung maupun tidak langsung. Apabila ditelaah lebih lanjut kerusakan
lingkungan merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dan akan
mempengaruhi struktur  ekonomi masyarakat setefnpat jika proses
pembangunan serta usaha pelestarian  fungsi lingkungan hidup dan

kesinambungan sumber daya alam tidak dijalankan dan diawasi secara

konsisten serta konsekuen.
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Artinyé dalam konteks ekonomi jika aktivitas pehambangan batubara
ternyata membawa dampak terhadap kedua elemen tersebut maka untuk
menanggulanginya akan tlerdapat biaya eksternal atau biaya sosial marginal
yang“umumnya, dibebankan oleh para pengusaha/produsen kepada konsumen.
Dalam keﬁyatannya‘ bukan para pengusaha/produsen tersebut yang
menanggung biay_aAsosial marginal mela'}nkan terdapat indikasi bahwa justru
masyarakat di daE;ra'h setempatlah yang semestinya tidak bertanggung jawab
atas kejadiaﬁ tersebut halah menanggung dampak lingkungan maupun
sosialnya.

Salah satu daerah di Propinsi Kalimantan Selatan yang menmiliki
tingkat aktivitas penambangan batubara yang tinggi adalé‘n di Kecamatan
Satui Kabupaten Kotabaru. Selain sejumlah usaha pertambangan rakyat yang

dilakukan oleh masyarakat lokal, di wilayah ini juga terdapat lokasi tambang

batubara yang termasuk dalam Kuasa Pertambangan (KP) PT. Arutmin

Indonesia.
Tingginya aktivitas penambangan batubara tersebut tidak lepas dari

Kkeberadaan PT. Arutmin Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan

| berbentuk penanaman modal asing. Lebih kurang 93% total produksi usaha

pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dikuasai oleh perusahaan ini
bersama dengan perusahaan penanaman m.odal asing lainnya yaitu PT. Adaro
Indonesia. Sedemikian besarnya pengaruh yang dimiliki oleh perusahan
penambangan batubara tersebut sehingga membawa ‘scjumlah dampak positif

maupun negatif. Dampak positif antara lain seperti terbukanya lapangan
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pekerjaan Beserta sarana infrastrukturnya, sedangkan dampak yang negatif
berupa terjadinya perubahan sosial-budaya sebagai akibatnya banyaknya
masyarakatﬁ di luar daerah 'yé.ng mencari pekerjaan termasuk sebagai
penambang-penambang liar batubara dan terganggunya fungsi lingkungan
hidup serta kesinambungan sumber daya alam.

Salah satu contoh kongkrit yang ingin dikedepankan dalam tulisan ini
~ adalah kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar aliran Sungai Satui di
Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan. Sungai yang menjadi
tempat maupun sumber n_aﬂ<ah _bagi sebagian mlasyarakat di Kecamatan Satui
tersebut kini menjadi wahana. pembuangan limbah batubara sehubungan
dengan adanya aktivitas penambanga'n batubara di Tambang Satui, di mana
daerah bagian hulu dari sungail dijadikan tempat penimbunan sedangkan di
daerah hilir sungai dijadikan sebagai dermaga pengangkutan.

Perubahan dan penambahan fungsi sungai yang demikian membawa
pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk délam
kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup maupun sumber daya alam -
terutama bagi masyarakat yéng tinggal dan menggantungkan hidupnya dari
sungai tersebut. Hal yang paling dirasakan oleh masyarakat khususnya
masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Satui antara lain
meningkatnya kekeruhan air Sungai Satui dan berkurangnya kestabilan daya
dukung ekosistem. Aktivitas pembuangan limbah dari penambangz batubara

diduga telah memberikan kontribusi yang significant terhadap fenomena yang

- ot e it st s
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sedang dialami masyarakat di sepanjang sungai Satui. Terutama bagi
masyarakat setempat yang menggantunglkan hidupnya dari sungai tersebut.

Hal yang demikian dapat memberikan kesan yang kurang baik bagi
usaha pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan di Indonesia pada
hmumnya dan di daerah pada khususnya. Kesinambungan sumber dava alam
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses industrilisasi harus
senantiasa diprioritaskan dalam kerangka pemikiran dan pelaksanae;n '
pemanfaatan sumber daya alamnya terlebih terhadap sumber daya alam yang
" tidak dapat diperbaharui\sepeni halnya batubara.

Untuk dapat mengurai dan menjawab serta memberikan solusi bagi
fenomena yang ‘sedang terjadi di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru
Kalimantan Selatan maka harus dilakukan penelitian dan pengkajian yang
mendalam, komprehensif dan obyektif seria dapat dipertanggung jawabkan
baik secara yuridis maupun ilmiah. Oleh karena itu tulisan ini akan
mengambil tema pembakasan yang berjudul :

“Urgensi Pen'geiolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara
(Sustainable Mining Managemeni) Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Daerah” (Studi terhadap usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui

Kabupaten Kotabaru Propisi Kalimantan Selatan).

B. Rumusan Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan yang akan ditawarkan dalam tulisan
sederhana ini, untuk kemudian diteliti dan dikaji secara ilmiah adalah sebagai

berikut ;

T T
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1. Bagaiman'a pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara
(Su.s'!ainablé Mining - Managemeni) oleh pelaku usaha pertambangan
batubara di Kecamatan Satui Kébupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan
Selatan 7

2. Bagaimana upaya dan kewenangan Pemerintah Dacrah dalam mengatur
dan- mengéwasi. usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui
I(abupéten Kotdbaru Propinsi Kalimantan Selatan ?

3. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari usaha pertambangan batubara

terhadap ekonomi masyarakat setempat ?

C. Tujuan Pcneiitian
1. Untuk - mengetahui pengélolaan berkelanjdtan usaha pertambangan
batubara (Sustainable Mining Management) oleh pelaku usaha
.per_tambangan batubara di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi
Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam
mengatur dan mengawasi usaha pert#mbangan batubara di Kecamatan

Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.

3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari usaha pertambangan

batubara terhadap ekonomi masyarakat setempat.
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D. Kontribusi Penelitian

1. Secara teoretis memberikan sumbangsih pemikiran bagi upaya
pengembangan ilmu pengetahuan khususﬁya di bidang hukum ekoﬁomi—
teknologi, lingkungan dan pertambangan. Dengan harapan dapat dijadikan
sebagai salah satu referensi yang sederhana bagi kalangan akademisi
maupun pemerhati dalarﬁ melakukan tulisan atau penelitian sejenis secara
lebih mendalam dan luas lag1. |

2. Secara praktis diharapkaﬁ mampu memberikan informasi, masukan
atéubun kritik konstruktif dalam rangka menyediakan suatu pedoman
atau solusi sederhana bagi para pelaku ‘usaha‘- maupun aparatur
pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan usaha

pertambangan batubara (Sustainable Mining management).

E. Kerangka Pemikiran

Dari perépektif historis hukum ditemukan sebagai gejala dalam hidup
bersamal manusia yang berguna untuk mengatur hidup bersama, baik dalam
hubungan-hubungan publik maupun dalam hubungan-hubungan privat.
Hpkum muncul “dalam bentuk peraturan perundang—undlangan yang
menentukan hak dan kewajiban orang.melalui kekuasaan negara membentuk

hukum itu dan menjamin agar hukum itu ditaati.'” Begitu pula halnya dengan

' Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Celakan Keliga Belas,
Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal.12. Lihat juga pendapat Lon Fuller schagaimana yang dikutip
dalam Shadia B. Drury, Hukum dan Politile (Bacaan mengenai Pemikiran Hukum dan Politik),
Pencriemal Joost Kullil, Tarsito, Bandung, 1986, hal, 33.
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hukum lingkungan nasional. Sebagai hukum yang mengatur hak dan.
kewajiban negara maupun masyarakat, hukum lingkungan nasional

memerfukan landasan atau pijakan dalam tatanan hukum nasional Indonesia.

Bagi Indonesia landasan atau pijakan hukum lingkungan nasional
tersebut baru dikenal sejak tahun tujuh puluhan, tepatnya dalam Garié—garis
Besar Haluan i\legara Tahun 1973—1978 dalam Bab TII pola pembangunan
jangka panjang butir 10 dari pendahuluan'®, yang dinyatakan sebagai berikut :
“Dalam pelaksanaan pembanguﬁan, sumber-sumber alam Indonesia harus
digunakan secara rasional penggalian Lsumber kekayaan alam tersebut harus
diuéahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dilaksanakan
dengan kebijaicsariaan yang menyelunih dan. dengan memperhitungkan
kebutuhan generasi ya'ng akan datang.”

' Hal tersebut kemudian diimplementasikan di lapangan melalui
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 1I Tahun 1974-1979. Dalam
Bab 4, bab yang secara khusus memuat aspek lingkungan hidup dalam
pengelahan sumber daya alam. Kebtjakan ini diambil sedikitl banyaknya

dipengaruhi oléh faktor-faktor sebagai berikut'® :

Yang pertama adalah kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah

lingkungan hidup yang serius.

18 paulus Efendy Lotuiung, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Oleh Hakim
Perdata, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal.21. . '

19 pendapat Emil Salim, sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman dalam Pengantar
Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Kedua, Alamni, Bandung, 1986, hal. 17
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Kedua adalah keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang,
sumber alam yang bisa diolah secara berkesinambungan dalam proses

pembangunan jangka panjang.

Ketiga adalah bersifat idiil, dimana ada keinginan untuk membangun manusia
Indonesia seutuhnya tidak hanya maju dalam segi materiel, tetapi juga kaya

dari segi spiritual.

Di dunia internasional sendiri isu mengenai lingkungan hidup sudah
menjadi hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini ditandai dengan

munculnya gejala

1. Pemanasan global yang berdampak pada terjadinya perubahan iklim secara

global dan terjadinya kenaikan permukaan laut.

2. Hujan asam yang disebabkan karena sektor industri dan transportasi dalam
aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batubara yang dapat
menghasilkan gas buang ke udara. Gas buang tersebut menyebabkan
terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yang berasal dari
pembakaran bahan “bakar, terutama bahan bakar fosil, menghasilkan

terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Asam tersebut tidak dapat

diendapkan oleh hutan, tanaman pertanian, danau, dan gedung sehingga

‘dapat‘ mengakibatkan kerusakan dan kematian organisme kidup.

3. Lubang ozon, ditemukan sejak tahun 1985 di berbagai tempat di belahan
bumi, seperti di Amerika Serikat dan Antartika, penyebab terjadinya

lubang ozon adelah zat kimia semacam Kloraflur karbon (CFC) yang




merupakan zat buatan manusia yang sangat berguna dalam kehidupan
manusia sehari-hari seperti untuk lemari es dan air conditioner (AC).Y°

Pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan seperti halnya
usaha pertambangan batubara sudah seharusnya sesuai dengan perseptif
masyarakat dunia yang memiliki kesadaran cukup tinggi tentang pengelolaan
lingkungan dan arah kebijaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN).

Arah kebijakén pembangunan nasional sebagaimana yang ditetapkan
dalam TAP MPR No [V/MPR/1999 tentang GBHN 1999 —2004 terdiri dari
beberapa hal sebagai berikut :

a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar
bermanfaat Bagi peningkatan kesejahteraaan rakyat dari generasi ke
generasi.

b. Meningkatkan pemanfaaatan potensi sumber daya alam dan lingliungan
hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan
penggunaan, dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. .

¢. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengeloiaan sumber daya alam

secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas

ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat dengan memperhatikan Kelestarian fungsi dan keseimbangan

20 Absori, Penegukan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan
Bebas, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal, 9.




lingkungan  hidup, p.embangunan yang berkelanjutan, kepentingan
ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang
pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

e. Menera]?kan indikator-indikatof yang memungkingkan pelestarian
kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapt
diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Pada tataran ideal peran serta masyarakat dalam pengambilan
keputusan ~ merupakan elemen dasar (basic élement) dari masyarakat
demokrasi, sehingga peran serta masyarakat dalam proses pembangunan pada
dasarnya, tidaklah bergantung kepada adanya hl_lkum, regulasi ataupun
formalitas-formalitas lainnya.”’

Berdasarkan nilai idealitas ini, setidak-tidaknya di era globalisasi
apalagi dalam korteks reformasi ini ada beberapa perubahan paradigma

sebagal berikut :

5 Pemeliharaan lingkungan harus didasari sikap “voluntary” dan bukan

karena dikomando dan dikontrol.

b. Pengelolaan limbah hendaknya berubah dari “the end of the pipe” (produk
akhir) ke arah “the beginning of the pipe” (dari sumbernya), yang oleh
Koesnadi Hardjasoemantri dikatakan pendekatan the end of the pipe selain -

bersifat terlalu reaktif juga sudah tidak kontekstual lagi dengan

% pondapat Karel van der Zwiep dalam “Public Participation as an instrument for
Environmental Protection, yang dikutip oleh Indro Sugianto dalam makalahnya yang bertemakan
“Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pokok-pokok pikiran yang
disampaikan dalam Seminar Nasional Hulum Lingkungan yang diselengparakan olch Kantor
Menteri Negara Lingkungan Hidup, Hotel Indonesia, 1-2 Mei 1996.
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perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencegahan
pencemaran secara fundamental mengalihkan fokus perlindungan
lingkungan dari yang bersifat reaktif menjadi pencegahan pencemaran
front-of-process yang lebih preventif, yaitu suatu pendekatan pencegahan
pencemaran yang menyertai suatu rangkaian proses produksi mulai dari
tahap awal hingga tahap akhir sccara bersamaan, atau sebagaimana yamg
dikemukakan Surna T. Djayadiningrat sebagai upaya pengolahan limbah
mulai dari bahan bakunya sampai tempat pembuangan limbahuya,
sehingga dapat dicapal suatu produk‘ bersih dengan ekotefisiensi
(pendekatan from cradle to grave), sehingga secara tidak langsung juga

dapat meminimalisasi dampak negatif lingkungannya.”

Manajemen “parabola” (berdasarkan kekuasaan, kemudian berkolaborasi
dengan penguasa) harus berubah ke arah manajemen “akar rumput”
(masyarakat sekitar) bukan hanya secara ekologis (memelihara
lingkungan) tetapi juga secara ekonomis. (kesempatan kerja dan berusaha

serta hubungan hulu dan hilir).

Secara internal industri (perusahaan hendaknya membenahi struktur

organisasinya dengan unit yang secara khusus menangani lingkungan).

Untuk menumbuhkan saling pengertian antara industri dan masyarakat, '

perusahaan membuka akses bagi masyarakat yang memungkinkan mereka

22 K ocsnadi Hardjasoemantri, Op.cit, hal. 243-247.
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e. Untuk menumbuhkan saling pengertian antara industri dan masyarakat,
perusahaan membuka akses bagi masyarakat yang memungkinkan mereka
untuk menyampaikan gagasan, pendapat dan keluhan. Akses tersebut bisa
berupa Aot line, forum komunikasi dan bentuk-bentuk lain.?

Sementara itu peraturan pertambangan di Indonesia secara umum telah
lama diatur dalam suatu kebijakan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak
jaman kolonial Belanda. Sektor pertambangan diatur dalam Indische Mijﬁwet
(Staatsblad, 1899, Nomor 214).

Di dalam [n.di.s'che Mijnwet tersebut diatur masalah pemberian
wewenang kei)ada orang atau badan hukum untuk mengusahakan-melakukan
kegiatan pertambangan dalam bentuk hak konsesi. Konsesi sendiri adalah hak
yang diberikan kepada orang (Belanda atau Hindia Belanda) atau badan
hukum (vang ada di Belanda maupun Hindia Belanda) baik untuk
méngﬁsahakan perkebunan, peternakan dan pertambangan selama 75 tahun
dengan membayar iuran kepada pemerintah Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, Indische mijnwel ini dicabut‘ dengan
diundangkannya Undang-undang No.37 prp 1960 tentang Pertambangan yang
7 (tujuh) tahun kemudian Undang-undang ini diganti dengan Undang-ﬁndang

No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.>*

3 gudharto P, Hadi, “Dimensi Lingkungan dan Sosial Pencemardin Industri”, Makalah
yang disampaikan pada Semiloka tentang Pencgakan Hukum Lingkungan Dalant Mewujudkan
Pelestarian Fungsi Lingkungan, Yayasan Tarimbhi, Semarang, 9 Oktober 2000, hal. 6.

2 Sclanjutnya dalam tulisan ini Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tenlang Pokok
Pertambangan akan discbul scbagai UUPP.

rrmae ea e e npen et ¢t
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UUPP selain bisa disebut merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan upaya untuk
menindaklanjuti Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing, yang pada waktu itu juga baru ditetapkan, khususnya Pasal 8
ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

“Penanamén modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu
kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesual

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat
dilakukan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh
pemerintah.”

Sementara itu urah kebijakan pemerintah Ihdonesia tentang
pengelolaan lingkungan hldup baru diawali sejak tahun 1973, tepatnya pada
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973-1978 dan Repehta II (1974-
1979), GBHN 1978-1983 dan Repelita III (1979-1984), GBHN 1983-1988
dan Repelita TV (1984-1989) serta GBHN 1988-1993 dan Repelita V (1989-
1994) hingga saat ini.

Hal tersebut berarti sebelum tahun 1973 aspek pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia belum dikaitkan sama sekali dengan be.r'bagai
macam kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi nasional, termasuk
kebijakan-kebijakan di sektor pertambangan.

Mengingat kekurangcermatan ini, maka adalah hal yang cukup
“wajar” apabila upaya pertambangan di Indonesia selama waktu ttu

cenderung mengabaikan aspek-aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup.




21

Walaupgn sebenarnya masalah pertambangan atau energi mempunyai
huBungan yang erat dengan bidang lingkungan hidup.®®

‘Di negara-negara maju isu mengenai lingkuhgan hidup telah berdiri
sejajar dengan‘ isu-isu seputar- perdagangan internasional. Pada saat ini
ditenggarai sedikitnya 3,3 .mililar pertahun sumber daya alam yang telah
dieksplorasi. oleh ﬁmat. manusia, padahal kapasitas produksi tahunan dunia
hanya 2,8 miliar,*

Bagi mgreka isu meﬁgenai ﬁerdagangan internasional yang dikemas
dalam wujud globalisasi perdagangan bebas tidak hanya akan ‘membuka
peluang yang lebih besar pada prosés prodﬁksi tetap juga mengakibatkan
berbagai bentuk risiko, salah satunya adaléh lepasnya kendali dan kontrol
pemerintah terhadap mereka, yang terlibat didalam proses ekonomi. Lebih
fatal lagi apabila kemudian tefjadi pertentangan baik pada tingkat nasional

maupun internasional.”’

2 Iubungan yang erat ini oleh Jay A. Sigler dan Benjamin R. Beede dipahami scbagai
hubungan yang bersifat timbal balik. Oleh karena banyak persoalan lingkungan hidup disebabkan
oleh penggunaan berbagai bentuk cnergi, di sisi lain masalah-masalah yang bertautan dengan
energi tidak dapat dipisahkan dari persoalan linglcungan. Di sini terlihat kedua persoalan tersebut
sama-sama membahas pengelolaan sumber daya alam, lebih lanjut silahkan dilihat pada Jay A.
* Sigler — Benjamin R. Beede, The Legal Sources of Public Policy, Levinton Books, DC, Heath and

Company Lexington, Massachusset, Toronto, Tanpa Tahun., hal. 31. ;

26 Data yang dipaparkan oleh Valerio Calzolaio, Pengembangdn Identitas Ekologis dari

Sosialisme Eropa, yaug dicuplik-diterjemahkan (dalam Prativi-Faichul Muirt) dan diedit oleh Ade
Ma'rof dkk dalam Shaping Globalization, Jawaban Kaum Sosialis Demokrat Atas Neo
Liberalisme, Jendela, Yogyakarta, 2000, hal. 84,

27 3alam suatu konferensi internasional, tanggal 17 dan 18 Juni 1998 bertempat di Willy
Brandt Haus, Berlin yang bertajuk antisipasi kaum sosial demokrat terhadap globalisasi, Gerhard
Schroder menyatakan perlunya penyatuan atau dilakukannya upaya integrasi baik pada konteks
nasional maupun internasional dalam rangka mengantisipasi efek negatif dari globalisasi.
Menuruinya, perlunya keseimbangan antara pemikiran politik dengan tindakan ekonomi dan
pemikiran ekonomi tindakan politik, lihat Gerhard Schroder dalam Shaping Globalization ...,
Ibid, hal. 105-111).
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Dengan diterapkannya Otonomi Daerah di Indonesia per I Januari
2001 yang lalu telah menimbulkan kekhawatiran akan semakin tingginya
pemanfaatan sumber daya alam tanpa disertai suatu konsep pengelolaan

lingkungan dan sumber daya alam yang matang. Kekhawatiran tersebut

didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut : .

a. Kemampuan pemerintah baik di pusat maupun didaerab, dalani melakukan
~ transparansi, partisipasi dan akuntanbilitas publik dalam pengelolaan
sumber daya alam (patural resource) dan sumber daya publik {public
resource -management) perlu dipertanyakan (faék of good governance).
Misalnya l;agailnana para pembuat kebijakan kelak (khususnya pemerintah
daerah) memadukan antara kebijakan publik yang bersifat dan berdimensi
umum dengan kebijakan publik yang bersifat dan berdimensi sektoral.

b. Belum jelasnya pembatasan-pembat;san pelimpahan mandat hukum dalam
kebijakan-kebijakan publik yang bersifat umum dengan kebijakan-
kebijakan publik yang bersifat sektoral. Misalnya bagaimana ruang
lingkup kewenangan daerah dalam pendayagunaan sumber daya alam,
beserta pené,elolaan aspek-aspek lingkungan hidupnya.

Salah satu contoh pengaturan yang dipandang masih menimbulkan
kebingungan bagi sejumlah kalangan adalah masih kaburnya kewenangan- -
pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberian dan pengaturan ijin

usaha pertambangan umum (khususnya selain minyak dan gas bumi). Baik
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Undang ~ undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah®®
maupun Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom™.
Dalam kedua peraturan tersebut terdapat 2 (dua) kecenderungan yang
terkesan saling bertolak belakang satu sama lainnya. Kecenderungan
pertama mengesankan bahwa kewenangan dalam pendayagunaan sumber
daya alam (termasuk usaha Pertambangan batubara) masih dipegang oleh
Pemerintah Pusat. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan — ketentuan sebagai
berikut :

Dalam UUPD

Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :
“Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang
pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
kewenangan bidang lain.”
“ Kewenangan bidang lain, sebagéimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan
lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber
daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan
standardisasi nasional.”

Pasal 11 ayat (2):
“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten
dan Daerah Kota melipuii pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan dan koperasi.”

» Selanjutnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam
tulisan ini akan discbut UUPD.

% Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dalam tulisan ini akan disebut PPKP-KPSD{().
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- Dalam PP XP-KPSDO

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Bab II tentang Kewenangan Pemerintah

" dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom menyatakan :

“Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik
lvar negeri, pertahanan keamanan, peradxlan moneter dan fiskal, agama
serta kewenangan bidang lain.”

“Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan
lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber
daya alam serta teknologi tinggi vyang strategis, konservasi dan
standardisasi nasional.” 1
Sementara itu kecenderungan kedua yang mengesankan kewenangan
pengelolaan dan pengaturan ijin sumber daya alam (termasuk usaha
pertambangan batubara) telah diberikan kepada Pemerintah Daerah. Hal
ini bisa dilihat dalam ketentuan — ketentuan sebagai berikut :

Dalam UUPD

Pasal 10 ayat (1) menyatakan :
“Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di
wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam PP KP-KPSDO
Pasal 3 ayat (3) angka 3 butir b mengenai Kewenangan Propinsi Dalam.

Bidang Pertambangan dan Energi yaitu :

“Pemberian ijin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota
yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi”,

Ambivalensi dan ambiguitas interpretasi terhadap substansi yang terdapat

dalam UUPD dan PP KP-KPSDO dapat menimbulkan ekses yang negatif-
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kontrapruduktif bagi pelaksanaan era otonomi daerah di Indonesia, sebab
bagaimanapun masalah pendayagunaan sumber daya alam nasional
memiliki sifat yang sangat sensitif mengingat berkaitan erat dengan
pendapatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pada titik
persinggungan inilah konflik kepentingan (vested oriented) rentan terjadi.
¢. Daerah belum memiliki konsep dan strategi yang jelas dan terpadu dalam
usaha penegakan hukum dan penataan lingkungan hidup dalam konteks

otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPLH Pasal 12,

Yaitu sebagai berikut :

“Untuk  mendapatkan keterpaduan dan keserasian  pelaksanaan

kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah

dapat :

a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup
kepada perangkat di wilayahnya.

b. Mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu
pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah” '
Mengacu pada ketentuan tersebut, maka daerah diberikan kewenangan

pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UUPLH yaitu :

“IDalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah,
Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan”

Kepala Daerah Tingkat I/Gubernur juga diberikan kewenangan untuk
memberilkan sanksi administratif, seperti yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1)
dan (2) UUPLH yang masing-masing berbunyi sebagat berikut

“Gubernur/kepala daerah tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah
terhadap penanggung jawab usaha dan/atau keiatan untuk mencegah dan
mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang
ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan,
penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab

e —————
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usaha dan atau kegiatan lain kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”
ayat (1). '

“Wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan
kepada Bupati/WaiikotamadyafKepala Daerah Tingkat IT dengan peraturan
daerah Tingkat II” ayat (2).

Memperhatikaﬁ'perkembéngan inilah maka kondisi vang terjadi di
Kecamatan Satui Kabupaten Kotabary Propinsi Kalimantan Selatan tidak
boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya suatu upaya atau inisiatif yang

serius dari semua kalangan yang berkompeten, baik aparatur Pemerintah

Dacrah setempat maupun para pelaku usaha pertambangan batubara sendii.

G. Metode Penelitian

1. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
pendekatan penelitian hukum normatif-sinkronisasi peraturan perundang-
undangan secara vertikal  maupun horizontal. Khusus terhadap rumusan
permasalahan No. 3 digunakan teknik pendekatan penelitian sosiologis.
Teknik pendekatan penelitian sosiologis yang diterapkan pada rum;isan
permasalahan No. 3 selain bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih
maksimal, juga dimaksudkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang
dimiliki dari teknik pendekatan normatif yaitu cenderung kurang mampu
untuk menjangkau dan mengungkapkan suatu fenomena yang ada di belakang

sebuah realitas sosial .

II: . Mré'nu.é T SOy
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Penelitian hukum yang normatif raisalnya merupakan suatu penelitian
hukum yang yang bertumpu pada data sekunder atau penelitian
kepustakaan ** yang memandang hukum sebagai norma-norms positif
didalam sistem perundang-undangan nasional (Zaw in The Book) sehingga
cenderung bersifat kuantitatif, sedangkan penelitian hukum yang sosiologis
merupakan suatu pendekatan terhadap hukum dengan mengidentifikasikan
dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan
fungsional dalam kehidupan masyarakat yang terjadi dari perilaku-perilaku
anggota masyarakat yang mempola®, dan bertumpu terhadap data-data
primer di lapangan (Law in Action) sehingga cenderung bersifat kualitatif®®,
Adapun paradigma yang digunakan adalah paradigma Fakta Sosial-bentuk
non material® tipe Struktur Sosial®* dengan menggunakan teori hukum

Fungsionalisme Struktural®.

*® Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukwm Normatif (suatu tinjauan
singkat), Cetakan Kelima, Rajawali Press, Jalarta, 1995, hal, 12,

3! Ronny Hanitijo Soemitro, Majalah Masalah Hukum, No.9, 1991, hal. 44.

% 3. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1988, hal 16,

3 Menurut Emile Durkheim sebagaimana dikutip oleh Ritzer paradigma fakta sosial dapat
terdiri dari fakta sosial dalam bentuk material (bangunan arsitektur dan norma hukum) serta dalam
bentuk non material (egoisme, altruisme dan opini). Bentuk non material yang dimaksudkan dalam
tulisan ini adalah khusus berbentuk opini. Libat George Ritzer Sosiologi Ilimu Pengetahuan
Berparadigma Ganda, Penyadur Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal, 17.

* Bila Peter M. Blau membagi fakta sosial dalam dua tipe dasar yaitu nilai-nilai umum
(common values) dan norma- yang biasa discbut scbagai pranata sosial, maka Ritzer lebih tertarik
untuk mengartikannya scbagai struktur sosial yang miclihat jaringan sosial di mana interaksi sosial
berproses dan menjadi terorganisir serta melalui posisi-posisi sosial dari individu dan sub
kelompok dapat dibedakan, /bid, hal. 22,

* Meminjam teori Robert K. Merton yang menyatakan masyarakal merupakan suatu

_ sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu

dalam keseimbangan. Perubahan terhadap satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap
bagian yang lain dimana asumsi dasarnyz adalah bahwa sctiap struktur dalam sistem sosial
funggional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada
atau akan hilang dengan sendirinya, /bid, hal. 25.
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Dengan mengkombinasikan kedua teknik pendekatan diatas kiranya
dapat mempertajam masalah yang ingin dikedepankan, karcna permaszilahan
yang akan diteliti dan dikaji selain berkaitan erat dengan realitas sosial yang
tida}c hanya mengacu kepada norma-norma hukum akan tetapi juga terhadap
norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Penelitian hukum yé.ng sosiologis diperlukan dalam penelitian ini
karena selain khusus untuk menjaWab rumusan permasalahan No. 3 juga
diperlukan sebagai tekn}ik pendekatan yang mampu memberikan al;ti penting
pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-
kuantitatif,’® sehingga langkah-langkah dan desain~desa-1in teknis penelitian
mengikuti pola penelitian sebagaimana yang terdapat dalam ilmu sosial, yang
dimulai dari perumusan permasalahan dan perumusan hipotesis, melalui
penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data, dan pembuatan
desain analisis yang diakhiri melalui penarikan kesimpulan. Karena terdapat 2
(dua) periodesasi dalam rumusan permasalahan No. 3 yaitu masa sebelum
adanya usaha pertambangan dan masa sesudah adanya usaha pertambangan
maka, agaf dapat melihat, mengukur dan menghitung selisih yang terdapat
diantara keduanya.

Dengan kondisi yang demikian maka tidak ada jalan lain selain
meminjam alat ukur yang dimiliki oleh disiplin ilmu sosial bidang kajian
Sosiologi Pedesaan, yaitu dengan menggunakan alat ukur Agroecosystem

Analysis  Dengan menggunakan alat ukur ini dapat dilihat dengan jelas,

% Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 35. ‘
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gamblang dan sederhana perbedaan-perbedaan yang timbul akibat suaty
kegiatan sosial maupun ekonomi.?’

Untuk menunjang pelaksanaan penelitian maka selain melakukan
survey, observasi dan wawancara sebagai upaya menghimpun data primer,
maka juga akan dilakukan telaah terhadap data sekunder yang bersifat publik

seperti data arsip, data resmi instansi pemerintah yang berupa dokumen-

dokumen.

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian  di propinsi

Kalimantan Selatan tepatnya di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru.

Permnilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Lokasi fambang batubara Satui termasuk dalam wilayah Kuasa
Pertambangan (KP) PT. Arutmin lndonesia yang selain merupakan
salah satu pelaku usaha penambangan batubara pertama di bumi
Kalimantan Selatan juga memiliki kapasitas produksi paling bésar
(bersama-sama PT. Adaro Indonesia menguasa sekitar 93% dari

seluruh produksi batubara di Kalimantan Selatan).*®

*! Lihat dalam Asmeen Mariam Khan and Krisnawati Suryanata, Review of Participatory
Research Technigues for Natural Resources Management, Yord Fundation-South East Asia
Regional Offices, Jakarta, 1994,

® Data dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi
Kalimantan Selatan per 1996, Op. cit.

e e
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b‘. Adénya hasil penelitian ilmiah terhadap kualitas air dan komunifas
biota akuatik, di sungai Satui Kabupaten Kotabaru yang
mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas air sungai.*

c. Maraknya kegiatan-penambangan liar batubara (PETI), dan

d. Masih belum jelasnya upaya-upaya penanganan yang dilakukan baik
oleh pihak l’emeri:ﬁahan Kabupaten Kotabaru maupun Pemerintah

Propinsi Kalimantan Selatan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

| Populasi penelitian adalah seluruh 6byek atau seluruh individu atau
seluruh gejala atau seluruh kejadian atau unit yang akan diteliti, karena
populasi biasanya sangat besar dan sangat luas maka kerap kali tidak
mungkin untuk meneliti sefuruh populasi tersebut.*

Penulis mé‘ksu_dkan dalam populasi penelitian ini adalak para
pelaku usaha pertambangan batubara yang tersebar di kecamatan Satui
Kabupaten Kotabaru baik yang memiliki ijin (Kuasa Pertambangan/KP)
ataupun yang dilakukan oleh penambang batubara tanpa jin (PETI),
Pemerintah Daerah setempat dan masyarakat Kecamatan Satui Kabupaten

Kotabaru, dengan melalui karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

% Data dari Lembaga Penelitian-Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas
Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2000.

40 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. ciz, hal. 44,
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a. Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan pelaku
usaha pertambangan batubara yang berbentuk badan hukum bukan
perseorangar.

b. Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
Pemerintah Kabupaten Kotabaru' maupun Pemerintah  Propinsi
Kalimanta;l Selatan yang berkompeten dalam bidang Pertambangan dan
Energi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Masyarakat setempat yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu
masyarakat lokal (sedikitnya telah bermukim minimal 10 tahun) yang
ﬁela@kan kegiatan ekonominya di sekitar Kecamatan Satui Kabupaten
Kotabaru, yang diambi secara acak kurang lebih 100 (seratus) orang..

Karakteristik-karakteristik yang demikian perlu ditegaskan karena
selain untuk merhperjelas -fokus penelitian juga didasarkan atas suatu
pemikiran bahwa dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk
menelifi semua obyek atau semua gejala atau semua unit yang dapat
 memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai populasi, akan
tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Populasi
tidak selalu barus berwujud manusia saja, tetapi dapat berupa gejala-
gojala, tingkah laku, peraturan perundang-undangan (Pasal), kasus-kasus
hukum, alat-alat pengajaran administrasi dan lain-lain. !

Dengan tidak meneliti seluruh kejadian maka penghimpunan
sampel akan dilakukan melalui teknik non-random sampling secara

purposive sampling dengan pola snow ball sampling yaitu suatu penarikan

** Ibid, hal. 45.
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sampling yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan
pada ciri-ciri dan tujuan tertentu, namun secara bertahap tergantung
bagaimana kondisi dan situasi serta urgensi yang terdapat di lapangan
penelitian, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah responden afau
informan akan terus bertambah. Metode pengumpulan data secara bertahap
int dilakukan oleﬁ karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari
penulis. Selain itu pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang
ketat secara mutlak untuk menentykan berapa persen sampel yang harué
diambil.

Kendati demikian pada umumnya sampel yang berlebihan akan
cenderung lebih baik daripada kekurangan sampel' (oversampling is always
better than undersampling) setidak-tidaknya dalam ukuran ilmiah
dianggap lebih representative. Adapun pesponden dan informan awal
dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaku usaha ;Iang terdiri dari PT. Arutmin Indonesia dan beberapa
badan usaha lainnya .

2. Aparatur Pemerintah Daerah yang terdiri dari jajaran Kantor Wilayah
Pertambangan dan Energi (sekarang Dinas Pertambangan dan Energi

tingkat Propinsi dan Kabupaten) serta Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan Hidup baik di lingkup Kabupaten Kotabaru maupun"

Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Masyarakat setempat (dalam hal ini masyarakat yang bermukim
minimal 15 tahun) yang terdiri dari nelayan, petani maupun yang

berwiraswasta yang diasumsikan berjumlah sekitar 100 orang.
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4. Sumber Data
Data yang d‘“i'gunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer
Yaitu data yang langsung diperolch dari subyek-subyek penelitian di

lokasi penelitian atau di lapangan melalui sejumlah wawancara/

interview.
b. Data Sekunder
Yaitu data-data yang langsung diperoleh dari tertulis/kepustakaan
yang terdiri dari:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri: |
a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-
| Undangdasar 1945
b) Peraturan Dasar :
(1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
(2) Ketetapan —Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat
¢) Peraturan Perundang-undangan :
(1) Undang-undang
(2) Peraturan Pemerintah
(3) Keputusan Presidén.
(4j Keputusan Menteri
(5) Peraturan-peraturan Daerah

d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.




34

e) Yurisprudensi

) Traktat

g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih
berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang

merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat

tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht).

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil —
hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder;

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan

seterusnya.

5. Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data
a. Prosedur Penelitian
1). Penelitian Kepustakaan
2). Penelitian Empiris
b. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data selain didasarkan pada studi kepustakaan
penulis juga akan mempergunakan metode interview atau wawancara,

yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab sepihak
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yang dilakukan dengan sistimatis dan terarah serta berdasarkan pada

tujuan penelitian.
Adapun tahapag-tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data

meliguti ; “ |

1) Pra-survey

2) Observasi

3) Wawancara atau Interview yang mendalam dan terarah serta

terstruktur (khususnya terhadap aparat Pemerintah Daerab)

4) Kuesioner baik secara terbuka dan tcrtuiup terhadap masyarakat.

5) Studi Kepustakaan , terhadap data sekunder yang mencakup bahan
hukum primer yaitu dokumen yang diperéleh dari instansi-instansi
yang terkait, institusi perguruan tinggi setempat dan lembaga-

kelompok masyarakat pemerhati lingkungan hidup.

6. Teknis Analisis Data
Data yang terhimpun terlebih dahulu akan dipilah dalam 2 {dua)
kategori yaitu data primer dan data sekunder. |
Untuk data primer akan dianalis secara kualitatif karena

pembahasan tidak hanya sebatas pada pengumpulan data semata, tetapi

193.

* Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid dua, Andi Offsct, Yogyakarta, 1994, hal.
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juga mengklasifikasikan, mengolah dan. mengﬁnzilis sehingga mampu

membangun hipotesa dan teori. Adépun perinciannya sebagai berikut :

a. Untuk rumusan permasalahan No. | mengenai pengelolaan
berkelanjutan usaha pertambangan batubara (Su.sminable.Mining
Management) oleh pelaku usaha pertambangan batubara akan
dianalisis- secara kualitatif melalui observasi dan hasil wawancara
terstruktur.

b. Untuk fumUsan permasalahan No. 2 mengenai upaya dan kewenangan
Pemerintah Dae}'ah dalam mengatur dan mengawasi usaha
pertambangan batubara juga akan dianalisis secara kualitatif dari hasil
wawancara terstruktur dan telaah terhadap data sekundér.

c. Untuk rumusan permasalahan No. 3 mengenrai pengaruh terhadap

ekonomi masyarakat selain akan dilakukan secara kualitatif juga

dengan deskriptif kuantitatif yaitu berupa tabulas: dari data yang

diperoleh melalui kuesioner yang bersifat kombinasi (tertutﬁp dan
terbuka). Hasil yang didapatkan dari perbandingan tabulasi dalam dua
periodesisasi akan dilihat, dihitung dan diukur perbedaannya melalui

alat ukur Agroecosystem Analysis.

Kaji Tindak, Fakullas Ilmu Sosial dan Hmu Politil Universitas Diponegero, Scmarang, 1997,

hal. 4.

3 gudharto P. Hadi, Diktat Metodologi Penelitian Sosial : Kuantitatif, Kualitatif dan
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7. Validitas Data

Untuk mengecek keandalan dan keaku;atan data, maka digunakan
teknik triaiigulasi data, yaitu metode pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding
terhadap data itu. Hal tersebut terutama bagi data yang dianalisis secara
kualitatif, sedangkan data yang dianalisis secara kuantitatif menggunakan
Jace validation yakni suatu teknik yang menyatakap kalau pertanyaan
sudah menggambarkan permasalahan yang diteliti, maka data tersebut

dianggap sudah valid.




BAB II

- TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengertian mengenai lingkungan hidup di Indonesia secara normatif
telab dituangkan melalui suatu rumusan baku yang terdapat dalam penjelasan
Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup', oleh karena selama ini memang disadari bahwasanya lingkungan
hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah
negara maupun wilayah administrasi. Mengingat -lingkungan hidup yang
berkaitan dengan dengan pengelolaaan lingkungan harus jelas dan tegas batas
wilayah wewenang pengelolaannya maka pengertian lingkungan hidup di
Indonesia harus dinyatakan secara definitif.
Menurut Pasal 1 butir 1 UUPLH yang dimaksud dengan linglungan
hidup adalah:
“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan marusia serta mahluk

hidup lain.”

! Selanjutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup dalam tulisan ini akan disingkat dengan UUPLH.

38
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 Dengan demikian demikian secara hukum lingkungan hidup lndonesia-
meliputi ruang tenipat‘ negafa R_epublik Indonesia melaksanakan kedaulatan -
dan hak berdaulat serfa‘yurisdiks‘inya. |
| Konsekt}ensi logis dari ketentuaﬁ tersebut diatas mengharuskan Indonesia
‘ ‘memiﬁki Sl.laitlll.l konsep kewilayahan dan wawasan mengenai lingkungan
hidup yang mampu membeﬁkan afahan maupun haluan bdgi pengelolaan
lingkungan hidup nasional secara terpadu dan berkeéinambungan. |
Sebelum beranjak membicarakan konsep kewilayahan dan wawasan
lingkungan hidup nasional ada baiknya apabilé ditelaah teriebih dahulu
beberapa batasan-batasan .pengertian ' yzlmg. diberikan para pemerhati dan
pakar akademis;i mengenai lingkungan hidup, -
Emil Salim menyatakan bahwa
“ Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi;
keadaan dan pengaruh yang terdépat dalam ruangan yang kita tempati dan
mempehgaru}ﬁ hal yang hidup termasuk kehiduﬁari‘ rﬁanué»ia. Batas ruang
1ingku_ngan 1ingkuﬁgan ménurqt pengertian irlli‘ll)isa sangat luas, namun
untuk praktisnya kita batasi ruang liﬁgkup dengé.n faktor-faktor yang dapat
.dijangkaﬁ ‘oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi,

faktor sosial dan lain-lain™?.

2 Oleh Emil Salim Batasan mengenai lingkungan hidup didefinisikan menurut sub sistem-
sub sistem yang menjadi perangkat pendukungnya. Apabila dicermati agaknya definisi yang
diberikan oleh Emil Salim inilah yang kemudian menjadi salah satu acuan bagi penjelasan
terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPLH. Lebih janh silahkan disimak pada Emil Salim,
Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985, hal 34.

o s e g g ey
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Selﬁentara Munadjat Danusaputro, memberikan definisi mengenai
lingkungan hidup sebagai :
“Semua benda dan kondisi termasqk didalamnya manusia dan tingkah
perbuatan, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan
mempengaruhi kelangsﬁngan hidup serta kesejahferaan manusia dan jasad
hidup lainnya™ |

Rumusan definisi lingkungan hidup yang lebih berdimensi fisical-

biology diberikan oleh seorang pakar ilmu biologi Otto Soemarwoto yang
menyatakan *: |
“Suatu ruang yang ditempati mahluk hidup bersama dengan benda hidup
dan tidak hidup didalamnya”
dengan sifat-sifat lingkungan hidup yang ditentukan oleh bermacam-
macam faktor sebagai berikut : |
Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan
hidup tersebut.
Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu
Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup

Keempat, faktor non materiil seperti suhu, cahaya dan kebisingan

3 Seperti hainya definisi Emil Salim yang oleh UUPLH dijadikan sebagai salah satu acuan
dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UUPLH maka menariknya batasan pengertian lingkungan hidup
yang diberikan oleh Munadjat Danusaputro “mirip” dengan rumusan baku linglkungan hiduap
nasional sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPLH. Silahkan dilihat
pada Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I Umum, Binacipta, Jakarta, 1985, hal.
67

* Sebagai ahli biologi Otto Socmarwoto menguraikan beberapa fakior yang menjadi yang

dijadikan sebagai partameter dalam melihat dan menentukan sifat-sifat linglkamgan hidup, baca
Otto Soemarwoto dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University
Press, Cetakan Ketujuh (revisi), Yogyakarta, 1997, hal 31 dan hal 53-54.
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Dari sekian definisi di atas termasuk definisi yang diberikan oleh

UUPLH . maka sedlkltnya dapat dlslmpulkan bahwa lingkungan hidup

merupakan suatu ruang yang ditempati semua daya, keadaan dan mahluk

ﬁidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi satu

sama. lainya untuk mendukung kelangsungan perikehidupan  dan

kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya.

1. Pengertian Pengelolaan Berkelanjutan (Sustainable Management)

Menurut Paqal I angka 2 Bab I mengenai Ketentuan Umum UUPL
pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya ‘terpadu untuk
melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaaﬁ, pemulihan, pengaWasém dan
pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diimplementasikan

sejalan dengan perkembangan isu mengenai pengelolaan lingkungan |

internasional. Misalnya konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development) yang dihasilkan dalam pertemuan Rio de Janeiro tahun

1992°  Secara definitif Pengelolaan Berkelanjutan yang merupakan

derivasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable.

Development) yang berarti pembangunan yang menjamin keperiuan hidup

manusia di masa kini dengan tetap menyediakan bahan bagi kepentingan

 hal. 15.

5 & M Gatot Soemartono, Hukium Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996,
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generasi mendatang.® Dengan  demikian yaﬁg dimaksud sebagai
Pengelolaan ﬁerkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (Sustainable
Mining Management) dalam tulisan ini adalah suatu usaha pertambaﬁgan
batubara Baik yang berupa eksplorasi ataupun eksploitasi yang ramah
lingkungan dan mampu menjamin keperluan hidup manusia saat ini namun
tetap mampu menyediakan bahan bagi kepentingan generasi selanjutnya di
masa mendatang’.

Adapun istilah pembangunan yang berkelanjutan sendiri pertama
kali diperkenalkan oleh World Commision on Invironmental  and
Development (WCED) sebagai suatu komisi independen yang membahas
serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan
global guna mempersiapkan Konferensi Stocholm 1972 yang membahas
lingkungan dan pembangunan. Komisi ini juga dikenal dengan nama
Komisi Bruntland.

Menurut komisi Bruntland Pembangunan Berkelanjutan adalah
pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup hari ini tanpa
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Pembangunan berkelanjutan di pandang sebagai suatu konsep

pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang antar satu

% Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global
dan Nasional, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 5

7 Mengingat kcterbatasan lileratur yang berkaitan dengan hukum pertambangan maka,
inilah definisi awal yang digunakan untuk mcnafsirkan  dan mengartikan  pengelolaan
berkelanjulan usaha pertambangan batubara (Sustainable Mining Developmen).
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generasi ke .generasi berikutnyax.ﬂ Agar pembangunan dapat terlanjutkan
dengan baik maka haruslah ada pemerataan tidak hanya antar kelomﬁok
dalam sebuah generasi, melainkan juga harus ada pemerataan antar
generasig._ Hal yang demikian mengisyaratkan suatu generasi tidak boleh
menggunz;kan (baca: mengeksploitasi) sumber daya alam secara tidak
proporsional. Deng.an demikian apabila dihubungkan dengan konteks
pembicaraaﬁ mengenai Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan
Batubara (Swustainable Mining Management), maka definisi lengkap yang
akan digunakan adalah:
“Suatu upaya prevéntif, antisipatif dan kuratif yang dilakukan dalam usaha
pertambangan batubara dengan menggunakan teknologi yang ramah
lingkungan secara proporsional, dalam rangka 'menjami'n keperluan
manusia saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi selanjutnya di masa
mendatang”.

Hal ini sejalan dengan dua konsep kunci yang terdapat pada
pembangunan berkelanjutan yaitu kebﬁtuhan dan keterbatasan'*. Kedua
konsep kunci ini haruslah benar-benar dipahami, khususnya ketika sedang

berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat

terperbaharui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui

misalnya sumber daya energi minyak bumi, gas alam dan batubara. Bahan-

8 Sudharto P. Hadi, Pembangunan Berkelanjutan di Era Globalisasi, Akademika, No. 2
Universitas Mubamddiyah Surakarta, Surakarta, 1996.

¥ Ibid, hal. 6-11. _

10 3rice Mitchell, B. Sctiawan, Dwita Hadi Rahmi dalam Pengelolaan Sumberdaya dan
Lingkungan, Celakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hat. 30..
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bahan ini suatu saat akén habis tereksploitasi, oleh karena itu sedini
mungkin harus disiapkan berbagai pola pemanfaatan yang efisien,
ekonomis dan berwawasan lingkungan serta tidak lupa mencari berbagai
alternatif kandungan surﬂber energi lainnya yang dapat dipergunakan bagi
kebutuhan generasi yang akan datang'’.

Untuk‘- mencapai tujuan tersebut maka dewasa ini paradigma
strategi pengelolaan dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup telah
berubah'?> seiring © dengan sosialisasi prinsip pembanguan yang
berkelanjutan (Sustainaf)le'-Developmem Principle). Salah satu aspek yang
harus segera dibenahi adalah kesiapan sejumlah peraturan perundang-
undangan pendukung beserta jaringan infrastrukturnya.

Tindak lanjut dari pembenahan aspek peraturan perundang-
undangan (hukum) adalah dilakukannya sejumlah penyempurnaan-
perubahan terhadap materi, sistem dan kelembagaan hukum (jaringan
infrastruktur) yang memadai di Indonesia. Beberapa langkah awal yang
harus segera dilakukan setidak-tidaknya meliputi:

a. membentuk atau memperkuat badan-badan untuk - melindungi

lingkungan dan mengelola sumber daya alam;

' Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Eko Sistemnya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 31

12 Terhadap perubahan paradigma pengelolaan lingkungan hidup ini, masing-masing ahli
hukum memiliki terminologi yang kendati demikian scbenamya mamiliki maksud dan arti yang
sama. Kosnadi Hardjasocmantri misalnya menggunakan terminologi front-of-process, sedanghkan
Surna T.Djajadiningrat memperkenalkan lerminologi from cradie to grave. Kedua terminologi
tersebui pada intinya meredefinisikan kembali konsep dan strategi pengelolaan dan pencegahan
pencemaran lingkungan hidup lama yaitu the end of the pipe, lihat catatan kaki no. 25 Bub I dari
tulisan ini.
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-b. melibatkan mésyarakat umuml dan masyarakat ilmiah dalam pemilihan

kebijakan yang pada dasarnya kompleks dan sulit dari sudut politis,

C. meningkatkan kerjasama antara pemerintah .dan dunia industri untuk
naschat, asistensi dan dukﬁngan“ timbal balik dalam membantu
pembentukan dan pelaksanaari kebijakan, hukum dan peraturan guna
mewujudkan pembangunan industri yang lebih berkelanjhtan;

d. memperkuat dan meluaskan konvensi dan perjanjian intemasione;;l yang
ada untuk menuﬁjang perlindungan  lingkungan, pembangunan
berkelanjutan dan perlindungan sumber daya alam,

c. memperbaiki pengelolaan analisis mengenai dampak lingkungan aan
kemampuan untuk merencanakan pgmanfaatan sumber daya.”“

Peranan pemerintah sebagai stimulir dalam proses transformasi ini
sangatiah penting dan menentukan, instrumen utama. yang digunakan oleh
pemerintah untuk melaksanakan proses tersebut adalah sistem administrasi
yang biasanya memiliki jangkauan yang luas. Sistem administrasi
pembangunan terdiri dari empat unsur yaitu struktur, proses, orientasi dan
lingkungan organisasi“.

Orientasi pembangunan yang akan diarahkan berwawasan
lingkungan memerlukan ldukungan sejumlah infrastruktur pendukung

seperti: sistem politik yang partisipatif, sistem ekonomi yang mampu

13 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi ketujuh, cetakan kecmpat
belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, bal. 15-16. '

14 Mustari Pide, Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Otonomi Baeraht Menurut Undang-
undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 14 Vol. 7 Tahun 2000, Yogyakarta, hai. 129.
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mengembangan teknologi secara mandiri, sistem sosial yang harmonis,
sistem produksi yang memperhatikan keseimbangan ekosistim serta sistem
administrasi yang dinamis dan memiliki kapasitas menyesuaikan diri
dengan ﬁ;ﬁgsi iiﬁgkungan yang selalu berubah'”. |

Bagi Indonesia arah kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan
dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup baru diperkenalkan dalam
pemerintahan Orde Baru yang diawali sejak GBHN 1973-1978 dan
Repelita 11 (1974-1979), GBHN 1978-1983 dan Repelita I (1979-1984),
GBHN 1983-1988 dan Repelita IV (1984-1989), GBHN 1988-1993 dan
Repelita V (1989-1994), GBHN 1993-1998 dan Repelita VI. Ketika
pemerintahan ‘Orde baru jatuh pada tahun 1998 kebijakan pengelolaan
lingkungaﬁ hidup tetap dilakukan dalam GBHN 1999-2004 melalui TAP
MPR No. IV/MPR/1999.

Dalam GBHN 1999-2004 kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

~ dan sumber daya alam dituangkan dalam Bab IV tentang arah kebijakan

yang berisikan arahan dan konsep kebijakan sebagai berikut'® :
a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke

generasi.

15 Lili Ragjidi dan 1B Wiyasa Putra, dalam Hukum Sebagai Suctu Sistem, Cetakan

Kedua, Remaja Rosda Karya , Bandung, 1993, hal.122.

16 74P MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2060 ,

Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 35-36.
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b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan
penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

c. Mendelegasikan secara_bertahap wewenang pemerintah'pusat kepada

pemerintah dae;#ah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam

secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas

ekosistem tetap terjaga, yang akan diz‘ttur dengan undang-undang.

d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan,
kepentingan ekonomi dan‘ budaya ‘masyarakat lokal, serta penataan
ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang. |

e. Menerépkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian
kemampuan keterbaruan dalam pengelolazn sumber daya alam yang
dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang dapat balik.

Setelah era reformasi, arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan

pemanfaatan sumber daya alam nasional ini secara operasional kemudian

dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas).
Mengingat pelaksanaan Propenas dilakukan i)ada era otonomi daerah,
maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Propenas akan menjadi-
sumbér rujukan bagi perumusan Program Pembangunan Daerah @ropeda)
di masing-masing wilayah. Disinilah kmsialnya sinkronisasi Propeda

dengan Prdpénas- dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
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pemanfaatan sumber daya a}am”. Disisi lain kondisi obyektif daerah-
daerah di Iri(;lonesia yang péda umumnyé belum memiliki konsep dan
sprategi yang jelas dan terpadu dalam usahé penegakan hukum dan
penataan lingkungan hidup pasoa. otonomi daerah. Padahal masalah
lingkungan seringkali bersifat lintas sektor dan teritorial sehingga.butuh
penanganan yang cukup serius dan lebih komprehensif.

Selain digantuﬁgkan kepada kebijakan negara-pemerintah, upaya
pengelolaan lingkﬁngan' ini juga memerlukan peran aktif warga
masyarakat bukan saja sebagai warga negara yang baik dan warga bangsa,
tetapi juga orang perorang sebagai pribédim.

Pasal 5 UUPLH mengemukakan :

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang’

baik dan sehat.

(2) Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan
dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. '

(3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Adapun Pasal 6 UUPLH menyatakan :
“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungst lingkungan

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan
lingkungan”

17 Oleh Siti Sundari Rangkuti Berdasarkan UUPLH, kewenangan dalam pengelolaan

lingkungan hidup dibagi menjadi dua yaitu kewenangan pengelolaan Lingkungan hidup tingkat
nasional dan di daerah lebik jauh silahkan disimak Siti Sundari Rangkuti dalam, Hukum
Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press,
Surabaya, 2000, hal. 83-90

'8 Mustari Pide, Op.cit.
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Pasal 7 UUPLH menegaskan :

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnay
untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara :
a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan;

b. Menumbuhkembangkan ~ kemampuan  dan  kepeleporan
masyarakat;

¢. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan
pengawasan sosial; .
d. Memberikan saran pendapat;
e. Menyampaikan informasi dan /atau menyampaikan laporan.
Peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
mempunyai jangkauan yang sangat luas, Peran serta tersebut tidak hanya
meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau

keputusan adminiétratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok

. . L)
dan organisasi dalam masyarakat.”

2. Upaya-Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
Menurut Pasal T angka 5 Bab 1 mengenai Ketentuan Umum
UUPLH peleétarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya
untuk memélihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung
lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan dan

daya tampung lingkungan berdasarkan UUPLH adalah sebagai berikut :

19 Jauh scbelum sinyalemen Mustari Pide, Koesnadi Hardjasoemantri sudah
mengingatkan untuk mengakui pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup. Lebih lanjut silakan dilihat Koesnadi Hardjasoemantri dalam, Aspek Hukum
Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta, 1986, hal. 2.
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Pasal 1 Angka 6 UUPLH menyatakan :
“Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan lingkungan

hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain”™.

Pasal 1 angka 7 UUPLH mengemukakan :
“Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau

dimasukkan kedalamnya.”

Berdasarkan uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup sangat signifikan bagi kelangsungan
dan kesinambungan lingkungan hidup yang sehat, apalagi bila dikaitkan
dengan pertumbuhan industri dan masyarakat yang akan memberikan
dampak luas terhadap lingkungan khususnya air, tanah dan udara sebagai
akibat konstitusi buangan ke media lingkungan.

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup diperlukan adanya

persyaratan penataan lingkungan hidup, yang mengatur kewajiban dan

'- larangan yang harus dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan, agar

dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya tidak menimbulkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kewajiban dan
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jarangan yang harus dilakukan oleh setiap usaha atau kegiatan dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi®® :

Kewajiban pelaku usaha, wajib memiliki analisis mengenai
dampak lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari rencana pengelolaan
lingkunganf (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) untuk
memperoleh izin usaha/kegiatan bagi usaha atau kegiatan yang
diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup®', sedangkan bagi usaha atau kegiatan dalam skala kecil
cukup dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya
pemantauan lingkungan (UPL), selain itu juga diharuskan memperhatikan
baku mutu lingkungan, mengelola limbah hasil usaha dan bahan berbahaya
beracun (B3)*,

Larangan bagi pelaku usaha, tanpa suatu keputusan dari izin
pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembuangan limbah ke media
lingkungan hidup, impor limbah B3 dan melakukan pembuangan limbah
yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup

Indonesia.

20 pfakalah yang disampaikan Sony Keraf dalam Seminar Schari Penegakan Hukum
Lingkungan duan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, yang diselenggarakan oleh Lembaga
Pengembangan limu Hukum “IBLAM?”, pada tanggal 27 Januari 2001, Surabaya. _

21 Daud Silalahi, Peran Serta Masyarakat dalam Proses AMDAL, Makalab Seminar
AMDAL, Bappeda, Jakarta, 1998. :

2 Juga bisa dilihat pada Sudarto P Hadi, AMDAL dan Audit Lingkungan dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Makalah
Seminar Nasional Fakultas Flukum UNDIP, Semarang, 1998.
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Sementara itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal
pelesfélrian ﬁ}]lgsi lingkungan hidup selain terangkum dalam UUPLH, juga
terdapalt.dalan'l peraturan perundang-undangan lintas sektor seperti :

a. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan beserta
peraturan penduku.ng lain.nya; ‘

b. Undang-andang No. 5 Tah}m 1984 tentang Perindustriaﬁ' ‘beserta
peraturan pehdukung lainnya ;

¢. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Peﬁkaﬁan beserta peraturan
pendukung lainnya ; | |

d. Undang-undang No. 5 Tahun 1987 tentang Penggunaan Air Sungai

| beserta peraturan pendukung lainnya ;

e, Undang_undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber dan
Hayati dan Ekosistem beserta peraturan pendukung lainnya ;

f Undang-undang No. 3 Tahun 1991, téntang Pengairan dan.Fungsi
Sungai beserta peraturan pendukung lainnya ;

g.‘Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan beserta
peraturaﬁ pendukung lainnya ; |

h. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan beserta
peraturan pendukung lainnya ;

i, Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang beserta
perafuran pendukung lainnya;

j. Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pertanian beserta

peraturan pendukung lainnya ; |
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k. Undang-undang NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
beserta peraturan pendukung lainnya ,

l. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta
peraturan pendukung lainnya ;

Sebagai tulisan yang memfokuskan pembahasan terhadap aspek
pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara maka dari
sekian banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di
atas, hanya beberapa peraturan perundang-undangan lintas sektor beserta
peraturan pendukung yang terkait dengan sektor pertambangan saja (selain
tentu saja UUPLH) yang akan disebutkan lebih lanjut peraturan
pendukung  perundang-undangan™. Beberapa peraturan pendukung
perundang-undangan tersebut, antara lain seperti :

a. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air
b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenal
Dampak Lingkungan (AMDAL)
o. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
:_Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP

2 \Mengingat pembicaraan ini berkaitan dengan produk hukum maka penyebutan dan
penyusunanya dilakukan dengan selalu memperhatikan tata urutan-hirarkhi peraturan perundang-
undangan baik berdasarkan TAP MPR No. XX/MPRS/1966 (semasa Orde Baru) maupun TAP
MPR No. IHHI/MPR/2000. (sctelah era Reformasi) dengan ketentuan, diambil yang paling bara
atau setidak-tidaknya hingga saat ini masih berlaku.
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No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonmﬁ.

. Peraturan Pemerintsh No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara

Ambien

. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penertiban

Penambang Tanpa Lin.

. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri

Kehutanan No. 969 X/05/M.PE/1989 dan No. 429/Kpts-11/1989 tentang
Pedoman Pengaturan Kegiatan Pertambangan dan Energi di dalam

Kawasan Hutan

. Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri

Kehutanan No. 1101.K/701/MPE/1991, dan No. 436/Kpts-1l/1991
tentang .Pembentukan Tim Tetap Departemen dan Energi dan
Departemen Kehutanan dan Perubahan Tata Cara Pengajuan Jjin Usaha

Peftambangan dan Energi di dalam Kawasan Hutan.

i, Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-

48/MENLE/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan Untuk

Kebisingan Harian (Siang Malam)

j. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 146/Kpts-11/1999

tentang Pedoman Reklamasi bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan
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k. Surat Keputusan Direktur Jendéra.l Pertambangan Umum No. 336
K/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi |

|. Surat Keputusén Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan No. 28 Tahun 1994 tentang penggolongan, Baku Mutu dan
Peruntukan Air dan atau Suhgai

m. Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 177 Tahun 2001 tentang Tim

Pelaksana Penanggulangan Pertambangan Tanpa 1jn.

Selain peraturan i)erundangan-undzingan yang dapat teridentifikasi
dan memiliki status hukum sesuai dengan hirarkhi nasional sehingga .
1egalita§nya dapat dipertanggunlg jawabkan disisi lain ada beberapa
peraturan—kebijakan yang diambil - oleh “Pemerintah 'Pusa!t, Pemerintah
Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru
yang kuraﬁg jelas status, kedudukan dan kekuatan hukumnya. Misalnya
seper;ci : .: |
a. Surat Menter Kehut.anan dan Perkebunan No. 1225/Menhutbun-
VI1/1998 tentang Persetujuan lPenggunaan Kawasan Hutan Propuduksi
Untuk Eksploitasi Batubara di Daerah Kabupaten Kotabaru Propinsi
Kalimantan Selatar; An. PT. Tambang Batubara Bukit Asam-PT. |
Arutmin Indonesia.
b. Kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 1‘ Januari 2000

tentang Pelarangan Pemakaian Jalan Negara Bagi Angkutan Batubara.
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¢. Surat Edaran Bupati Kotabaru No. 545/63/EKO fentang Penertiban/
Penghentian Pemuatan. Pengapalan Batubara Eks Penambang Tanpa
Tjin**.

Kendati demikian terhadap beberapa instrumen hukum yﬁng telah
ditetapkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sedikitnya
ada 9 (sembilan item) kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah
pusat mai;pun daerah sebagai upaya kongkrit dalam pengelolaan dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya-upaya tersebut meliputi :

a. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

AMDAL merupakan filter awal sistem pengendalian dampak

~ lingkungan yang dalam laporan akhir akan meliputi- Analisis Dampak
Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Seluruh dokumen tersebut
dimaksudkan dalam rangka meminimalkan dampak suatu kegiatan yang
meliputi aspek fisik, kimia, biologi dan siosial ekonomi budaya
sehingga dapat diprediksikan pengaruh negatif yamg ditimbulkan dan
upaya penanggulangannya melalyi kemampuan daya dukung
iingkungan dan daya dukung lingkungannya.

b. Penerapan Baku Mutu Lingkungan

2 Apabila dipoerhatikan beberapa peraturan-—kebijakan yang dikeluarkan diatas tidak di
kenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (hirarkhi) baik dalam konteks menurat
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 maupun TAP MPF No. II/MPR/2000 , sehingga efektifitasnya
di lapangan cenderung masih dipertanyakan kekuatan hukumnya. Apakah bisa dipertanggung
jawabkan atau tidak.
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Baku Mutu Lingkung'an merupakan standart toleransi maksimum
terhadap unsur-unsur bahan pencemar yang boleh dan diijinkan
: dibuang ke media 1iﬁgkungan dalam rangka mengantisipasi stabilitas
daya dukung lingkungan agar fungsi lingkungan dapat tetap dijamin
sesual dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Melalui Baku-Mutu
Lingku_;ngan juga dapat diprediksikan pemanfaatan teknologi sesuai
dengan karakteﬁstil; limbah suatu kegiatan yangl secara normatif
memenuhi kaidah-kaidah pengolahan sehingga perencanaan terhadap
kualitas buangan yang diharapkan dapat diproyeksikan sesuai dengan
peruntukan tempat perhbuangan yang telah ditetapkan.25
c. Program Pengendalian Pencemaran Air

Sebagai salah satu sumber penghidupan kualitas suatu permukaan air

. haruslah benar-benar diperhatikan deﬁgan baik. Tidak terkelolanya
dengan baik suatu pembuangan limbah hasil industri ke permukaan air
akarn mengalcibatkan terjadinya penurunan kﬁalitas air, status nutrisi
ikkan, keanekaragaman plankton serta timbulnya dominasi genera
plankton teﬁentu pada badan air penerima limbah. hasil industri lébill-

lebih kegiatan pertambangan batubara,”®

25 | that pada UN Mahida dalam, Water Poliution And Disposal of Waste on Land yang
diterjemahkan elch G.A. Tuoali, Pencemaran Air dan Pemanfaaatan Air Limbah Industri, CV.
Rajawali, Jakarta, 1986, hal, 19 :

% Analigis kimiawi yang dilakukan oleh Eka Iridanta membuktikan kecenderungan
berkurangnya komunitas dan Lualitas biota akuatik akibat pembuangan air limpasan
penambangan-penimbunan batubara, lebih detail simak Eka tridanta dalam Dampak
Penambangan Batubara PT. Arutmin Terhadap Kualitas Air dan Komunitas Biota Akuatik
Sungai Satui Kabupaten Kotabaru, Tesis Pascasarjana Program Studi limu Lingkungan,
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1998.
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d. Program Pengendalian Pencemaran Udara

Pengendalian pencemaran udara . dilakukan peida sumber polutan-batk

yang bergerak misalnya gas buangan dari kendaraan bermotor'' dan |

sumber polutan yang tidak bergerak seperti industri peleburan besidan

baja, industri kimia, semen, pengolahan kayu, power gen dan kalsium

karbit yang kesemuanya dipandang memiiiki buangan partikel dan gas
dalam ran.gka penatan asas Baku Mutu Emisi dan Ambient. Adapun
upaya yang dilakukan secara teknis meliputi23 :

1) Memberikan peﬁwluhan tentang kewajiban industa dalam rangka
pengendalian pencemaran udara dengan memasang sarana scrubber,
Elctrostatic  Precipilator  dan peningkatan sistem pembakaran
sempurna.

2) Melakﬁkan‘ pemantauan dan analisis kualitas buangan baik emist

~ maupun ambient dan hasilnya sebagai sarana pembinaan dan
pemberian sanksi administratif.

3) Hasil evaluasi hasill taboratorium untuk kualitas udara emisi yang

meliputi kadar gas NOx, SOz dan Partikel padat terukur pada

27 7airin Harahap, Pembangunan Berkelanjutan Analisis Terhadap Undang-undang
Lalu Lintas dan Anghutan Jalan Raya, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakulias Hukum
Universitas Islam Indonesia, No. 15 Val. 7 - 2000, Yogyakarta, hal. 192,

% Rjat-kiat yang diutarakan Kepala Bidang pengawasan dan Pengendalian
BAPEDALDA Propinsi Jawa Timur, Lebih jauh dalam Antoro HS, Pengendalian Pencemaran di
Jawa Timur, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari Penegakan Hukum Lingkungan
dan Penyelesaian Sengketa Linghungan, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan
Timu Bukum dan Manajemen “IBLAM”, pada tanggal 27 Tanuari 2001, Surabaya, 20001,

o e e e s
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cerobong dan Bag House Filter rata-rata masih dibawah Baku Mutu
Udara Emisi |

4) Pemasyarakatan penggunaan bahan bakar non-timbal yang akrab
lingkungan (Bensin Super TT) dan bahan bakar gas.

5) Mendorong segera  direalisasikannnya Stasiun Pengisian Bahan |
Bakar Umum (SPBU) untuk bahan bakar gas serta mengembangan

percontohan taksi/kendaraan umum dalam penggunaan BBG.
e. Program Sertifikasi Industri dan Penegakan Hukum

B. Sejarah Usaha Pertambangan Batubara

Jauh sebelum masyarakat industri berkembang penggunaan batubara

sebagai energi sebenarnya tclah dikena] pada abad 18. Bersamaan dengan
industri baja yang meléhirkan revolusi industﬁ deﬂgan diawali oleh penemuan
 mesin uap. Peranan batubara mencapai puncaknya hingga sebelum meletusnya
Perang Dunia I sewaktu sekitar 80% dari kebutuhan energi seluruh dunia

‘ | bersumber dari bahan bakar batubara 2 Dengan demikian maka saat puncak
penggunaan batubara terjadi pada saat sebelura pecah Perang Dunia I Dengan
meletusnya Perang Dunia T pola penggunlaan batubara menjadi sangat
terganggu dan masyarakat dpnia'menjadi sadar apabila terfalu bertumpu pada

satu jenis bahan energi akan rentan terhadap kesinambungan kebutuhan energi

2 gukandarrumidi, dalam Batubara dan Gambut, Cetakan Pertama, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 3. .
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tersebut, sehingga lambat laun mu]é.i mengalihkan perhatiannya keﬁada
penggunaan minyak.

Kendati demikian peralihan pola penggunaan bahan energi int tidak
berlangsung lama karena temyata'masyarakat .dunia mengalami krisis minyak
pada tahun 1973/1974 yang melambungkan hargé minyak (dengan .kurs waktu
itu sekitar Rp. 2600,00/ 1 USS) mehjadi sé’kitar US$ 10-US$12 per barel yang
kemudian dipérkuat lagi dengan krisis minyak kedua pada waktu pecah pérang
Irak-Iran tahun 1979 telah semakin mglambungkan harga minyak US$ 40 per
barel

Dengan terjadinya krisis minyak p_ada tahun 1973/1974, pandangan

" masyarakat duniapun. kembali berubah, Mereka menyadari telah melakukan 2
(dua) kali kesaléhan yan'g sama dalam pola pemanfaatan dan penggunaan
bahan bakér yaitu sama-sama tertumpu pada satu subyek bahan bakar semata.

Untukl ‘mengantisipasi hal tersebut masyarakat dunia khususnya
masyarakat industri mulai mengembangkan beberapa energi alternati.f
sekaligus seperti gas alam,‘ nuklir termasuk kembali melihat kepada
batubara’!. Diantara sekian alternatif yang ada batubara dipandang memiliki
beberapa kelebihan tersendiri, beberapa faktor obyektif yang mendukung

pandangan ini antara lain meliputi32 :

3 Salah satu tulisan Anne Booth dalam bulu, Hubungan Pusat - Daerah Dalam

Pembangunan, Editor Collin MacAndrews dan Ichlasul Amal, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
1993, hal. 109.

3! Seperti yang telah dijelaskan dialas penggunaan bahan cnergi batubara terhenti bukan

karena melambung tingginya harga batubara namun akibat pecahnya Perang Dunia 1, sehingga
mau tidak mau menyebabkan suplai batubara ke pasaran dunia terganggu.

% gukandarrumidi, Op.cit. hal 4

et e
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tersebut, sehingga' lambat laun mulai mengalihkan perhatiannya kepada
penggunaaﬁ minyak.

Kenﬂati demikian peralihan pola penggunaan bahan energi ini tidak
berlangsung lama karena ternyata masyarakat dunia mengalami krisis minyak
pada tahun 1973/1974 yang melambungkan harga minyak (dengan kurs waktu
itu sekitar Rp. QQO0,00/ 1 US$) menjadi sekitar US$ 10-US$12 per barel yang
kemudian diperkﬂat lagi dengan krisis minyak kedua pada waktu pecah perang
Irak-Iran tahun 19_79 telah slemakin melambungkan harga minyak US$ 40 per
barel *

Dengan terjadinya krisis minyak pada tahun 1973/1974, pandangan
masyarakat duniapun kembali berubah. Mereka menyadari telah meiakuka;l 2
(dua) _kali kesaiahan yang sama dalam pola pemanfaatan dan penggunaan
Eahan bakar yaitu sama-s.ama tertumpu pada‘satu su.byek bahan békar semata.

Untuk mengantisipasi hal tersebut masyarakat ~dunia khususnya
masyarakat industri mulai mengembangkan beberaﬁa energi alternatif
sekaligus seperti Igas alam, nuklir termasuk kembali melihat kepada
batubara®". Diantaré sekian alternatif yang ada batubara dipandang memiliki

beberapa kelebihan tersendiri, beberapa faktor obyektif yang mendukung

pandangan ini antara lain meliputi’® :

%0 galah satu tulisan. Anne Booth dalam buku, Hubungan Pusat - Daerah Dalam
Pembangunan, Editor Collin MacAndrews dan Ichlasul Amal, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
1995, hal.109.

- 3 Seperti yang telah dijelaskan diatas penggunaan bahan energi batubara terhenti bukan
karena melambung tingginya harga batubara nanun akibat pecahnya Perang Dunia 1, sehingga
mau tidak mau menyebabkan suplai batubara ke pasaran dunia terganggu.

¥ gukandarrumidi, Op.cit. hal.4 :
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. Batubara di. antara bahan bakar hidrokarbon yang terdapat di dunia (juga
Indonesia) merupakan bahan yang paling melimpah.

. Batubara memang dapat diusahakan dan disediakan sampai jauh di abad ke
21 bahkan mungkin abad ke 22.

: Penambangfm dan penggunaan batubara merupakan teknologi yang sudah
dikenal dan dapat diandalkan.

. Batubara dapat diangkut dan ditimbun dengan mudah.

. Batubara da};at memenuhi persyaratan lingkungan yang ketat.

. Batubara merupakan bahan bakar murah, bahkan kemungkinan besar yang

termurah dihitung persatuan energi.

. Sejarah Usaﬁa Pertambangan Batubara Di Indonesia

i’ertambangan batubara di Indonesia dimulai pada tahun 1849 di
Pengaran, Kalimantan Timur melalui suatu perusahaan milik pemerintah
Kkolonial Belanda N.V. Qost Borneo Maatschapplj namun baru memulai
kegiatan usahan pertambangannya pada tahun 1888 di daerah Pelarang,
kira-kira 10 Km sebelah tenggara Qamarinda. Menjelang Perang Dunia I

ada beberapa perusahaan kecil yang bekerja di Kalimantan Timur.

Di Sumatera kegiatan perfama untuk melakukan penambangan

batubara secara besar-besaran dimulai tahun 1880 di lapangan Sungai
Durian Sumatera Barat, akan tetapi usaha ini gagal karena kesulitan

pengangkutan. Setelah penyelidikan seksama pada tahun 1868-1873, yaitu
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setelah ditemukannya lapangan Batubara pada tahun 1868 dibukalah
tambang batubara Ombilin pada tahun 1892. |
Di Sumatera Selatan, penyelidikan kandungan bzlttubara yang
dilakukan pada tahun 1913-1918 menghésilkan pembukaan tambang
batubara Bukit Asam pada tahun 1919. Baik tambang batﬁbara Ombilin
dan taml-)ang batubara Bukit Asam segera ﬂlenjadi dua tambang penghasil
batubara terpenting di Indonesia. Pada tahun 1970 tiga tambang batubara
masth aktif békérja yaitu Tambang Batubara Ombilin di Sumatera Barat,
tambang batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan dan tambang batubara
Mahakam di Kalimantan Timour. Ketiganya lalu disatukan dalam P.N.
Batubara pada tahun 1968, dimana ketiga tambang ini kemudian lebih
dikenal sebagai Unit I, Unit II dan Unit 111
" Indonesia mempunyai jumlah cadangan batubara yang cukup besar.
Sebagai sumber daya energi, batubara memiliki nilai yang strategis dan
potensial untuk memenphi sebagian besar kebuiuhan energi dalam negerl.
Sumber daya batubara Indonesia diperkirakan sebesar 36 milyar ton dan
tersebar di :
a. Sumatera dengan perincian :
1) Aceh - 4,70%
2) Sumatera Tengah ! 11,40%

3) Sumatera Selatan 51,73%
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b. Kalimantan denganlperin;:ian :
~ 1)'Kalimantan Selatan : 9,99%
2) Kalimantan Timur 14,62%
.3) Kalimantan Barat  : 5,83%
4) Kalimantan Tengah :1,20% -
c. Sisanya tersebar di Pulau J awa, Sulawesi dan Trian Jaya>.

Kegiatan  pertambangan batubara  di 1ﬁdori‘esia saat ini
menunjukkan peningkatan yang pesat. PT Tambang Batubara Bukit Asam’
sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang
| batubara telah ltumbuh menjadi perusahaan berskala besar ldengan
kapasitas produksi sampai dengan 7 (tujuh) juta ton pertahun.
| Demikian juga dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang sebagian
besar dari pr;)t‘luksi Pénanaman Modal Asing (PMA) telah menunjukkan
keberhasilan produksinya sampal pada tingkat dua ‘kali lebih besar

daripada PT. Bukit Asam.

Produksi batubara di Indonesia diperkirakan akan mencapai 84,50 .

© juta ton.* Pemakaian di dalam negeri terutama ditujukan bagi kebutuhan

pembangkit tenaga listrik dan pabrik semen. Sebagai usaha antisipasi

ferhadap pengurangan pemakaian minyak tanah, solar dan kayu bakar d1

- Daia'yang dipaparkan olch TS. Socdjoko dan Abdurrahman dalam Kecenderungan

dan Permintaan Jangka Panjang Sub-Sektor Batubara, Berita Batubare dan Gambut, No. 1
Tahun 9, Jakarta, 1993, hal.3-6. .

3 Ibid.
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dalam negeri maka mulai tahun 1993 telah mulai diambil langkah-langkah

memasyarakatkan briket batubara untuk rumah tangga dan industri kecil.*
Batubara Indonesia telah mulai dickspor terutama di kawasan Asia.
Pada tahun 1999 diperkirakan sekitar 71.000 ton kapasitas produksi
batubara yang mampu dihasilkan, untuk kemudian dapat memasok
kebutuhan dalam negeri sebesar 31.740 juta ton dan melakukan ekspor ke
luar negeri sebesar 39.000 juta fon. Itupuh total kapasitas produksi
batubara diatas belum mampu me.menuhi kebutuhan pasar dunia baik pasar
domestik maupun asing yang diasumsikan 78.600 juta ton. Dengﬁn kata
lain masih tersisa sekitar 7.600 juta ton. Berdasarkan estimasi dan
kalkulasi diatas maka usaha pertambangan batubara dewasa ini memang

sungguh menjanjikan.*®

2. Usaha dan pengaruh Pertambangan Batubara Di Propinsi Kalimantan

Selatan -
a) Usaha Pertambangan Batubara Legal
Pertz{mbangan batubara di Kalimantan Selatan mulai marak

sejak akhir tahun 1980-an yang ditandai dengan masuknya dua

perusahaan asing besar yaitu PT. Adaro Indonesia dan PT. Arutmin 7

3 I ihat juga Sukandarrumidi dalam, Bakan Galian Industri, Cetakan Pertama, Gadjah

Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal, 237.

36 Laporan Tahunan PT. Arutmin Indonesia, per tahun 2000.

et et s et
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Indonesia yang beroperasi pada wilayah Kabupaten Kotabaru dan
Kabupaten Tabalong. |

Dengan Ipola penambangan yang ada di Kalimantan Selatan
.telah dikembangl.can. 5 (lima) lokasi penambangan batubara skala besar
yang diusahakan oleh PT. Adaro Indonesia dan PT. Arutmin Indonesia
serta 10 (sepuluh) Lokasi penambahgan berskala kecil yang diusahakan
oleh s;:jurnlah koperasi-koperasi. Dari kegiatan penambangan yang
telah diadakan sedikitnya telah mencapai angka produksi sebesar
17.465.917 ton yang sébagian besar dihasilkan oleh kedua perusaaan
besar tersebut yaitu sekitar 90,76%. Kapasitas produksi t-ersebut
‘dilha‘silkanr dari luas lahan yang ciikuasai oléh kedua perusahaan,
masing—masiﬁg PT. Adaro Indonesia sebesar 35.720 ha dan‘ PT.
Arutmin .Indénesia sebesar 70.152 ha d.ari total lahan pengusahaan
pertambangan‘ bafubara di wilayah Kalimantan Selatan sebesar
1.043.523,4.%

Menariknya ‘apabila dibandingkan dengan 1uas keseluruhan
wilayah di Kalimantan Selatan selﬁas lebih kurang 3.753.052 Ha, maka

~ hampir 1/3 (sepertiga) nya sudah dikuasai oleh lahan-lalian .

pertafnbangan. |

Hingga saat ini perkembangan penambangan batubara di

Kalimantan Selatan semakin menunjukkan gejala- yang semakin

. % Angka yang diolah dari berbagai data pengusahaan lahan pertambangan batubara di
Kalimanatan Selatan, dikutip langsung dari laporan tahunan Kantor Wilayah Pertambangan dan
Energi Propinsi Kalimanian Selatan per tahun 1998
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meningkat.33 Tentunya dapat diperkirakan betapa besarnya potensi
kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap kelangsungan ekosistem
yang ada di sekitar i%egiatan pertambangan akibat eksploitasi yang
dilakukan. |
Terlépas dari telah dila;kuicanﬂya kegiatan reklamasi dan di
penuﬁiﬁy.a AMDAL tefutama oleh perusahaan besar tetap saja potensi
‘t,ersebut t.idak dapat begitu saja dikesampingkan mengingat batubara
termasuk sufnber daya alam-energi yang sifatnya | tidak dapat
diperbahariii, Dengan demikian langkah antisipasi secara dinipur: harus
segera dilakukan dalam rangka meminimalisir dampak negatif yamg
ditimbulkannya. - |
Untuk itu mutlak diperlukan sebuah payung kebijakan yang
dapat dijadikan kerangka berfikir dan bertindak bagi pemerintzh baik
pemerintah pusat maupun daerah. Hal demikian untuk mencegah
luasnya hamparan danau-danau akibat penambangan batubara yang
umumnya dilakukan secara open pr‘i (tambang terbuka). Apalagi bila
meﬂgingat ad‘any:a era otonomi daerah, dimana dapat dipastikan hampif'
selﬁruh-dael'ah akan mengandalkan potenéi sumber daya alamnya dan
berlomba-lomba mengejar target Pendapatan Asli f)aerah (PAD).
Dalém Undaﬁg—undang No. .25 Tahun 1999 fentang
Perimbéngan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah® khususiya Bab

38 {Jntuk febih jelas silakan dilihat pada Catatan Kaki no.20 Bab I
3 Selanjutnya Undang-undang No. 25 Tahun 1599 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam tulisan ini akan disebut JUPKPPD
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II mengenai Sumber-Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi
Bagian Ketiga Pasal 6 ayat (5) menyatakan sebagai berikut :
“Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor
pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan
20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk
Pemerintah Dagrah”

Peluang pendapatan sebagaimana yang disebutkan dalams UUPKPP-PD
‘tersebut secara tidak langsung semakin membuat usaha pertambangan
batubara menjadi salah satu lahan usaha yang sangat prospektif. Inilah
yang mendasari kekhawatiran sebagian kalangan akan timbulnya

tekanan yang berlebihan dan cenderung tidak proporsional terhadap

késeimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b) Usaha Pertambangan Batubara Ilegal-Tanpa Ijin (PETT)

Bagi Propinsi Kalimantan Selatan sendiri selain diramaikan
dengan pertémbangan yang memiliki ijiﬁ ternyata juga marak
pértambangan tanpa ijin. Maraknya pertambangan batubara tanpa ijin*
dimulai sejak tahun 1989 di Kabupaten Tapin. |

Belakangan PETI ini makin berkembangan dan mulai

merambah di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai

Tengah, Hulu Sungi Utara, Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru.

° Selanjuinya pertambangan tanpa ijin dalam tulisan ini akan disebut scbagai PETY
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Diperkirakan kurang [ebih dari SOOI ha areal yang telah di
rambah oleh PETI*, Apabila dicermati dari segi luas memang luas
memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan usaha pertambangan
yang memiliki ijin namun dari aspek pt;,ngelolaan lingkungan memiliki
dampak yang sangat besar karena tidak adanya tanggung jawab untuk

: melakukan kegiatan pemulihan lingkungan seperti reklamasi maupun
penguasaaan teknik penambangan yang benar.

Makin berkembangannya kegiatan PETI ini tentunya tidak
terlepas dari lemzihnya aspek penegakan hukum yang ada terutama oleh

 aparat penegé.k hukum. Walaupun telah terbentuk Tim Penertiban
berdasarkan Surat Keﬁutusan Gubernur Kepala Daerah 'Tingka'.c I
Kalimantan Selatan®* No. '318 Tahun 1996 pada tanggal 22 Agustus
1992 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 17
Tahun 1996 namun kenyataan yang ada di lapangan cenderung
memberikan hasil yang tidak memuaskan.

Hal ini tidak pula menjadi lebih baik ketika terjadi pergantian

kepemimpinan daerab. Dalam jéngka waktu yang tidak begitu lama

Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan yang baru, justru mengambil
sikap yang lebih lunak terhadap SK. Gubernur Kalimantan Selatan yang

lama yang menertibkan PETI dengan alasan tidak ada dasar

4 Data yang didapat dari Laporan Tahunan Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi

Tk h Tinekat I Kalimantan Selatan
P 2 gelanjuinya Surat Ke};(mms%n Gggeﬂtgelfepala Daera gka |
dalam tulisan int akan disebut SK. Gubern
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‘ Aﬁukurnnya“, Kefldati demikian berdasarkan Keputusan Presiden No. 3
Tahun 2000 Gubernur yang baru juga mengeluarkan Surat Keputﬁsan
No. 119 Tahun 2000 dan Su;ét Keputusan No. 0138 tentang
Pembentukan Tim T erﬁadu Penanggulangan Penambangan Témpa jjin
(PETT). o

Secara' sederhana dapat dilihat .bagaimax‘la’kedua langkah ini
cenderung ambivalen, itupun kalau tidak- mau dikatakan kontradiktif.
Kendati demikian kontroversial seputar kebijakan Gubernur .ti(iak
berlllenti"'esampai di sini. Dengaﬁ alasan untuk menghindari dead stock
batubara (persediaan batubara yang. berlebihan) maka tim yang
terbentuk memberikan dispensasi bérupa surat ijin keluar bagi batubara
yang sudah terlanjur ada di stock pile batubara (tempat penimbunarn
batubara) dengan membayar kontribusi kepada Pemerintah Pfopinsi
Kalimantan Selatan sebesar Rp. 15:000,00 per ton.*

Dalam sebuah negara hukum hal ini tentu kurang lazim,
mengingat Undang-undang No. 11 Tahun 1§67 tentang Ketentuan

Pokok-Pokok Pert'ambangan45 memiliki sanksi yang tegas terhadap

4 Seperti yang telah diuraikan selain peraturan perundangan-undangan yang dapat
{eridentifikasi dan memiliki status hukum sesuai dengan hirarkhi nasional schingga legalitasnya
dapat dipertanggung jawabkan di sisi lain terdapat beberapa peraturan-kebijakan yang diambil olch
Pemerintah Pusat, Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemeriniah Kabupaten Kotabaru yang
kurang jelas status, kedudukan maupun kekuatan hukurnya. Kelemahan inilah yang dillihat oleh

~Gubernur baru sehingga mengambil langkah yang kurang populer yaitu mencabut SK. Penetiban
PETI, lihat hal 16 Bab I tulisan ini. '
? 4% {airansyah, dalam makalahnya yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Dampaknya Pada Lingkungan, disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Banua
' Banjar — Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 10-13 Agustus 2000, .
" Selanjutnya Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok
Pertambangan akan disebut UUPP
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adanya PETI padahal melihat langkah Pemerintah Propinsi Kalimantan
Selatan  yang memberikan toleransi “dan bukan melakukan suatu
.pelarangan atau penertiban secara tegas. Sampai saat imi baik
Pemerintah  Propinsi Kalimaman‘ Selatan  maupun Pemerintah
Kabupaten Kotabaru belum mampu menetapkan satu Pératuran Daerah
pun yang berkaitan' dengan penanganan dan penertiban. uéaha
pertambangan ‘batubarla tanpa ijin (PETI). Padahal justru dengan
Peraturan Daerah inilah penyelesaian suatu masalah di dacrah akan
beljélan secara efektif dan optimal. Mengingat aparat pemerintah

setempat akan memiliki sebuah dasar dan pijakan hukum yang jelas.

C. Pcﬁgeldlaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara
(Sustainable Mining Managerent)

Dalam perspektif masyarakat modern permasalahan energi dan
lingkungan akan lebih bermanfaat apabila dikaji secara bersamaan, karena
keduanya sama-sama membahas sumber daya alam®. Di samping itu banyak
persoalan lingkungan disebabkan olch penggunaan be.rbagai bentuk energi
teriﬁasuk salah satunya adalah batubara. Tsu-isu mengenai lingkungan hidup
tidak dapat dipisahkan dari masalah energi’’, untuk itu persoalan energi dan
lingkungan harus diamati secara terpadu melalui suatu pendekatan yang

komprehensif dan holistik, mengingat pada akhirnya juga saling berkaitan

46 p_ Joko Subagyo, Hukurm Lingkungan Mesaleh duan Penanggulangannya, Rineka
Cipta, Jakarta, 1999, hal. 28.




71

dan bcrsentuhan‘dcllgan aspek sosial, ekononii, hﬁkum, dan politik darj
sejumlah kglompok kepentingan (vested: interested) baik - yang memang
memiliki kewenangan-otoritas untuk itu maupun yang tidak*®. .

Bagi Indonesia permasalahan tersebut dieitas ‘juga masth merupakan
wacana yang perlu ditindaklanjuti denga.q sungguﬁ-sungguh. Kécenderungan
yang ada menunjukkan kurang seriusnya perhatian pemeriﬁt_ah terhadap
kgseimbangar; pefnanfaﬁan sumber daya energi termasuk bﬁtubara dengan
pengelolaan . lingkungan. lMisalnya usaha peﬁambangan batubara di
Kélimantaﬁ Selatan, dimana luas areal fahan pertambangan yang diberi ijin
hampir 1/3 (sepertiga) luas wilayah Kalimantan Selatan dan dengan kapasitas
produksi yang melonjak 1000 % dalam jangka waktu hanya 5 (lima ) tahun.

Menilik angka tersebut agaknya tidak sulit untuk memperkirakan besarnya

tekanan dan biaya sosial (social cosf) yang mungkin timbul bagi

keseimbangan ekosistem - kelestarian fungsi lingkungan Thidup serta

masyarakat setempat di wilayah lahan pertambangan batubara.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang penambangan batubara yang

berwawasan lingkungan ada baiknya apabila diketahui terlebih dahulu
pengertian batubara secara teknis. Batubara dapat dikatakan sebagai sisa-sisa
tumbuh-tumbuhan yang terakumulasi di dalam suatu cekungan dan kemudian

mengalami suatu proses pembentukan batubara (coalification) yang

Beede, dalam The Legal Sources of Public Policy, Lexinglon Books DC.
Lexinton, Massachusset, Toronto, Tanpa Tahun, hal. 31

“ Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga, Cetakan

Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 332.

48 i s ; i i oleh Jay A. Sigler and Benjamin R.
kecederungan dunia internasional yang ditengarai olen Jay o A Company
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disebabkan oleh faktor tekanan, suhu dan waktu geologi.*” Batubara juga bisa
terbentuk dari sisa tumbuhan mati dengan koinposisi utama dari selulosa®.
Proses pembentukan batubara yang dibantu oleh faktor fisikia, kimia alam
akan mengubah selulosa menjadi berbagai jenis batubara.

Batubara sebagai salah satu unit energi terbentuk dari sisa tumbuhan-
tumbuhan. mati, karena itu banyak mengandung bahan-bahan organik,
anorganik maupun mineral sebagai hasil sendimentesi dan coalfication.
Batubara mﬁrni selalu terdiri dart unsur Karbon (C), Hidrogen (H), Qksigen
(0), Nitrogen (N) dan Sulfur (S) yang jumlahnya lebih sedikit®'.

Lebih detail lagi batubara mengandung unsur-unsur utama dalam
senyawa-senyawa batubara seperti unsur minor yang meliputi sulfur, sillikon,
nitrogen, alumunium, ion kalsium, magnesium, potassium dan titanium. Dari
unsur-unsur minor tersebut, sulfur dan nitrogen merupakan unsur yang perlu
diperhatikan, karena dalam pemanfaatan batubara sebagai sumber energi
'sering menimbulkan SOz dan NO3 vyang dapat merugikan lingkungan.
Dampak ini telah memberikan citra buruk bagi batubara sebagai sumber

energi alternatif, Unsur-unsur yang lain ditemukan dalam persentase yang

amat kecil dalam komposisi abunya.

* Sukandarrumidi, Batubara dan Gambut, Op.cit, hal 10-20,

0 3, Purwoko, Pengkajian Perolehan Penambangan Nyata di Tambang Batubara Satui
PT. Arutmin Indonesia Kalimantan Selatan, Fakultas Tcknologi Mineral, Jurusan Teknik
Pertambangan, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta, 1994, hal. 1-2.

31 R. A. Meyers, Coal Handbook, Marcel Dekker Inc, New York, 1981, scbagaimana
yang dikutip oleh Eka [riadanta, dalam Dampak Penambangan Batubara...., Op. cit, hal 30.

S S
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1. Potensi Pencemaran Lingkungan Hidup Usaha Pertambangan

Batubara
Batubara yang telah - dibongkar dari lapisan pada umumnya

ditempatkan pada suatn tempat penimbunan sementara scbelum

mengalami- proses lebih lanjut. Masalah yang rentan terjadi pada

penimbunan batubara adalah sponfananeous combustion/self combustion

yaitu terjadinya kebakaran batubara dengan sendirinya (swapembakaran).

‘Timbulnya swapembakaran sering terjadi pada sisi miring yang tidak

terpadatkan, dengan ditunjang pengaruh cuaca dan tiupan angin. Hal itu
sering terjadi pada musim kemarau dan biasa diatasi dengan pembasahan

atau penyiraman air. Limpasan air penyiraman ini umumnya banyak

" ‘mengandung padatan terlarut maupun padatan tersuspensi dan bersuasana

‘E:lS'glI‘l’l.'S:z

Dengan sifat dan potensi negat.if penambangan batubara maka
sedikitnya kada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah lingkungan
yang mun;gk_in t:erjadi sebagai akibat pemanfaatan batubabara yang
meliputi hal — hal sebagﬁi berikut >*:

a. Proses Penambangan
1) Proses Penambangan bawah tanah dapat mengakibatkan terjadinya

tiga dampak lingkungan yang potensial, yaitu o

52 311 Adiatmono, Penanganan Pengaturan Timbunan Batubara Sementara Dalam

Upaya Pencegahan “Spontancous Combustion” di Tambang Batubara PT. Multi Harapan
Utama Beloro Kalimantun Timur, Fakultas Teknologi Mingral Jurusan Telmik Pertambangan
Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta, 1993, hal. 5-10.

$3 gukandarrumidi, Batubara dan Gambut, Op.cit. 25-27.
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a). Pembua,ngaﬁ air tambang
b). Pembuangan limbah padat, yang sering mengandung batubara
dan belerang |
¢). Penurunan permukaan tanah bekas tambang
2) Proses pepnambangan permukaan  atau terbuka  dapat
mengakibatkan dampak lingkungan seperti :
a) Gangguan terhadap permukaan tanah
b) Gangguan terhadap air tanah
¢) Terjadinya kebisingan serta adanya pencemaran udara dan asap
b. Proses Pencucian, Penyiapan dan Penyimpanan
1) Limbah air pencucian mengandung partikel tersuspensi dan
senyawa kimia. Bila langsung dibuang ke perairan dapat
mengganggu biota air.
2) Penyiapan batubara dengan menghancurkan batubara akan
menimbulkan pencemaran udara oleh debu batubara.
.3) Penyimpanan batubara memungkinkan terjadinya kebakaran secara
spontan dan debu yang berbahaya.
¢. Proses Pengangkutan batubara
1) Memuat dan membongkar batubara pada waktu pengangkutan,-
penggunaan dan lain-lain akan menimbulkan pencemaran uclara oleh
debu.
2) Pengangkutan batubara dengan kapal memungkinkan adanya buangan

sisa batubara yang tercuci waktu pencucian kapal.
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3) Pengangkutan deﬁgankereté api dan truk akan menimbulkan debu.

4) Slurry pipe line mengl&asilkan limbah cair yang akan menimbulkan
penurunan kuqlitas air. Penggunaan- air pada lumpur batubara (coal
Sturry) pada akhirnya akan terkontaminasi dengan 'c;ir cucian dan
larutan oléh larutan partikel bétubara.

Usaha pertambangan batubara yang ada di Kecamatan Satui
‘Kabupaten Kotabaru umumnya hanya berupa penggalian, pengangkutan,
pengecilan ukuran dan penumpukan saja. Oleh karena itu poténsi masalah
lingkungan yan'g menonjol adalah masalah keasaman dan kekeruhan ai‘_r
limbah. Masglél1 lingkungan fisik lainnya juga patut diwz_lsp.adai pada
tempat penumpﬁkan batubara seperti :

‘a. Sebagai akibat proses perlindihan.(leaching) oleh air hujan terhadap
permukaan batubara atau membentuk larutan (leaéhate) yang 'blersifat
asam, yang akan merembes ke struktur lapisan tanah dan dapat
memberikan polusi terhadap air tanah.

b. Sebagian besar batubara Indonesia termasuk jenis lignit sampai
blatumjne yang bersifat swamampu bakar (self combustibi!ﬁjz) sebagai

akibat oksidasi yang akan menaikan temperatur tumpukan batubara.

2. Pengelolaan Lingkungan Usaha Pertambangan Batubara
Pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan seperti halnya
usaha pertambangan baiubara sudah seharusnya sesuai dengan _perseptif

masyarakat dunia yang memiliki  kesadaran cukup tinggi tentang

HRT BTOTA VL VNI
HE-Pust ’y.}.’a IR

e e
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peng%alolaan lingkungan®® dan arah kebijaksanaan Garis-Garis Besar

Haluan Negara (GBHN).

Arah  kebijakan pembangunan nasional sebagaimana yang
ditetapkan dalam T:AP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999 ~
2004 terdiri dari beberapa hal sebagai be;ikut :

a. Mengeloia sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar
bermanfaat bagi peningkatan kescjahteraaan rakyat dari gencrqsi ke
generasi.

b. Meningkatkan pemanfaaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan melakﬁkan konservasi, rehabil_itasi dan penghematan
penggunaan, dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.

c. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada

pemerintah _daerah dalam pelaksanaan_pengelolaan sumber daya alam

secara selektif dan pemeliharaan lingkunean hidup sehineea kualitas

ckosistem tetap terjaga, vang diatur dengan undang-undang.

d. Mendayagu_nakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dengall memperhatikan kelestarian fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan,
kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan

ruang , yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

> Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Prakiek Buku Pertama, Celakan
Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 84.

e o I
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D. Pengaruh Investasi Langsung (Direct Investment) Usaha Pertambangan
Batubara Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerzh

Pada prinsipnya investasi langsung (direct investment) baik yang

melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam
~ Negerl (PMDN) merupakan upaya untuk memperoleh inodal melalui kerja
sama, karena perusahaan multi nasional yang akan menanamkan investasinya.

Dj samping akan membawa modal, direct investment melalui PMA
secara otomatis juga akan dapat mengetmbangkan' tingkat industrialisasi dari
negara penerima modal sehingga peranannya dapat diterima dan memang
dibutuhkan dalam pembangunan.55 Namun, dz'reg't invesiment PMA yang
dilakukan dengan partner domestik bisa jadi hanya akan menimbulkan
ketergantﬁngan' (dependenéia) dalam posisi yang tidak seimbangan antara
pengusaha asing dengan partner usaha domestik.

Sementara itu di sisi lain tujuan pembangunan nésional adalah
mencapai suatu cita-cita guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik
spirituil maupun materiil, yaitu sebagai suatu masyarakat yang tercipta dan
diciptakan atas dasar asas-asas keseimbangan, baik secara mikro maupun
makro, baik secara pribadi dan kelembagaan.

Dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita tersebut, maka

dibutuhkan berbagai hal mulai dari yang berupa perangkat keras hingga

meliputi perangkat-perangkat lunaknya. Selain itu juga dibutuhkan’ pula

55 Pandangan Raymond Vernon tentang pengaruh investasi langsung (direct investment)
bagi Negara-negara berkembang, iebil lanjut silakan lihat dalam Sumantoro, Hukum Elkonont,
Universitas Indonesia Press, Takarta, 1996, hal. 19.

5 Lihat juga dalam Absori, Penegakan Hukum Lingkungan &...... , Op.cit, hal. 131
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be;bagai kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seluruh lapisan

‘mlasyarakat sebagai pendukung pembangunan itu sendiri. Agar cita-cita dan

tujuan pembangpnan dapat tercapai dibutuhkan pula suatu pembiayaan yang
| tidak sedikit dan yang harus tersedia secara terus menerus f)ulé.

Pemanfaatan sumber daya alam inisalnya, sekfor ini sangat potensial

untuk dikemt‘Q'angka.n sebagz}i salah satu sumber pendapatan nasional. Kendati

demikian pemanfaatan sumber daya alam sebagai. salah satu sumber

pendapatan nasional melalui direct investment dalam prakteknya justru akan |

menimbulkan dampak yang hegatif bagi masyarakat sekitar apabila tidak
disertai dengan pengelolaan lingkungan beserta dampak—dampaknya.”
Secara teori ada beberapa kaitan antara direct investment melalui
PMA dengan lingkungan hidup, yaitu:®
1. Tingginya tingkat PMA sangat berperan terhadap terbentuknya daerah-
daerah industri di mana pencemaran amat tinggi dan sering ‘melampui
dayé serap lingkungan.
2. Upaya deregulaéi dalam perekonomian nasional dan lonjakan arus PMA
yang ditimbulkannya telah disertai dengan masuknya teknologi baru yang

dibawa oleh perusahaan PMA, yakni perusahaan multinasional (MNC).

Hasil pengamatan terhadap keberadaan industri, seperti industri kayu,

tekstil, kulit dan pertambangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah

57 Lihat dalam Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Editor Husni

Syawali dan Neni Sti Imaniyati, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 102.

% Data-data yang dipaparkan olch Kurnya Rocsad, scbagaimana yang dikutip oleh Absori
dalam, Penegakan Hukum Lingkungan &.... ... , Op.cit, hal, 130,
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'MNC secara signifikan, ternyata diikuti dengan kebijakan penggunaan

standar lingkungan yang lebih tinggi yang dibawa dari negara asalnya.

. kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dapat mengurangi dampak

persaingan yang merugikan. Melalui kerja sama tersebut, kebijakan yang
dibuat mulai menampakkan  hasil yang rnenggembireikan, seperti

penghapusan atau perubahan senyawa kimia berupa chloroffuorocarbon

- (CEC) yang merusak lapisan ozon dalam setiap produk yang dihasilkan,

seke}lipun untuk itu dibutuhkan biaya tambahan produksi yang tinggi (5-10

persen). Langkah tersebut merupakan upaya untuk merealisasikan

Momrea;l Protocoal dan Climate Change Convention. Beberapa hal yang

menjadi faktor penunjang kerja sama, antara lain:

a. tersedianya produk pengganti dengan harga yang wajar,

b. terbatasnya jumlah produsen, terutama MNC yang mempunyal akses
terhadap teknologi baru dan berpatungan dengan perusahaan nasional;

c. bantuan kegangan melalui dana khusus;

d. rencana kerja yang baik dan didukung oleh pemerintah.

. Masalah investasi yang tertarik karena standard pencemaran lebih rendah,

tampaknya sulit ditemukan. Hasil wawancara dengan beberapa produsen

nampak bahwa faktor lingkungan belum dipandang sebagai faktor yang

menentukkan dalam melakukan pilihan investasi. Secara garis besar,
desakan untujk menciptakan rezim perdagangan bebas tidak perlu
bertentangan dengan desakan untuk mencrapkan standard. yang lebih

ketat guna menjamin perlindungan. Hal tersebut berkaitan dengan standar
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lingkungan di Indoncsia sekarang ini kurang tertala jika dibandingkz.m
dengan yang bertaku di Negara seperli Malaysia dan Thailand.

5. Desakan untuk menerap'kan kebijaksanaan lingkungan di dalam negeri
berdasarkan polluter pays prinsuple (PPP) perlu mempertimbangkan
beberapa persoalan pokok. Salah satunya adalah bahwa pengutamaan
peraturan dan standard yang lebih ketat di sektor industri dan investasi
yang lebih mahal di bidang teknologi penanggulangan pencemaran
mengabaikan kenyataan bahwa investasi di bidang sarana dan prasarana
pokok dalam je;ngka panjang akan menghasilkan manfaat yang besar bagi
lingkungan.

Dari pemaparan di atas terlihat bagaimanﬁ sebenarnya kedudukkan
dan fungsi strategis maupun potensi-potensi dampak negatif yang dapat
timbul dari kelangsungan suatu investasi, khususnya dalam bidang
pertambangan batubara. Melalui suatu pengelolaan berkelanjutan usaha
pertambangan batubara (sustainable mining management) kehadiran invc;stasi
langsung (direct investment) dapat membprikan pengaruh yang positif bagi
ekonomi masyarakat di sekitarn);a. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi

trickle down effect”.

$9 Teori Trickle Down Effect merupakan suatu teori dalam pembangunan ckonomi yang
dijadikan panduan (guidance) bagi para konseptor pembangunan nasional di era Orde Baru lalu.
Para birokrat pemerintah di bidang ckonomi yang scbagian besar di kuasai olch alumnus “mafia
barkeley” memiliki kcyakinan besar terhadap keefcktivan teori tersebut. Ahli-ahii ckonomi
nasional scperti Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Emil Salim
merupakan sebagian diantaranya. Menurut teori inilah suatu “kuc” pembangunan akan mampu
memberikan “tctesan-tctesan” ckonomi kepada masyarakat disckitarnya. Dengan demikian
semakin besar “kue” terscbut akan semakin besar pula menghasilkan “{etesan-{ciesan” ckonomi
bagi masyarakat,




BAB III

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Satui

Kecamatan Satui merupakan salah satu kecamatan yang termasuk
dalam wilayah Kabupaten Kotabaru Pro;ﬁinsi Kalimantan Selatan yang kaya
dengan kandungan batubara, Usaha pertambangan batubara di Kecamatan
Satui pada umumnya terpusat di Desa Sungai Danau, yang sekaligus jﬁga

merupakan ibukota kecamatan. |
Maraknya usaha pertambangan di desa ini tidak terlepas dari pengaruh
keberadaan PT. Arutmin Indonesia, perusahaan penambangan batubara yang
berstatus Penanaman Modal Asing dari Australia-Amerika Serikat dan
Indonesia.! Selain itu Jetak Desa Sungai Danau sangat strategis mengingat
berada pada satu-satunya jalur ;Jtama jalan propinsi yang menghubungkan

Banjarmasin dengan Kabupéten Kotabaru.
| Kecamatan Satui mempunyai luas wilayah 1.028,12 km2 dan secara
geografis terletak pada 115 23’317 — 115 42°48”” BT dan 3 31740 - 3 47732
LS. Secara administratif daerah ini dibatasi oleh Wilayah—wilayah sebagal

berikut.

! Menurut data terakhir kepemilikan PT. Avutmin Indonesia dikuasai oleh BHP
Mineral Exploration Inc (USA) sebesar 80% dan PT. Bakrie & Brothers schesar 20%. BHP
sendiri adalah induk perusahaan PT. Arutmin Indonesia yang berkantor pusat di Broke Hill
Australia dengan jumlah karyawan Icbih dari 57.000 orang di 50 negara di dunia termasuk
Indonesia. Di Kalimantan Selatan PT., Arutmin Indonesia memiliki luas lahan yang mencapai
70.153 ha dan tersebar dalam 19 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
dengan cadangan yang terukur lebih dari 800 juta metrik ton (MT)} dan Perkiraan cadangan sckitar
2,3 milyar MT. .
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Sebelah Utara - Kecamatan Kusan Hulu (Kabupaten Kotabaru)
Sebelah T‘imtll;. : : Kecamatan Kusan Hilir (Kabupaien- Kotabaru)
Sebelah Selatan - LautJawa

Sebelah Baraf C ﬁébupaten Tanah Laut

B. Karakter Desa di Kecamatan Satui
‘ Wiléyah Kecamatan S:i;tui dengan Ibukotﬁ Kecarhatan Sungai Danau
merupakan pintu gerb.ang Kabupaten Kétabaru 'yang berbatasan langsung
dengan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dibandingkah dengan wilayah
kecamatan lainya di Kabupaten Kofabaru, secara .démograﬁ dari tahun ke
tahun wilayah iﬁi menunjukkan perkembangan jumlah penduduk yang sangat
pesat.

Menurut data Kantor Kecamatan Satui sampai dengan tahun 1998,

misalnya hanya bermukim penduduk sebanyak 27.194 jiwa, Tahun

berikutnya yaitu tahun 1999 meningkat menjadi sebanyak 27.769 jiwa dan
pada tahun 2000 meningkat menjadi 28.623 jiwa. Hingga kini Kecamatan
Satui telah n1emiliki 18 (delapan'belas) desa dan ditetapkan sebagéi pusat
pelayanaﬁ wilayah utara bagi pengembahgan Kawasan Pengembangan
Ekénomi Terpadu (Kapet) Batulicin yang dewasa ini sedang dijalankan.

Dari ke 18 desa, Desa Sungai Danau merupakan desa yang memiliki
perkembangan kota dan tingkat mobilitas penduduk yang paling tinggi. Hal

“ini ‘terlihat dari relatif banyak sarana dan prasarana yang dimilikinya (untuk
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ukuran sebuah desa yang terletak lebih dari 250 km dari ibukota propinsi),
baik fasihitas perekonbmizm, pendidikan, transportasi dan komunikasi.

Berkembang pesatnya wilayah Kecamatan Satui tidak lepas dari
pengaruh maraknya usaha pertambangan batubara, baik yang memiliki ijin
maupun yang ﬁdak memiliki ijin serta semakin baiknya jalur transportasi
darat yang menghubungkan kecamatan tersebut dengan daerah -daerah
lainnyd.

Kendati demikian, walau nyatanya wilayah ini telah berkembangan
dengan cukup pééat, perkembangan itu tidak diikuti oleh kerapian
adnﬁinistrasi baik pada tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Hal itu
terbukti dari serba tidak lengkapnya data-statistik yang dimiliki semua desa.
Kondisi tersebut tentu akan menyulitkan upaya memprediksikan jumlah riil
penduduk yang bepar-benar menetap di wilayah Kecamatan satui.

Di -wilayah ini sendiri hanya terdapat 4 (empat) desa yang terletak
dengan lokasi-lokasi usaha pertambangan ‘batubara khususnya areal lahan
tambang PT. Arutmin Indonesia, vaitu Desa Sungai Cuka, Desa. Sungai
Danau, Desa Bukit Bafu dan Desa Jombang. Desa Sungai Danau sebagal

ibukota kecamatan sekaligus desa yang terbesar terletak persis di lintasan

Jalan Propinsi yang menghubungkan Banjarmasin  dengan Kabupaten

Kotabaru hingga ke Kalimantan Timur.
Penduduk Desa Sungai Danau terkonsentarasi dalam 3 (tigs) pusat
pemukiman penduduk. Pertam'a, disisi kiri kanan (dari arah barat ke utara)

jalan propinsi mulai dari simpang Sumpol (jalan masuk ke tambang PT.
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Arutmin Indonesia) hingga jembatan Sungai Satui. Konsentrasi kedua
penduduk di Desa Sungai Danau menyebar dari arah simpang Sumpol hingga
menuju ke arah lokasi tambang, Didaeral ini sebagian besar penduduk tinggal
disisi kiri dan kanan jalan Sumpol dengan pusat konsentrasi di simpang
Sumpol dan terus menipis hingga Km 6 dari arah simpang (ke arah Timur).
Konsentrasi ketiga berada di Pal 14%, konsentrasi penduduk di daefah ini
dikenal denngan sebutan Kampung Sumpol. Kampung Sumpol adalah
kampung yang tumbuh ketika maraknya penebangan kayu Hak Pengusahaan

Hutan (HPH) milik PT. Sumpol Timber Group’.

C. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Satui
Dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainya di Kabupaten
Kotabaru, secara demografi dari tahun ke tahun Kecamatan Satui
menunjukkan perkembangan jumlah penduduk yang relatif pesat.
Pada tahun 1998, misalnya hanya bermukim penduduk sebanyak
27.194 jiwa. Tahun berikutnya yaitu tahun 1999 meningkat menjadi sebanyak

27.769 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 28.623 jiwa. Hingga

2 1gtilah atau terminologi yang digunakan oleh masyaralat seternpat untuk menunjukian

tingkat-jarak suatu tempat, scbagaimana halnya penggunaan km uniuk mengukur panjang suatu .

obyek, 1 Pal =1 km schingga Pal 14 equivalen dengan 14 k.

" 3 Sebelum diramaikan dengan usaha pertambangan batubara diawal tahun 1990-an,
Kecamatan Satui merupakan salah satu wilayah yang paling banyak memiliki kawasan hotan di
Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan, salah satu perusahaan yang memiliki HPH yang
esar adalah PT. Sumpol Timber Group. Akibat kurangnya perhatian terhadap kelestarian fungsi
lingkungan hidup, maraknya pencbangan hutan Tiar oleh sekelompok masyarakat yang tidak
bertanggung jawab dan minimiya upaya reboisasi, telah mengakibatkan wilayah tersebut lambat
laun menjadi “gundul” schingga tidak produkiif lagi. Masuknya PT. Arutmin Indonesia ke
wilayah Satui dalam usaha perlambangan batubaranya telah membual perubahan yang drastis bagi

para pelaku usaha, dimana beramai-ramai mereka mengalilkan usanya di bidang pertambangan
batubara yang sebenarnya nota bene memeriukkan kemampuan penguasaan teknologi.
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kini Kecamatan Satui telah memiliki 18 (delapan belas) desa dan ditetapkan
sebagair_ pusat pelayanan wilayah utara bagi pengembangan Kawasan
Pengem‘bangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batulicin yang dewasa ini sedang
dijalankan. |

Dari ke 18 desa yang saat ini terdapat dalam Kecamatan Satui, Desa
Sungai Danau merupakan desa yang memiliki perkembangan kota dan tingkat
mobilitas penduduk yang paling_tinggi. Hal ini terlihat dari relatif banyak
sarana dan prasarana yang dimilikinya (untuk ukuran sebuah desa yang
terletak lebih dari 250 km dari ibukota propinsi), baik fasilitas perekonomian,
pendidikan, transportasi dan komunikasi. o

Berdasarkan. data sekunder yang diperoleh dari Kantor Kecamatan
Satui dan Kantér Statistik Kabupaten Kotabar, diperoleh gambaran tentang
kondisi "'kependudukan di sekitar wilayah Kecamatan Satui. Dari angka yang
telah diuraikan diatas terlibat pérkembangan pertumbuhan penduduk di
wiiayah studi selama kurun waktu 3 (tige) tahun terakhir. Daxfil sekitar 27.194
jiwa menjadi 27.769 jiwa hingga kemudian berjumliah 28‘-.623 jiwa. Hal ini
berarti telah terjadi pertambahan penduduk antara 675 dan 854 jiwa, atau
dengan kata lain tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk berkisar antara 1,80
% - 2 % per tahun.

Dari sekian jumlah penduduk yaag berada di Kecamatan Satui, pada
Desa Sungai Danaulah jumlah dan kepadatan penduduknya paling tinggi
dibandingkan dengan desa lainnya, mengingat letaknya yang merupakan

pertengahan antara kota Kotabaru dengan Ibukota Propinsi dan Kabupaten

g g gy B e
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Tanah Laut maka daerah i terutama Desa Sungai Danau sering menjadi
tempat persinggahan-istirahat para pendatang sehingga banyak terdapat
restoran maupun tempat-tempat penginapan. Apalagi setelah PT. Arutmin

Indonesia membuka tambang batubara di Satui.

D. Struktur Penduduk

Struktur penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat
pendidikan, agama, suku dan pekerjaan dapat dilihat pada gambar (lihat
lampiran, dibagiaﬁ akhir tulisan ini) dengan beberapa uraian sebagai berikut:

_ Persentase jumlah penduduk usia produktif rata-rata mencapai 73
% dan usia tidak produktif rata-rata sebesar 23% ; dengan jenis kelamin laki-
laki 52,60 % dan Perempuan 27,40 %. _ ‘
Persentase tingkat pendidikan ‘penduduk rata-rata tidak tamat SD
39.93 %, SLTP 12,97 %, SLTA 11,15 % dan Akademi serta Perguruan
Tinggi 1,32 %.
Dalam hal -agama, secara persentasesebagian  besar penduduk

menganut agama Islam sebesar 99,44 %, beragama Kristen 0,32 % dan

beragama Hindu serta penganut Kepercayaan Kaharingan sebesar 0,24 %.

E. Teknik Eksploitasi Batubara di Kecamatan Satui

Untuk melengkapi perdeskripsian daerah studi-penelitian, berikut
sedikit akan diberikan gambaran singkat mengenai teknik pengeksploitasian

(baca : Teknik Penambangan Batubara) batubara yang berhasil diamati secara
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langSung di lapangan. Adapun teknik-teknik tersebut mencakup metode, tipe
dan tahapan-tahapan dalam penambangan batubara. Masing-masing sub

pembahasan akan didasarkan pada visualisasi di lapanagan ditambah dengan

penjelasan beberapa literatur yang terkait. (dalam hal ini literatur-literatur dari

disiplin Ilmu Pertambangan dan Geologi)
1. Metode Penambangan Batubara
Dalam teort maupun praktek pada dasarnya dikenal dua cara atau
metode yang digunakan dalam peﬁambangan batubara yaitu® :
a. Metode Penambangan Dalam
Metode penambangan yang dilakukan dengan cara membuat 1ubaﬁg
persiapan baik berupa lubang sumuran ataupun berupa lubang
mendatar atau menurun menuju ke lapisan batubara yang akan
ditambang. Selanjutnya dibuat lubang bukaan pada lapisan
batubafanya .sendiri baik secara manual (alat yang hanya
menggunakan kekuatan tenaga manusia) dan secara mekanis (alat
elektronis).
b. Metode Penambangan T erbuka

Metode Penambangan yang dilakukan dengan mengupas tanah

peﬁutUp lalu kemudian melakukan penggalian terhadap lapisan tanah

hingga mencapai lapisan yang mengandung deposit batubara.
Dalam- pengamé.tan yang dilakukan di daerah studi dijumpai bahwa

proses penambangan batubara di Kecamatan Satui baik yang dilakukan oleh

4 Sukadarrumidi, Batubara dan Gambut, Op.cit, hal 49.
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para penambang legal maupun penambang ilegal atau yang lazim disebut
PET! umumnya menggunakan metode penambangan secara tambang terbuka.
Sccara teknis penggunaan metode penambangan terbuka lebih disukai oleh
para penambang karena relatif lebih sederhana, murah, aman dan mudah
dalam pengawasannya. Lebih-lebih dewasa ini banyak dijumpai banyak
tersedia alat-alat berat-besar yang dapat membantu usaha penambangan
menjadi lebih praktis, efisien, produktif dan ekonomis ; seperti bulldozer
(mesin penggilas), excavator (mesin penggali), loader (mesin pengangkut),
crusher (mesin peremuk).

Melalui penambangan terbuka prosentase batubara yang dapat
dieksploitasi jauh lebih besar dibandingkan dengan batubara yang diekstrasi
dengan cara tambang dalam. Penambangan batubara dengan metode tambang
terbuka saat ini mampu memperoleh 85 % dari total persediaan batubara yang
dapat dieksploitasi (mineable reserve), sedangkan melalui metode tambang

dalam paling besar hanya 50 % saja’.

2. Tipe Penambangan Batubara Terbuka

Ada beberapa tipe yang dikenal dalam penambangan batubara terbuka,

dimana masing-masing tipe penambangan tersebut baik fipe Contour Mining,

Open Pit Mining dan Stripping Mining tergantung pada letak dan kemiringan

serta banyaknya lapisan batubara dalam satu cadangan.

5 Ibid, hal, 54.

U




89

a. Tipe Contour Mining
‘Untuk Contour Mining dilakukan pada endapan batubara yang terdapat di
pegunungan atau perbukitan. Penambangan dimulai pada suatu singkapan
lapisan batubara di permgkaan (crop line) dan selanjutnya mengikuti garis
kontur sekeliling bukit ateu pegunungan tersebut.

b. Opelll Pit Mining
Untuk Open Pif Miniﬁg biasanya dilakukan pada endapan batubara yang
mempunyai lapisan tebal-dalam dan dilakukan dengan menggunakan
beberapa jenjang (bench). Penambangan dimulai dengan jalan membuang
lapisan batuan penutup sehingga lapisan batubaranya tersingkap dan
selanjutnya siap untuk diekstrasi.

c. Strippi:ig Mining
Untuk Stripping Mining diterapkan pada endapan batubara yang
lapisannya datar dekat permukaan tanah. Penambangan dimulai dengan
pengambilan tanah pucuk (fop soil), pengupasan tanah penutup
(overburden) dengan menggunakan sistem jenjang (bench system) yaitu

pada waktu pengupasan tanah penutup sekaligus sambil membuat jenjang.

Dari hasil pengamatan lapangan di daerah studi dijumpai tipe;
penambangan batubara yang digunakan oleh para pelaku usaha pertambangan
batubara legal maupun PETI adalah tipe Stripping Mining dengan sistem

berjenjang (bench systent). Tipe ini digunakan mengingat kontur dan tekstur
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permukaan tanah yang édé di areal tambang Kecamatan Satui umumnya
memiliki pola yang cenderung datar dan dekat dengan kandungan béltubai'a;

Melalui tipe S!f!])})ing Mining tersebut para pelaku penambang.an
dapat menentukan struktur lapisan tanah yang harus dikupas dan digali.
Dengan melihat kedataran sekaligus kedalaman lapisan batubara yang berada
di bawah permukaan taﬁah, maka tidak mengherankan apabila dalam setiap
penambangan yang dilakukah akan menimbulkan bekas-bekas penambangan
yang menyerupai sebuah “kawah” raksasa.

Dipefkirakan puluhan bahkan ratusan meter kedalaﬁmn kawah raksasa
yang harus terbentuk terlebih dahuiu sébelu1n- ds_tpat dilakukan ekstrasi
kandungan batubara. Usaha yang demikian tentu saja incmer]ukax.l penggalian

terhadap ratusan ribu meter kubik tanah yang berada diatasnya.

3.Tahapan-Tahapan dalam Penambangan Batubara

Seperti yang telah disampaikan diawal pembahasan, dalam penelitian
lapangan yang dilakukan di daerah studi dijumpai ada 2 (dua) karakter pelaku
usaha yang melakukan kegiatan eképloitasi dan pengangkutan batubara di
sekitar Kecamatan Satui yaitu pénambangan batubara legal yang terdiri dari
:PT. Arutmin Indonesia dan sejumlah Koperasi lokal dan PETL

Kendati demikian koperasi-koperasi lokal tersebut tidak melakukan
eksploitasi batubara namun menjadi mitra usaha PT. Arutmin Indonesia
dalam prosés pengangkutan batubara ke lokasi penimbunan batubara (stock

- pile).
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Akan halnya PETI dari pengamatzin yang dilakukan tidak memiliici
axedl lahan tambang batubara yang resmi dan tersendiri. Umumnya tanpa
sepengetahuan pemiliknya atau bahkan cenderung tidak memperduhkan
pemilik lahan tambang apabila aktifitas mereka diketahui. PETI menjadi
“penumpang gelap” pada areal lahan tambang batubara resmi PT. Arutmin
Indonesia, yang sebelumnya memang telah siap untuk dﬂakukan kegiatan
penambangan sehingga mereka tidak perlu bersusah payah terleblh dahulu
dalam melakukan serangkaian tahapan-tah"apan penambangan batubara dari
tahap persiapan, operasi dan pasca operast.

) Oleh karena itu praktis tahapan-tahépan penambangan batubara yang
dapat d%amati, dikaji- | dan dianalisis korelasinya dengan pengelolaan
lingkungan hidup hanyalah usaha pertambangan batubara yang dilakukan
oleh PT. Arutmin Indonesia. Dengan kata lain usaha ﬁenambangan batubara
yang dilakukan oleh PETI tidak memiliki urutan dan tahapan-tahapan
penambangan batubara sebagaimana Iy;cmg dipersyaratkan dalam teori
mengenai teknik= eksploitasi batubara yang cepat, tepat, efisien, produktif,
ekonomis dan ramah lingkungan. |

Atas dasér realitas yang dijumpai di daerah studi, maka berikut akan
diuraikan beberapa tahapan dalam melakukan eksploitasi batubara oleh

pelaku usaha pertambangan batubara, dalam hal ini PT. Arutmin Indonesia.
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Adapun tahap-tahap penambangan tersebut sebagai berikut :
Pembersihan dan Pencbasan Lahan (Land Clearing)
Yaitu dehgan melakukan penebangan dan pembabatan laban tambang dari
segala macam benda sepetti, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besar
(vegetasi) atau sisa-sisa pepohonan yang sudah ditebang. Penebangan atau
pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dan terbatas hanya pada
bagian lahan yang akan berlangsung atau segera dilakukan penambangan
saja. Mengingat asal lahan tambang banyak yang berupa kawasaﬁ hutan
alam dan telah diberikan Hak Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan® nya
kepada pihak-pihak tertentu maka diperlukan upaya koordinasi dengan
pihak pemerintah yang diwakili oleh PT. Inhutani dan PT. Sumpol Timber
Group sebagai pemegang HPH.
Pengupasan dan Penimbunan Tanah Pucuk (Top Soil Stripping)
Yaitu dengan melakukan pengupasan tanah pucuk dengan ketebalan 1 —
1,5 meter yang kemudian dikumpulkan dan diangkut ke tempat
penimbunan tanah pucuk dengan kemiringan tumpukan antara 3 — 5%.
Pengupasan d_an Penempatan Tanah Penutup (Overburden Stripping)
Yaitu pengupas'a_n tanah di bawah tanah pucuk yang dilakukan dengan
sistem jenjang (b;)nch system). Hasil pengupasan tanah penutup diangkut
ke luar daerah tambang (outpit dump) dan jika lubang bekas penambangan |

(inpit dump) telah terbentuk maka tanah penutup diangkut untuk ditimbun

HPH,

¢ Sclanjutnya Hal Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan dalam tulisan ini akan discbut

e e e R S S e e
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di inpit dump, dengan cara berbentuk jenjang dengan ketinggian 10 meter

dan iebar 8 meter.
. Pemboran dan Peledakan (Blasting)

Yaitu ppéya yang dilakﬁkan untuk mengangkat atau men;ghancurkan
material-material yang terdapat diatas 1abisan batubara, yang memiliki
siﬁxt-struktur‘ batuan  sangat keras dan tidak dapat diangkat atau

dihancurkan secara konvensional. Tahapan ini memerlukan sejumlah

bahan peledak seperti dinamit-serbuk peledak dan dibantu dengan -

seperangkat alat bantu.

. Pembersihan Batubara (Cleaning Coal) .

Yaitu upéya pembersihan batubara yang dilakukan setelah stripping tanan
penutup sebelum tepat mencapai bagian atas batubara (roof).
Pembongkaran Batubara (Loosening Coal).

Yaitu upaya pembongkaran batubara yang dilakukan dengan sistem
jenjang dimana atap jenjang dengan lantai jenjang berbeda tinggi 5 metef.
Penambangan dimulai dari lapisan batubara yang paling atas hingga
lapisan berikutnya pada jenjang penambangan yang sama. Sstelah

penambangan tiap lapisan selesai baru dilakukan pada jenjang di

bawahnya. Bila Penggalian mencapai dinding akhir batas penggalian (final .

high wall) maksimum yang masih menguntungkan untuk tambang terbuka,
maka dilakukan penggalian dengan sistem drop cut yaitu pemotongan
batubara secara tegak tanpa diikuti penggalian tanah penutup (overburden)

diatasnya.
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Penghancuran dan Peremukan Batubara (Crushing)

Yaitu upaya yang dilakukan untuk mengecilkan ukuran batubara hingga
mencapai ukuran yang diinginkan, misalnya pada tahap pertama batubara
dihancurkan menjadi beberapa buah batu lalu kemudian di bawa ke tempat
penimbunan batubara akﬁir untuk diremukkan hingga memiliki {Jkuran
seperti mata korek api sebelum siap dikapalkan ke tempat tujuan
pernasaran.

Rekiamasi

Yaitu upaya re}}_abilitasi terhadap bekas lahan tambang yang permukaan
tanahnya telab dibongkar dan digali sedemikian rupa. Misalnya sepertl
daerah peuimbunan tanah penutup (oufpit dan inpil dump) ‘merupakan
daerah rawan terhadap pengaruh hujan, mengingat daerah tersebut terbuka
sehingga kemungkinan tinglkat erosinya cukup tinggi dan dapat
menyebabkan ketidakstabilan lereng.

Revegetast

Yaitu upaya penanaman kembali tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon

yang selain mampu mengembalikan struktur-kualitas permukaan tanah

juga memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Revegetasi dilakukan untuk

menindaklanjuti kegiatan reklamasi yang telah dilakukan. Dengan

demikian antara kegiatan reklamasi dan revegetasi merupakan satu
rangkaian tahapan pasca operasi penambangan yang tidak dapat

dipisahkan satu-sama lainaya.




BADB IV
HASIL PENELITIAN

(PEMBAHASAN DAN ANALISIS)

A. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (Sustainable

Mining Management) di Kecamatan Satui

Pada dasarmya setiap teknik (metode dan tipe) serta teknologi -

pembantu: yang digunakan manuéia daiam memanfaatkan sumber dayzi
sebagai suatu unit energi, akan memberikan keuntungan atau dampak positif
sckaligus juga turut menimbulkan potensi pencemaran lingkungan hidup.
Secara konsepsional, jika teknologi sederhana digunakan uﬁtu‘k memenuhi
kebutuhan hidup manusia, maka perubahan lingkungan hidup mungkin masih
berada dalam kemampuan alam untuk memulihkan secara alami (self
purification). Makin banyak jumlah dan jenis aktivitas manusia serta
kompleksitasnya teknologi yang digunakan, akan menimbulkan perubahan
bc‘sar‘ pada lingkungan yang tidak mampu lagi ditoleransi dan pada akhirnya
akan mempengaruhi kepentingan manusia sendiri’. Hal serupa juga berlaku
pada aktivitas penambangan batubara.

‘i”roscs penambangan menycbabkan batubara yang umumnya semula

terletak di bawah lapisan tanah diangkut ke atas permukaan tanah dengan

' Bruce Mitchell, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, dalam Pengelolauan Sumber Daya
dan Linghungan, Celakan Perlama, Gadjah Mada University Press, 2000, hal. 221, Bandingkan
dengan hipotesisnya Daud Silalahi dalam Hukum Lingkungan _.., Op.cit, Catatan Kaki No. 1 Bab
l.




berbagai cara sehingga mengalami proses penghancurén. Dalam proses ini,
senyawa Pirit yang terdapat pada batubara® maupun pada lapisan tanah yang
“dikupas saat proses penﬁm"oangan berlangsung dapat mengalami oksidasi
yang antara‘l.ain mengha.si]kgn senyawa Asam Sulfat yang dapat menurunkan
pH‘ perairan penerimanya. Senyawa Pirit yang ‘berasal dari proses
penghancuran inilah Sra'ng sangat poteﬁsial menyebarkan senyawa kimia yang
cukup berbahaya bagi kehidupan manusia, terutama yang berada disekitarnya
dan turut mengkonsumsi setiyawa kimia tersebut dalam jumiah yang besar
Proses pengUpasan ‘tanah jugz{ akan mengakibzitkan struktur tanah
tidak lagi teguh dalam menghadapi faktor-faktor penyebab erosi dan
pelarutan partikel tanah. Masuknya lirbah penambangan batubara (dari hasil
erosi, pengupasan lapisan tanah, penghancuran dan penimbunan batubara

serta senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh proses yang terlibat) ke

badan air sungai, baik oleh limpasan permukaan atau pelepasan limbah secara '

sengaja sangat potensial menimbulkan gangguan terhadap sumber daya hayati
. 3 ‘ .
perairan.
Penambangan  batubara  secara teoritis memang  potensial

méhghasilkan limbah kaya badatan_ tersuspensi dan bersuasana asam, yang

berasal - dari pembongkaran lapisan tanah, pembuangan air tambang,

pencucian batubara dan hasil reaksi oksidasi senyawa Pirit. Akibat yang

(Geolog dan Official Engeenering and IEnvironmental Depart

2 pendapat yang dirangkum dari hasil wawancara jicngan Ir, Husen Suryawardhana
ment PT. Arutmin Indonesia) dan
Ir. Bambang S. (Geolog dari Institut Teknologi Bandung), Wawancara, Sungai Danau, Satui,

Kotabaru, 24 Juni 2001.

* Ihid.
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paling realitis dapat terjédi adalah menurunnya pH maupun meningkatnya
padatan leI'S\‘L‘ISanSi serta  pencemaran lainnya  seperti  terganguunya
kemampuan, pertumbuhan dan perkembangan hidﬁp organisme akuatik serta
aktivitas fotosintesis yang tidak optimal.

Berangkat dari pemikiran ini, maka berikut akan dilakukan
pembahasan dan penganalisisan  pengelolaan  lingkungan hidup dari

penambang Jegal maupun PETL

1. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan (Sustainable Mining
Management) Batubara legal |
Dari hasil pengamatan dan penelusuran data dan fakta di lapangan,
ditemukan beberapa kejanggalan yang cukup mengaﬁggu upaya
penghimpuhan data yang akurat dan konkrit terhadap jumlah pelaku usaha..
pertambangan batubara legal di Kecamatan Satui. Hal tefsebut tidak lepas
dari kurang rapinya sistem pengadministrasian data yaﬁg dilakukan oleh
instansi-instansi pemerintah yang terkait, seperti Dinas Pertambangan dan
Energi Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru, Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

dan Kabupaten Kotabaru hingga pada tingkat Kantor Kecamatan Satui.

Masing-masing instansi tidak memiliki keseragaman data mengenai-

jumlah riil usaha pertambangan batubara yang telah memiliki ijin
eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, penimbunan (stock pile) atau yang

lebih dikenal dengan istilah Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan
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Batubara®. Yang makin ,membinggngkan ldalam penelusuran ini adalah
: adanya penggunaaq‘ istilah PKP2B dengan Kuasa Pertambangan’ oleh
be_berapa instansi dalam mengidentifikasi ﬁsaha-usaha yang bergerak
-dalam bidang i)enambangdn batubara. | |

Sepintas kedua istilah tersebut seperti tidak - begitu menjadi

persoalan yang penting apakah akan menggunakan istilah PKP2B atau KP.

Kendati demikian apabila kita berbicara dalam konteks hulum kontrak,
berarti mau tidak mau mengharuskan 'p_ara subyek perjanjian—kontrﬁk
menggunakan bahasa dag istilah/terminologi kontrak yang baku dan
standard sebagaitﬂana yang telah ‘ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan®. Perlu diketahui adanya penggunaém istilah/temﬁnologi yang
tidlak baku, standard apalagi cenderung terdistorsi’ dapat berakibat fatal
bagi kelangsungan- kesihambungau, keamanan dan  kelancaran
pelaksanaan isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Mengingat PKPZB dan KP merupakan pengejawantahan
kesepakatan para pihak dalam melakukan usaha pertambangan batubara

secara legal maka ada baiknya apabila sebelum Iebih jauh membicarakan

4 Sclanjutnya Petjanjian Karya Pengusahaan Perlambangan Batubara dalam tulisan ini
akan discbut scbagai PKP2B. ‘

$ Selanjutnya istitah Kuasa Pertambangan dalam tulisan ini akan discbut scbagai KP.

¢ peter Mahmud Marzuki, Hukum Kontrak, Dikiat Program Pascasarjana Magister mu
Hukum Program Studi Hukum Ekonomi-Teknologi, Universitas Diponcgoro, Scmarang, 2000, hal
A1, Lihat juga dalam Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu,
Cetakan Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 221.

7 Umumnya para subyck yang tertibat dalam pembuatan suatu kontrak harus menghirndari
penggunaan bahasa, istilah atau kalimat yang lidak jelas, tidak tuntas,dan tidak tcgas. Ini biasanya
terjadi terhadap pihak-pihek yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup seria wawasian yang
luas mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek dan substansi kontrak
yang akan dirumuskan. Akibatnya apabila terjadi masatah hukum di kemudian hari akan
menimbulkan permasalahan yang cukup mernmitkan dan tidak jarang berujung pada kerugian
yang harus diderita olch salah sadu pihak.
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masalah pengelolaan lingicungall hidup usaha ﬁertambagan batubara legal,
berikut ini akan diberikan sedikit analisis yuridi‘s terhadap 2 (dua)
terminologi diatas dengan maksud untuk meluruskan dan mencoba
memberikan pengertian yang benar dan menyeluruh me'ngénai wacana
perjanjian penambangan batubara legal.

Yang pertama adalah PKP2B ; Pengertian dari PKP2B (Coal
Agreement) merupakan pola campuran (mixed) antara pola kontrak karya
yang merupakan perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan selain
~ minyak dan gas bumi®serta kontrak bagi hasil (Production Sharingy yang
merupakaﬁ -perjanjian ‘kerjasama pengusahaan pertambangan khusus
minyak gas dan bumi. 'D{llcatakan campuran karena untuk ketentuan—
ketentuan perpajakan mengikuti pada kontrak karya sedangkan pembé.gian
hasil (Production Share) sebagai royaiti mengikuti pola production
‘sharing coniract. Pemerintah Indonesia menerima royalti sebesar 13,5 %
dari produksi kotor (Gross Production).

Pengertian I’KPKQE ialah perjanjian antara Pemeriﬁtah dengan
Perusahaan Kontaraktor swasta nasional/asing untuk  melaksanakan

pengusahaan pertambangan bahan galiah batubara. Dasar hukum pola

PKP2B mengacu pada Paseilz 10 ayat (1) UUPP jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) .

UUPMA dan Keputusan Presiden No. 75 1996 tentang Ketentuan Pokok

¥ Dengan dasar hukum Pasal 10 UUPP jo Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967

tentang Penanaman Modal Asing, selanjutnya dalam tulisan ini akan discbut TUPMA
® Dengan dasar hukum Pasal 6 jo Pasal 12 Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang
Minyak dan Gas Bumi. S;lanjutnya dalam tulisan ini discout sebagai UUMGAS
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Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara'®, yang masing-
masing, schagai berikut

Pasal 10 Ayat (1) UUPP

“Menteri dapat. mcﬁuxijuk pihak lain scbagai kontraktor apabila diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat

dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintal atau Perusahaan Negara
yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan” '

© Pasal 8 ayat (1) dun‘(Z) UUPMA

“Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu

kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan” '

“Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat

 dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh

Pemerintah™

Yang kedua adalah KP ; Pengertian KP adalah hak yang diberikan
untuk melakukan segala‘usaha sesuai dengan wewenang yang diberikan
dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan
Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan (UUPP). Adapun KP terdiri dari 5 (lima) macam jenis KP
yaitu KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP

Pengolahan dan Pemurnian serta KP Pengangkutan dan Penjualan.

10" Sclanjutnya Kc;iulusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam tulisan ini akan discbut KP-
KPPKPPB. ‘
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Dari pemaparan tersebut dapat dilihaf bahwa KP merupakan “hak”
yang memberikan “wewenang éksklusif secara terbatas” Pemerintah Pusat
(dalam hal ini ﬁielalﬁi Menteri Pertambapgan dan Energi) kepada
Perusahaan-Negara, Perusahaan 'Daerah, badan lain atau perorangan untuk
melaksanakan usaha perlambangan.‘ Hak yang berisikan wev\lzenang
eksklusif secara terﬁatas ini kemudian dituangkan dalam suatu kesepgkatan
atau perjanjlan yang dinamakan PKP2B. Disinilah letak gsensi dﬁri
penerbitan KP-KPPKPPB ya[ng bertujuan memberikan penegasan dan
penyeragaman terhadap seluruh perj.anjian yang mengandung pemberian

KP.

Dengan demikian menurut hemat penulis penyebutan dan
penggunaan istilah KP dalam perjanjian usaha pertambangan batubara
tidak tepat. Pada prakteknya ternyata timbul kerancuan dan kesalah

kaprahan mengenai arti dan makna dari istilah KP. lronisnya pihak instansi

3

pemerintah yang berkompeten dalam hal tersebut justru “terjebak” atau
mungkin “latah” dan turut menggunakannya dalam pelaksanaan fungsi

pemerintahan sehari-hari.
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Tabel 1.

Perbandingan Tiga Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

- No Perihal Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Urut KX KPS PKPMB
1 Dasar Ps. 10 UUPP 1967 Ps. 6 UUMGAS | Ps. 10 UUPR 1967
ilukum ‘
- I>s. & uu PMA Ps. 12 UU 8/ Kepres 75/90
2 Keadaan Dikoné{nltasikun DPR | Persclujuan Dikonsullasikan
Kontrak [dan BKPM  scbelum | Presiden . DPR dan BKPM

disctijui presiden uniuk PMA dan

: ‘ PMDN hanya
BKPM  scbelum
disclujui presiden

3 Para Pericrintali Konlraktor | Pemerintah Pemerintah
Pihak IAsing Kontraktor Asing | Kontraklor Asing

dan Nasional

El Mulai Liah  Ditanda tangani | Setelah disetujui | Setelah

Berlakn ) pihak Presiden ditandatangani
para pihak

3 Masa 30 talwin scjak produksi | 30 tahun 30 tahun  scjak
Berlaku _ masa produksi

G Kewcenan [Kontrakior Manajemen | Pertamina Kontraktor
gan

7 Peraiihan Setclah melunasi Royalti | Point of export | Sctelah
Hak | dan memenuhi | (85:15)%  untuk | Perlunasan

kewajiban lain Minyalk dan | Royalti 13,5% af
(70:30) untuk Gas | sale poin!

8 Dasar Hasil Penjualan | Migas yang | Baiubara  yang
Pembagi  [Produksi ' diproduksi diproduksi  tapi
an (Natura) dalam

perkembangan
hasil
penjualannya

e

Keterangan: KK = Kbntrak Karya, KPS=Kontrak Production Sharing

PKP2B= Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara

e e e
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Dari hasil pénghilﬁpunan, 'pemilahan dan pengolahan data resmi
pemerintah (dalgm hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi
Kalirﬁantan Selatan dan Kabupten Kotabaru serta Badan Pengendalian
Dampak Lingkungal‘l Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten
Kotabaru) mengenai usaha pertambangan batubara hingga per maret 2001,
ditemukan beberapa PKP2B yang berlokasi di Kecamatan Satui. Seiain

PT. Arutmin Indonesia, PKP2B dimiliki oleh:

~ PT. Sajang Heutang : (PKP2B ‘tentang KP Eksploitasi
Batubara)
PT. Borneo Indobara . (PKP2B tentang KP Eksploitasi

| Batubara -- 24.100 Ha)
PT. Wahana Baratama Mining | -: (PKP2B tentang KP Eksploitasi
| " Batubara — 2.0SQ Ha)
PT. Anzarwara Satria | ‘ . (PKP2B tentang KP Eksplorasi
Batubara — 5.813 Ha) .'
PT.‘Mandala Usaha Tambang'Utan"la . (PKP2B tentang KP Ekspiorasi
Batubara — 529,6 Ha)
PT. Citra Budi Bina Makmur o (PKPZB tentang KP Eksplorasi
Batubara — 716,9 Ha}
Koperasi Uﬁit Desa-JNusantara. . (PKP2B tentang Eksplorasi,
Pengangkutan  dan Penjualan

Batubara — 171,40 Ha.)
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Kopeiasi Unit Desa Markulin . (PKP2B tentang KP Eksplorasi
_ Batubara — 9¢,94 Ha)
Koperasi Unit Desa Bina Baru . (PKP2B ‘;1_;éhtzmg KP Eksplorasi

Batubara — 97,26)

Kendati berdasarkaﬁ data ada sekitar 10 (sepuluh) usaha
pertambangan batubara legal yang berlokasi dan beroperasi di Kecamatan
Satui, namun dalam penelusuran dilapangan hanya ditemukan ;thiﬁtas
kegiatan-usaha penambangan batubara beserta kelengkapan dokumen

AMDAL dari PT. Arutmin Indonesia %

Temuan ini cukup menarik mengingat data yang dijadikap rujukan
oleh penulis tergolpng baru yaitu per maret 2001, akibatnya pe]a.ku usaha
pertambangan batubara 1cgal yang dapat diaméti usaha pertambangan
batubara dan upaya pengéldlaan lingkungannya hanyaléh PT. Al Adapun
bebera‘rpa Koperasi Unit Desa yang memiliki PKP2B justru hanya sebagai
|ﬂitra kerja PT. Al dalam mengangkﬁ_it hasil tambang PT. AL {tupun

setelah ditelusuri lebih jauh struktur permodalannya berasal dari PT. Al

dalam rangka pelaksanaan tugas departemen Pembangunan Masyarakatnya

(Community Developmenf) bagi pemberdayaan dan peningkatan ekonomi

masyarakat setempat.

¥ Sclanjutnya PT. Arulmin Indoncsia dalam lulisan ini akan discbul schapai PT. Al
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Keraguan semakin menguat setelah disekitar lokasi lahan tainbang
1”.1‘. Al justru banyak. terdapat aktivilas para PETL Berangkat dari realitas |
inilah mgka ye:mg layak dijadikan pembahasan lebih lanjut dalam tulisan
ini hanyalah usaha pertanllbarigan batubara PT. Al dan sejumlah KUD saja,

misalnya KUD Markulin.

. Pengelolaan Lingkun_gan Hidup Usaha Pertambangan Batubara PT.

Arutmin Indonesia
1) Konsep Pendekatan Pengelolaan Lingkungan
Berdasarkan dokumen Amdal  (RKL dan RPL) yang dimiliki No.
1878/28/SIN.T/2000 Tertanggal Z‘i September 2000 ada 3 (figa)
pendekatan pengelolaan lingkung,an- yang digunakan ofeh PT. Al, yang
terdiri dari |
a) Pendekatan Teknologi
Pendekatan teknologl digunakan untuk mencegah, mengendalikan
‘dan mengurangi ‘dampak  lingkungan negatif yang telah dan
berpoténsi fimbul akibat kegiatan pertambangan batubara, sesuai
dengan teknologi yang tepat guna disertai dengan komitmen
pemrakarsa. Pendekatan teknologi diantaranya digunakan untuk hal-
© hal sebagai bertkut
(1 )ii’cngcl:lolaan Kualitas Air.
Pengelolaan  kualitas — air bertujuan, mengurangi penurunan

kualitas air dengan melakukan pengendalian air larian (run-off),
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crosi tanah dan sendimentasi di sungai yang disebabkan oleh

'kegiatan-kegiatan pada tahap persiapan hingga tahap pasca
operasi, seperti pembukaan lahan, baik untuk infrastruktur
tambang maupun untuk tapak tambang, pembangunan fasilitas
dan infrastruktur tambang, penambangan batubara, serta
rekiamasi dan vegelast,

(2) Pengendalian Pembentukkan Aliran Asam Tambang.
Pengendalian pembentukkan aliran air asam tambang digunakan
dengan tujuan untuk mengontrol dan mencegah limpahan aliran
air asam tambang yang tidak terkendali. Cara yang dilakukan
‘dengan menempatkan  batuan pehulup sccara koleklif sesuai
dengan kapasitas pembetﬁukkan maupu'n penetralan asamnya
dan membuat kolam pengendapan untuk menampung dan
menetralkan aliran air asam tambang tersebut. Lumpur yang
terakumulasi di dalam kolam pengendapan dikeruk setiap 3
(tiga) sampai 6 (eham) bulan dan ditempatkan ke lubang bekas
tambang. |

(3) Lubang Bekas Tambang.

Lubang bekas tambang akan diupayakan ditimbun kembali
dengan batuan dan tanah penutup penutui:, sesual dengan
rencana dan metode penambangan. Penempatan batuan penutup
akan direkayasa sedemiikian rupa schingga menyerupai bentuk

rupa bumi dan topografi awal.
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@) Reklamasi dan Revegetasi.
Lahan bekas tambang dan daerah kegiatan operasi tambang
yang tergauggu akan direklamasi dan direvegetasi sesuail
peratu-ran yang berlaku dan mengikuti petunjuk teknis tahapan
pelaksanaan reklamasi dan revegatasi. |
(5) Pengelolaan Limbah.

Dilakukan pengelolaan limbah ‘domestik maupun limbah bahan

- berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari kegiatan
penunjang  seperti bengkel, laboratorium den kamp untuk
menghindari terjadinya pencemaran pada air permukaan dan air

tanah.

b) Pendekatan Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Pendekatan sosial, ckonomi dan budaya dilaksanakan untuk

meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif

yang telab dan diperkirakan timbul akibat kegiatan pertambangan
batubara, terufama untuk hal-hal sebagai berikut:

(1) Penerimaan tenaga kerja lokal yang memenuhl persyaratan
kemampuan ‘dan administratif  sesual  dengan kebijakan
pemrakarsa.

(2) Pelatihan sumber daya manusia.

(3) Mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal di

sekitar wilayah PKP2B PT. AL

¢ e e e e
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(4) Memberikan penjelasan dan informasi secara cepat dan tepat
kepada masyarakat setempat untuk meningkataﬁ parsepsi
mereka terhadap kehadiran pemrakarsa serta manfaatnya bagi
masyarakat setempat khususnya dan bangsa Indonesiz pada
umumnya.

(5) Mémbina hubungan kemasyarakatan (Comuunily Relations) dan
menjalankan program pengembangan masyarakat (Community
Development Progrant) melalui pemimpin formal maupun non-
formal dari masyarakat sctemat schingga dapat mendukung

kegiatan PT. AL

¢} Pendekatan Institusi
Pendekatan institusi merupakan ba;gian dari sistem pengelolaan
lingkﬁngan, pemrakarsa dan terus melakukan secara terpadu hal-hal
sebagai berikut :
(1) Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah
* instansi terkait, masyarakat setempat dan lembaga lainnya dalam

pengelolaan dampak Tingkungan akibat kegiatan pertambangan.

(2) Mendapatkan informasi terbaru dan meningkatkan pemahamar

mengenai peraturan dan perundang-undangan di tingkat pusat
dan daerah schingga kegiatan pemrakarsa tidak bertentangan

dengan undang-undarg dan peraturan-peraturan yang berlaku.
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2) Prediksi dan‘ Eétimasi PT. Arutmin Indonesia Terhadap Komponen
Lingkungan yang Rentan .Pencemaran Lingkungan.

Dalam dokumen AM.DlAL (RKL dan RPL), PT. Al telah
membuat suatu p;ediksi dan estimasi mengenai komponen-komponen
lingkungan yang Irentan (sensitif) atau sangat mudah terpengaruh (baca:
tercemar) di sekitar lokasi-lahan kegiatan penarﬁbangan batubara.
Adapun komponen—kompo.nen lingkungan yang rentan terhadap .
pencemaran lingkungan tersebut sle:bagai‘ berikut:

a) Kualitas Udara.
Pembukaan lahan untuk kegiatan penambangan akan menyebabkan
penurunan kualitas udara, khususnya yang disebabkan oleh emisi
debu dan gas duri kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan/alat
berat untuk penggalian dan pemindahan batuan pemiutup akan
meningkatkan konsentrasi polutan di udara terutama COz2 NOx, SO2
dan debu. Konsentrasi debu juga diperkirakan akan meningkat akibat
akibat kegiatan pengangkutan batubara dari daerah tambang ke
pelabuhan Muara Satui, termasuk pengoperasian truk-truk besar.

b) Fisiografi
Kegiatan penambangan akan menyebabkan perubahan mendasa_lf
pada fisiografi, yaitu terjadinya erosi dan menurunnya stabilitas
tanah. Kegiatan penaﬁbanéan akan mengganggu sistem- lapisan

~ tanah pucuk dan batuan penutup akibat kegiatah pengupasan dan

penggalian lapisan batubara. Kondisi ini akan menyebabkan

T s
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terjadinya erosi dan ketidakstabilan bantuan selama penambangan.
Perubahan semacam ini tidak dapat dihindarkan meskipun semua
kegiatan operasi dan pengelolaan telah dilaksanakan untuk menekan
dampak yang ditimbulkan.
¢) Kualitas Air Permukaan

Batuan penutup (berupa batulumpur, batulanau dan batupasir) berada
dalam jumlah yang besar di daerah tambang dan mengandung
butiran pirit (FeSz ) yang berpotesi untuk membentuk air asam.
Pemaparan pirit terhadap okesigen menyebabkan oksidasi sulfur
menjadi asam sulfat. Adanya curah ﬁujan yang tinggi menyebabkan
terlarutnya asam sulfat menjadi suatu aliran asam tambang (acid:
mine drainage). Konversi FeS2 menjadi  H2504 merupakan
perubahan  dasar geokimia  yang berpotensi  menimbulkan
pencemaran terhadap kualiatas. air per;nukaan ‘di daerah sekitar.
Pclaksanaan pengelolaan yang baik harus mampu meminimalkan
pcmbcntukan air aszuﬁ tambang sehingga mencegah terjadinya
.kontaminasi pada tanah, air permukaan dan air tanakh.

d) Bkosistem Hutan

Vegetasi alam di daerah areal peftambangan pada mulanya terdiri

dari hutan hujan sekunder.. Pada beberapa dekade terakhir kondisi
tersebut telah berubah sehubungan dengan kegiatan manusiz seperti
penebangan kayu, pengambilan sumber daya alam, perluasun lahan

pertanian dan kegiatan PETL.
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Sistem. vegelasi yang ada pada saat ini terdin dari hutan

-sekunder dalam berbagai umur yang didominasi oleh species pioncer

siklus pendék (tanamzm cepat tumbuh) dan pertumbuhan kanopi yang
tidak sempurna. Meskipun tingkat kerusakan yang tinggi telah terjadi,
fiémun hutan masih mempunyai fungsi yang penting, yakni sebagai
habita.i: satwa liar -(termasuk satwa langka), daerah tangkapan air dan
daerah penyimpaﬁan air tanah. ‘Kegiatan tambang memerlukan
pembukaan area hutan yang luas dan ini berarti menggeser fungsi hutan
schagaimana tersebut diatas. Pengelolaan lingkungan akan difokuskan
pada pémlmlasan pembukaan lahan dan mengoptimalkan rehabilitasi
tahan bekas tambang dan lahan terganggu lainnya selama dan sesudah
kegiatan penambangan berakhir.

Menurut penuturan salah satu narasomber di lapangan, batubara
scbagai salah satu unit energi terbentuk dari sisa tumbuhan-tumbuhan
mati, karena iiu banyak mengandung bahan-bahan organik, anorganik
maupun mineral sebagal hasil sendimentasi dan céab‘}‘cation] '

Batubara murni terdiri dari unsur Karbon (C), Hidrogen (H),
Oksigen (O), Nitrogen (N) dan Sulfur (S) yang jumlahnya lebih sedikit,
ditambahkan - juga bahwa batubara mengandung unsur-unsur utama
dalam senyawa-senyawa balubara seperti unsur minor yang meliputi
Sulfur, Sillikon, Nitrogen, Alumunium, 16n ‘Kalsium,' Magnesium,

Potassium dan Titanium. Dari unsur-unsur minor tersebut, Sulfur dan

" Husen Suryawardhana, Wawancara, Op.cit.
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Nitrogen merupakan unsur yang perle diperhatikan, karena dalam
tﬁhapan pengekstraksian batubara akan mengeluarkan senyawa pirit
(FeSa), Yang dapat merugikan lingkungan,

Dengan memperhatikan sifat, reaksi dan dampak kimiawi
penambangan Batubara maka dalam proses persiapan, operasi dan pasca
operasi penambangan batubaré PT. Al mengarﬁbil beberapa langkah-
langkah pengelolaan lingkungan sebagai berikut:

a) Melakukan Arialisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Berdasarkan PKP2B yang dimiiiki, usaha pertambangan batubara

PT. Al di Kecamatan Satui meliputi eksplorasi, eksploitasi dan
pengailg}\;utall batubara., Untuk usaha eksplorasi dan. eksploitast
dipusatkan pada Desa Sungai Danau, Sungai Cuka dan Bukit Baru
dengan jumiah Pit'? 21 (duapuluh satu) buah. Untuk usaha
'pengangkutan dipusatkan pada jalan raya Sumpol hingga menuju
pelabuhan khusus batubara di muara Sungai Satui Desa Satui Barat
dan Timur. Baru dari sinitah kemudian batubara-batubara tersebut
dibawa ke dermaga lepas pantai di Tanjung Pemancingan untuk
dikirimkan ke negara atau tempat tujuan berikutnya.

Berdasarkan ketentuan maka terhadap setiap usaha yang berskala

- besar diwajibkan. memiliki dokumen AMDAL (RKL dan RPL) dan

‘ 2 pi adalah stilah yang digunakan U Arulmin Tndonesia unluk sctiap bagian dari
sclurith arcal tambang yang dimiliki. Tiap ~tiap bagian fambang yang dibagi per bok terscbut
diberi nama tokoh-tokoh pcrwayangan dengan tujuan unluk memudahkan idantifikasi,
administrasi, pengelolaan dan pengawasan pertambangan. Tiap Pit memilika sarana dan prasarana
pendukung operasionil serla pengelolaan lingkungan masing-masing. - Selanjutnya bagian dari
lokasi tambang yang scdang dicksploitasi dalam fulisan ini akan discbut Pif

friern——— gy S
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usaha . vang berskala kecil memiliki dokumen AMDAL (Unit
Pengelolean Lingkungan dan Unit Pemantauan - Lingkungan)'>,

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2)

"UUPLH seb.'agai berikut :

(1). Setiap rencana usaha dan/atau keglatan yang kernungkinan dapat

menimbulkan dampak besar besar dan penting terhadap
lingkungan hidup, wajib memiliki analists mengenai dampak
lingkungan hidup. ' 3
(2). Ketentuan tentang rencana uszha dan/atau kegiatan yang
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara
. penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan
hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan

b) Penerapan Baku Mutu Lingkungan -

Upaya penerapan baku mutu lingkungan dilakukan untuk memenuhi

ketentzan UUPLH yang men'syaratkan adanya pengendaliar. batas

ambang toleransi terhadap daya tampung dan daya dukung

lingkungan. Termasuk dalam komponen tersebut adalah kualitas air
dan udara terhadap kegiatan suatu usaha. Dalam Pasal 14 ayat (1),
(2) dan (3), dinyatakan buhwa:

(1). Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap
usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan
‘Yiteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(2). Ketentuan mengenal baku mutu lingkungan hidup, pencegahan
dan penanggulangan pencemaran serla pemulihan  daya
tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. o

(3). Ketentuan mengenai Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
pencegahan dan penanggulangan lerusakan serta pemulihan
daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

'3 Selanjutnya dokumen Unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Permantavan Lingkungan
dalam tulisan ini discbut UKL dan UPL.
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Ketentuan ini ditindakianjuti dengan keluarnya Perat{lran Pemerintah
(PP) No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan
PP No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambient.
Kgdua konsepsi bengelolaan di atas diterjemahkan dalam Dentuk
| kongkrit melalui sejumlah upaya pengelolaan lingkungan yang
terpadu. Sesuai dengan sistem pengelolaan lingkungan “in front of
process” dari Koesnadi Hardjasoemantri dan “from cradle to grave”
dari Surna T.D. maka pengelolaan lingkungan tidak hanya dilakukan
pada tingkat terakhir suatu kegiatan usaha saja, namun sudah harus
mulai dilakukan dari tahap persiapan, operasi dan pasca bperasi yang
meliputi  sarana,  prasaana - serta jaringan  infrastruktur - usaba
pertambangin batubura.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap dokumen AMDAL dan
upaya pengzimatan serta penelusuran langsung di lapangan (cross
check), maka pengelolaan  Tingkungan hidup oleh pelaku usaha
pertambangan legal, khususnya PT. Arutmin Indonesia ‘dapat terlihat

mulai dari sarana dan prasarana pendukung operasi penambangan

. batubara  hingga pembangunan  jaringan infrastrukturnya.  Upaya

pengelolaan lingkungan‘hidup dari PT. Al beserta penyimpangan yang

terjadi di lapangan adalah sebagai berikut :

i o e e e
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- a) Sarana Operasi Pénarﬁbzingaﬁ Batubara |
Ada beberapg sarana operési penamblangan batubara yang dibangun
_ untuk mengantisipasi dampak negaﬁf pgﬁcemaran lingkungan usaha

perfafnbangdn batubara, | |

Seperti yang akan dijelaskan saiu p;érsatu sebagai berikut ;

(1) Pembangunan Sa!uran- Drainase-Pembuangan -air Limpasan
(Drafnage) (Lihat lampiran 1 - Foto No. 3 dan 4)
Pembangunan saluran pembuangan air limpasan di sekitar areal
penambangan dan penimbunan batubara dimaksudkan unlluk
mengurangi konsentrasi sekaligus menjchak air  limpasan
tambang untuk kemudian mengalirkan air buangan ke kolam
pengendaﬁan yang telah diseﬂiakan.
Langkah ini diambil karena lokasi dari Pit PT, Al berada tidak
jauh dari aliran kali atau anak sungai Satui, Pabilahan yang
merupakan sungai-sungai utama di Kecamatan Satui. Mengingat
sungai-sungai tersebut oleh masyarakat Satui khususnya yang
berada dan menggantungkan hidupnya pada air sungai Satui dan
Pabilahan maka séngatlah riskan apabila atr-air limpasan
tambang itu tidak diatur dan dikelola dengan baik. Langkah ini
penting untuk mengantisipasi jatuhnya air-air limpasan tambang
langsung ke badan sungai tanpa melalui suatu proses penetralan

terhadap kualitas air limpasan tambang.

e
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Air .limpasan tambang datang darl material-material di sekitﬁr
areal pertambangan yang dibawa oleh air hujan. Malcriﬁl itu
sendiri berasal dari proses penambangan' batubara. Dalam
penambangan akan terj‘adi pengupasan dan pengekstrasian
lapisan batubara yang pas.ti selalu mengeluarkan senyawa pirit
- (FeSz). Pemaparan pirit terhadap oksigen akan menyebabkan
oksidasi sulfur menjadi asam sulfat. Dengan adanya curah hujan
yang cukup tinggi akan menyebabkan asam sulfat larut menjadi
suatu aliran asém tambang (acid mine drair'rage).h Konversi FeSz

menjadi HzS0s merupakan perubahan dasar geokima yang

berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap kualitas air -

permukaan di daerah sekitarnya.

Dibangunnya saluran drainase selain secara langsurg akan
mengalirkan air-air asam tambang ke media-media pengdlahan
air fimpasan tambang seperti kolam pengendapan juga secara
tidak langsung akan mengurangi konsentrasi air asam tambang
di areal tambang sekaligus sebagai filter awal bagi penetralisiran
dan pengblahan air asam tambang,.

(2) Pembangunan Kolam Pengendapan (Settling Pond)

Pembangunan  kolam pengendapan diﬁaksudkan untuic
menindaklanjuti upaya penanganan air limpasan tambang yang
felah diatar aliramlya melalui pembangunan sejumlab drainase.

Dengan kolam pengendapan, air limpasan tambang yang
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Dengan kolam pengendapan, air limpasan tambang yang
mengandung asam tambang akan dinetralisir dan diolah kembali
sebelum jatuh ke Badan anak sungai.

~Penetralisiran dan pengolahan kembali air limpasan tambang
dilakukan dengan pengapuran (pemberian kaporit) untuk
membuang asam yang terkandung dalam air limpasan.
Mengingat air limpasan tambang mengandung asam yang sangat
tinggi (ditandai dengan warna air yang meralt pekat) maka
jumlah kolam pengendapan yang disediakan di masing-masing
1ok?.si tambang sebanyak 3 (tiga) Buah kqlam.
Ketiga kolam terletak berdampingan dalam jarak yang relatif
dekaf. Dil kolam yang pertama akan dijumpai air yang masih
berwarna merah pekat, di mana disinilah air limpasan ditaburi

' sert)uk kaporit untuk menjatubkan asam sekaligus memulihkan
kembali kandungan pH nya. Untuk menjaga kesinambungan
hidup komunitas akuatik setidaknya dibutuhkan ukuran derajat
keasaman dalam tingkat tertentu. Ukuran pH yang aman bagi
komunitas akuatik berkisar antara 6 sampai dengan 9'%,
Sehingga tidak terlalu .bersifat asam (dibawah 6) ataupun terlalu

basa (diatas 9). Dalam praktek pembubuhan kapur dan kaporit

" Ukuran pH yang aman bagi komunitas akuatik berkisar antara 5,5 — 6,5 (tcrgolong
tidak produktif), 6,5 — 7-5 (tergolong produkiif) dan 7,5 — 8,5 (tergolong tidak produklif lagi).
Lebih lanjut silakan dilihat pada Eka Iridanta dalam Dampak Penambangan Batubara PI.
Arutmin Indonesia Tarhadap Kualitas Air dan Komunitas Akuatik Sungai Satui Kabupaten
Kotabaru, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Program Studi Ilmu Lingkungan,

Yogyakarta, 1998, hal. 110.




118

.memerlukan 50 gram kapur-kaporit untuk stiap I liter air
buangan. Jiké pH sekitar 3-5, dapat dinetralkan dengan
.'membub'uhkan 75 gram kap_di untuk setiap 1 liter air buangan.
Pembangunan kolam pengendapan dilakukan tidak saja di lokasi
eksploitast batubara tetapi juga di lokasi pengangkutan batubara
di pelabuhan khusus muara Sungai Satui. Kendati demikian
dalam pengamataﬁ langsung di lapangan tidak dijumpai adanya
ukuran standar dan material kolam pengendapan tersebut.
Kaolam pengt;nd'dpan yang ada di Pit hanya terbuat dari galian
tanah sederhana saja  tanpa sedikitpun dilapisi material
pembantu, sedangkan di lokasi peni;nbunan terbuat dari semen
kedap air yané permanen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa
masing-masing kolam pengendapan mempunyai ukuran‘luas dan
bailan pembuat yang berbeda-beda.

Dari pengamatan di lapangan ini sedikitnya muncul dua
pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah bukankah
perbedaan' ukuran pit akan berpengaruh terhadap kualitas dan

kuantitas air limpasan ‘tambang yang dihasilkannya. Semakin

' luas ukuran suatu Pit berarti semakin besar pula kualitas dan

kuaptitas air limpasan tambang yang diterima dalam kolam
pengendapan. Kalau sudah demikian adanya, lalu bagaimana

kolam—kdlam pengendapan itu mampu berfungsi secara optimal
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apabila kapasitas daya tampungnya tidak disesuaikan dengan

perkiraan debit air limpasan yang akan ditampungnya.

Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kualitas, efektivitas

dan keamanan kolam pengendapan yang dibangun hanya dengan

mengandalkan galian tanah semata. Satu hal yang perlu diingat -

adalah koiam—kt}lam itu akan mengandung air limpasan tambang
yang .sangati asam. Apabila hanya ditampung dari kolam yang
dibuat dari galian tanah, apakah .tidak berpengaruh terhadap
kondisi kesuburan tanah tersebut. Selain itu bagaimana kelak

Lualitas air bawah tanah yang berada dibawah kolam-kolam

pengendapan, terutama yang tepat berada di kolam pertama

(kolam yaﬁg pertama kali menampung air limpasan tambang
yang berwarr;a merah pekat) karena rembesan aif yang ada
diatasnya. Bandingkan dengan kolam pengendapan yang‘ berada
di pelabuhan stock pile khusus muara Sungai Satui yang terbuat
dari semen kedap air permanen.

Dari sini timbul pemikiran bahwa PT. Al telah memanipulasi

konsep pengelolaan lingkungan mereka yang tercantum dalam

dokumen AMDAL nya tentang pengelolaan air limpasan yang

sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kualitas
air sebagaimana yang dinyatakan dalam PP No. 20 Tahun 1990

tentang Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri

Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-
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Syarat dan Pengawasan Kualitas Air dan Keputusan Gubernur
Prop1n51 Kalimantan Selatan No 28 tentang Penggolongan

Badan Air, Baku Mutu dan Peruntukan Air di Kalimantan

_ Selatan.

Menurut hemat penulis tidak dibangunnya kolam pengendapan
secara permaneh di tiap-tiap Pit sebagaimana balnya di
pelabuhan sfock pile mengisyaratkan ketidaksungguhan dan
kekurangseriusan PT. AT dalam menjalankan program
pengelolaan air limpasan penambangan batubara secara
Lonsisten dan konsekuen. Bagi perusahaan sckaliber PT. Al
kiranya tidaklah terlalu memberatkan apabila harus memenuhi

kewajiban membangun kolam pengendapan yang [ermanen

- (dari semen kedap air). Asumsi ini diambil mengingat kolam

péhgendapan permanen yang  dibangun di  pelabuhan
penimbunan dan pengangkutan batubara di muara sungai Satui

relatif kecil karena memang tanggungan limpasan air asam

. tambang yang diterimanya juga berasal dari areal yang kecil

* pula. Bandingkan dengan kolam pengendapan yang dibangun di

Pit yang otomatis rﬁényesuaikan dengan luasnya Pit.

“Izetidakkonsistenan ini cukup memprihatinkan. oleh karena
apabila upaya ini dilakukan secara sungguh-sungguh sebenarnya
selain dapat mengontrol dan memulihkan ukuran pH air

limpasan juga dapat membantu fungsi jebakan oli dan minyak
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(soil and oil trap) dalam mengurangi tingkat sendimentasi di

sekitar badan anak sungai maupun sungai. Dengan demikian

“kualitas air yang jatuh ke badan anak sungai dan sungai Satui

serta Sungai Pabilahan layak untuk dipertanyakan lebih lanjut.
Pemtiangunan Fasilitas Jebakan Oli dan Minyak (Soil and Oil
Trap) (Lihat lampiran I — Foto No. 8)

Pembangunan fasilitas jebakan oli 'dan minyak dimaksudkan
untuk mencegah larutan lumpur, sisa oli dan minyak bercampur
dengan air (baik air hujan‘ataupun air bersih yang telah diolah
sebagai air bersih di lokasi camp) jatuh ke badan anak sungai
dan sungai: Sama halnya dengannya pembangunan kolam
pengendapan, jebakan oli dibangun di setiap tempat yang
Iﬁenjadi bengkel perawatan peralatan berat, tempat pengisian
bahan bakar umum di masing-masing Pit dan pelabuhan sfock
pile. |

Penggunaan peralatan, mesin dan motor yang berjumlah cukup
banyak dan berukuran raksasa, sudah tentu membutuhkan oli

pelumas dan bahan bakar minyak dalam jumlah yang besar.

Untuk itulah maka di setiap instalasi pengisian bahan bakar dan__

bengkel perawatan peralatan berat dibangun jebakan oli dan
minyak yang letaknya tepat di belakang instalasi-instalasi

tersebut.
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Berbeda dengan kolam pengendapan yang sebagian besar hanya

dibangun dari galian tanah semata (khususnya di Pit), maka "

selﬁruh | jebakan oli dan minyak dibangun secara permanen
dengan fnenggunakan bahan yang iceras serta dengan ukuran
yang tertentu sesuai dengan kapasités instalasi ter.sebut. Dari sini
terlihat bahwa PT. Al cukup konsisten dan konsekuen dengan
progfam yang terdapat dalam dokumen AMDALnya.

Memang agak membingungkén mengapa upaya pengelolaan
lingkungan dilakukan secara fluktuatif seperti itu. Disatu sisi ada
~ bagian yang dilakukan dengan _-sungguh-sungguh sedangkan
dibagian lain scbaliknya. Padahal bila melihat sifatnya, ‘kedua
aspek tersebut sama-sama diatur oleh ketentuan peraturan
perundang-lundangan Menufut hemat penulis gejala yang
demikian diakibatkan oleh mentalitas para pegawai pelaksana di
tataran bawah. Dengan melakukan penanganan yang cukup

serius terhadap sisa oli dan minyak pemakaian peralatan dan

motor pendukung operasi penambangan batubara pihak

pelaksana di level bawah tidak berani bérspekulasi dengzin
limbah-limbah B3 tersebut

Hal itu bisa dimaklumi oleh karena dampak yang diakibatkan
oleh limbah B3 sangat fatal dan mudah terjadi dalam waktu
yang sangat. singkat. Faktor inilah kiranya yang membuat pihak

pelaksana harus konsisten dengan program AMDALnya
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Adapun konﬂgurasn jebakan oli dan minyak cenderung lebih
rumit danpada konﬁgura51 kolam peng,endapan Di kotak

jebakan pertama mula-mula  disisikan gumpalan lumpur

terlebih dahulu. Kemudian di kotak jebakan- kedua giliran |

gumpalan’ olinya yang disisihkan lalu menyusul ‘campuran

minyak yang ada di air, sebelum akhirnya air dilepas ke badan

anak sungai atau sungai. Dengan demikian diharapkan kualitas
air yang jatuh dan dibuangkan ke badan anak sungai maupun
sungai dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.

Hal yang paling menarik adalah fasilitas in-i‘ juga dibangun di
tempat pencuéian mobil, yang sebenarnya sekilas tidak terlihat
begitu penting keberadaannya. Sebagai usaha yang bel:gu;nul
dengan batuan yang mengandung bahan kimiawi pihak PT. Al
agaknya ingin menjaga kebersih;m' dan kesterillan kondisi
peralatan beratnya seperti mobil, truk, bulldozer, excavalor
maupun loader. Bagi kaum awam hal yang terkesan 'sepele
tersebut ternyata justru ditangani secara serius.

Pemasangan sistem Dust Susspresion Pada Fasilitas Mesin

Peremuk (Crusher) dan Sabuk Pengangkut Batubara (Bel;.

Conveybr).
Pemasangan sistem dust susspretion pada fasilitas mesin
peremuk (crusher) dan sabuk pengangkut batubara dimaksudkan

untuk niencegah terpaan debu batubara yang sedang mengalami

i+ = gt o e e i e .




124

. proses per_gmukan dag pengangkutan ke atas tongkang sebelum
dibawa ke belabuhan le};as pantai Tanjung Pemahcingan. )

Dari aktivitas penghancuran akan menimbulkan debu-debu

batubara, demikian juga halnya dengan aktivitas 'lsabuk:
- pengangkut. Ini dikhawatirkan karena kedua aktivitas tersebuti

dilakukan di ketinggian 15-20 meter dari permukaan tanah.%
Akibatnya apabila dibiarkan secara alami tiupan angin yang;
datang dapat membawa debu-debu batubara itu ke daerahs
daerah yang berpenduduk, di mana tidak jauh dari kedua lokasi
ini terdapat pemukiman penduduk Desa Satui Barat. Menuruit
penuturan wﬁrga”, apabila arah angin bértiup ke barat laut maka
debu-debu batubara akan langsung menerpa ke pemukimab
mereka, Meskipun sedikit cuma karena berlangsung lama
akhirtiya menimbulkan sejumlah gangguan juga, misalnya atai)
dan teras fumah mereka yang gampang berdebu.

Dengan melalui sistem dust susspresion akan dilakukan
~ penyemprotan air di dalam crusher maupun belt conve_.yér
. tersebut. Jumlah dust Susspresion berkisar antara 1-2 setiap 1;0

meter atau dengan kata lain apabila panjang corong kedua mesin

ity mencapai 100 Meter maka terdapat 10 —20 dust susspresién

didalamnya.

15 Wawancara dengan Bapak. Tukacil Ketua RT. 27 Desa Muara Satui Barat,
Wawancara, Sungai Danau, Satui, Kotabaru, 26 Juni 2001. .
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Perlu diketahui bahwa dalam pengamatan langsung di lapangan
panjang dari belt conveyor di pelabuhan stock pile mencapai

ratusan meter, dimana kapasitas angkutnya mencapai 1000

meter kubik per menit. Melalui b2lf conveyor inilah proses akhir |

penambangan batubara dilakukan.
~ (5) Reklamasi dan Revegetasi (Lihat Lampiran 1 ~ Foto No. 9-1 0}

Upaya reklamasi- dilakukan dengan sistimatis sesuai dengan
standar  reklamasi  internasional yang  mensyaratkan
pengembalian kembali kondisi permukaan tanah seperti sedia
kala. Setelah reklamasi maka terlebih dahulu permukaan tanah
dilakukan pemulsaan yaitu penyebaran tumbuhan mulsa di atas
taﬂah dengan maksud untuk menjaga kondisi struktur tanah
yang masih lemah. Mulsa berguna menahan jatuhnya curah éir
hujan yang berlebihan dan dapat menimbulkan erosi.
Menurut narasumber biaya yang diperlukan untuk melakukan

| setiap kegiatan reklamasi berkisar US$ 20.000 per hektar.
Kegiatan reklamasi juga menggunakan metode réklamasi

tertentu agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Adapun

revegetasi dilakukan dengan menanami tanah permukaan

dengan tanam-tanaman yang selain dapat bernilai ekonomis juga
mampu menguatkan strukfur lapisan tanahnya. Di lapangan
dijumpai pohon-pohon akasia yang mendominasi upaya

revegetasi. -




126

Kedua kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban usaha
pertambangan batubara sebagaimana yang disyaratkan dalam
Pasal 30 UUPP yang menyatakan sebagai berikut :

_ “Apabila selesai melakukan ‘penambangan bahan galian pada

* suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang
bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian
rupa, sehingga tidak menimtulkan bahaya penyakit atau bahaya
lainnya bagi masyarakat”
Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya
keputusan Direktur Jenderal Penambangan ~ No.
336k/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi.

b) Prasarana Operasi Penambangan Batubara.

(1) Pembangunan Instalasi Penyimpanan dan Pengisian Bahan

Bakar.

Pembangunan instalasi penyimpanan dan pengisian bahan bakar

dilakukan untuk mensentralisasi dan melokalisir daerah yang
rawan pencemaran limbah B3 dari kemungkinan tﬁmpahan
minyak dan sisa oli pelumas pcralatap berat. Caranya adalah
memfasi]itasi instalasi tersebut denganlko]am pengendapan dan

jebakan oli dan minyak secara terpadu. Ditambah pembangunan

fower kecil (diameter 5 meter dan tinggi 10 meter) yang s‘ebagai,‘_‘

penyimpan luberan oli dan minyak yang telah disterilkan dari

air.




(2) Pembangﬁnan Bengkel Perawatan Mobil dan Peralatan Berat.
(Maintenance). (Lihat Lampiran 1 — Foto No. 6)
Pembangunan bengkel perawatan mobil dan peralatan berat

pendukung operasi pertambangan dimaksudkan untuk menjaga

dan selalu mempertahankan performa mobil maupun peralatan

yang dimiliki. Dengan pembangunan fasilitas ini diharapkan
tidak ada mobil ataupun i)eralatan berat yang mengeiuarkan
emisi atau bunyi di luar batas ambang toleransi.

(3) Pembangunan Tempat Pencucian Mobil (Idem-Lampiran I)

| Melihat fasilitas ini secara langsung dapat membuat
‘pe‘merhatinya mengalami kebingungan sementara. Hal tersebut
dikarenakan banyaknya alat yang ada di dalam tempat
pencucian tidak sebanding dengan fungsinya yang “hanya’
se;kedar tempat pencucian saja. Akan tetapi setelah melihat cara
kerjanyd barulah sadar Bahwa tempat ini mengandung unsur
teknologi yang canggih. |

Di dalam tempat terdapat 2 (dua) tabung besar yang berfungsi

sebagai tempat pengolahan air. ‘Tabung yang di dalam berflingsi

untuk menyemprotkan air bersth sedangkan:tabung yang di luar

mengolah air yang berasal dari hanggar penyemprotan, kolam
pengendap dan jebakan oli-minyak yang telah menyortir
kandungan air pasca pencucian. Dengan sistem rotasi yang

simultan ini maka air yang digunakan tidak akan pernah habis
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dan  kelvar dari . areal tempat pencucian tersebut.

P;:ngkombinasian ketiga '_upaya_ diatas dengan fasilitas kolam

pengendapan . dan jebakan oli bertuj‘u.an untuk memenuhi

ketentuan yang. tercantum dalam UUPLH yakni mengenai

Pengelolaan limbah B3 terdapat dalam Pasal 17 ayat (1), (2) dan

(3) yang isinya sebagai berikut :

(1). Setiap Penanggung jawab usaha danfatau kegiatan wajib
melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

(2). Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi:
menghasilkan, mengangkut, mengedarkan menyimpan,
menggunakan dan/atau membuang,

(3). Ketentuan mengenai pelaksanaan pasal ini diatur lebih

. lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
¢) Jaringan Infrastruktur
- (1) Pembangunan dan Perawatan Jalan.

Dalam melaksanakan usaha pertambangannya PT. Al

menggunakan jalan alternatif di luar jalan negara. Hal ini

dimaksudkan mengingat proses pengangkutan batubara dari Pit-

Pit ke pelabuhan stock pile memakan waktu kurang lebih 30

menit dengan jarak tempuh sekitar 40 Km. Sepanjang perjalanan

sudah tentu akan terjadi gangguan bagi pengguna jalan raya

lainnya karena ukuran, jumlah dan frekuensi pengangkutan

batubata tersebut sangat tinggi juga potensi debu yang akan
dihasilkannya.
Untuk mengantisipasi limpahan debu yang berlebihan maka

setiap 1 (Satu) jam sekali diadakan penyiraman dengan
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menggunakan truk tangki air khusus yang berkapasitas 40.000

ton. Untuk pemeliharaan jalan ini- PT. Al memfasilitasinya

dengan memiliki truk tangki air sebanyak 2 (dua) unit. Itulah

sebabnya ‘mengapa usaha pertambangan batubara wajlib

memiliki jalan raya sendiri dan wajib melakukaan pemeliharaan

kelaikan jalan dan kualitas udaranya sebagaimana yanyg telah

ditentukan dalam UUPP dan PP No. 32 Tahun 1969 tentang

Pelaksanaan UUPP. |
(2) Pengerukan Alur Muara Sungai Pelabuhan Stock Pile.

Pengerukém alur muara sungai pelabuhan stock pile

dimaksudkan untuk memperlebar dan memperdalam alur muara

. sungai sehingga dapat dilewati tongkang yang berukuran lebih

besar (antara 5.000-7000 ton). Langkah ini dilakukan sebagai

salah safu ubaya PT.Al dalam meningkatkan kapasitas produksi

batubaranya. Sebagai kelengkapan administratifnya kegiatan

tersebut telah .dilengkapi dengan dokumen AMDAL (UKL dan

UPL). Melatlui UKL dan UPL diharapkan pencemaran udara,

air, suafa dan tanah bisa diprediksikan sehingga dapat diambil
langkah—langkah pencegahan.

Di sinilah pelanggaran terbesar PT. Al dalam upaya pengelolaan

lingkungannya. Selama kegiatan pengerukan alur dilakukan terjadi abrasi

terhadap permukaan tanah daratan yang terdapat di seberang daratan tempat

pelabuhan stock pile berlokasi. Permukaan tanah daratan yang terletak di
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seberang lok;asi pelabuban stock pile tidlaic lain adalah tempat pemukimén
penduduk yang bernama ]jesa Satui Barat dan Timur.

Dari hasil pengamatan langsung di lapangan terlihat dengan jelas
bahwa sisi pinggir daratan tersebut tidak stabil dan terdapat bekas longsoran
tanah. Menurut penuturan penduduk sedikitnya sckitar 500 ( lebar menjorok
keldalam .perkat-npungan 20 meter dan panjang 25 meter) meter persegi luas
daratan yang telah hilang, dengan perincian 24 pohon kelapa dan 4 rumah
penduduk roboh.'*Menurut warga sejak pengerukan berlangsung intensitas
abrasi meningkat sangat pésat dan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap
kegiatan usaha mereka yang sebagian besar nelayan.

Terlepas dari apapun dalih PT. Al, fakta yaﬁg terungkap adalah abrasi
baru terjadi sejak kegiatan pengerukan itu dilakukan, dan fakta sudah tentu
sulit dibantah hanya berdasarkan opini subyektif semata. Untuk mendapat
kesimpulan yang lebih obyektif maka dilakukan pengkajian terhadap
dokumen AMDAL (UKL dan UPL) pengerukan alur muara sungai pelabuhan
stock pile.

Dalam dokumen terlihat bahwa ada 4 (empat) komponen yang mudah

terganggu yaitu kelestarian pantai, kualitas air permukaan, kualitas udara dan

tingakt kebisingan. Akan tetapi dalam penjelasan mengenai komponen

kelestarian pantai terdapat keterangan bahwa laju abrasi tidak terlalu penting.
Dengan demikian telah terjadi -kesalahan dalam penganalisisan mengenai

dampak pengerukan  alur terhadap kelestarian pantai. Kenyataan

16 Investigasi dan pengambilan Data Primer, Sungai Danau, Satui, Kotabans 27 dan 28

Juni 2001.
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"'m‘embuktikan bahwa abrasi terjadi sejak pengerukan itu dilakukan dan itu
) berarti kesalahan berada di pthak PT. Al beserta konsultan AMDALnya.
Dalam pengamatan di lapangan juga disimpulkan bahwa pengeiolaan

- lingkungan hidup dari sejumlah koperasi-koperasi yang memilki PKP2B

tidak terlalu signifikan untuk dibicarakan. Kesimpulan ini diambil oleh -

' ) karena tidak ada satupun koperasi-koperasi yangmemiliki PKP2B tersebut
melakukari_ aktifitas eksplorasi mﬁu'p.un eksploitasi. Sepanjang penelusuran di
| lépallgan yaﬁg ditemukan justru bara PETI yang melakukan akti\}itasnya di
kawasan PKP2B PT. AL Dari informasi yang diperoleh paralkoperja.si itﬁ
hanya membantu PT. Al dalam proses pengangkutan batubara ke pelabuhan

stock pile, sehingga tidak ada yang menonjol dalam aktivitasnya tersebut.

2. Pengelolaan Berkélanjutan Usaha Pertambangan Batubara
(Sustainable Mining Management) llegal (PETI)
- Mengkaji dan mengamati serta menelusuri usaha pertambangan
batﬁbara yang dilakukan oleh PETI sungguh merupakan masalah yang
menarik ‘um.,;'uk ldiperhatikan karena selain masalah pengelolaan

lingkungan, PETI memiliki kinerja dan aktivitas yang serupa dengan

penambang batubara legal. Adapun PETI sebenarnya merupakan masalah

“ilise” tidak saja bagi usaha pertambangan batubara di Propinsi
Kalimantan Selatan akan tetapi juga secara keseluruhan bagi usaha
pertambangan di Indonesia, entah itu PETI untuk bahan galian Emas,

Intan, Golongan C termasuk Batubara.
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Hasi! investigasi di lapangan, menunjukan bahwa kepemilikan dari
PETI dapat dibedakan aﬁtara investor/pengusaha sebagi pemilik sekaligus
melakukan penambangan sendiri dan pemilik lahan yang mendal.)atkan
uang sewa lahan dari investor. Sebagian besar investor/ pengusaha PETI
didominasi oleh pengusaha. lokal (Kalimantan Selatan) lainnya adalah
investor/penggsaha dari luar daerah. Umpmnya tenaga kerja yang terlibaf
‘pada kegiatan PETI berasal dé,ri pendatang dengan alasan pendidikan.

Penduduk lokal lebih tertarik menjadi calo lahan tambang,
menyewakan lahannya bagi kegiatan PETI atau bekerja di usaha kayu saja.
_ Dari pengakuan pendﬁduk résiko bekerja di tambang jauh lebih berat, sulit
dan rumit, terutama bagi penduduk yang mempﬁnyai ketrampilan rendah

dalam hal pehgoperésian alat-alat operasi penambangan.

Berikut akan dilakukan pembahasan mengenai aktivitas PETI dan

usaha Pertambéngan batubara khususnya yang beroperasi di sekitar

wilayah Kecamatan Satui baik dari sistem operasionalisasinya maupun.

perigelolaan lingkungannya. Satu hal yang perlu diketahui bahwa dalam
praktek di lapangan ternyata ditemui PETI yang berbentuk badan hukum

dan tidak (perorangan).

Yang dimaksud dengan PETI berbadan hukum adalah usaha resmi

yang berstatus badan hukum (seperti PT, KUD, para penambang yang
memiliki PKP2B namun beroperasi didaerah PKPK2B PT.AI dan badan
hukum yang mempunyai serta mendirikan stock pile di wilayah' Satui,

yang berfungsi membeli hasil penambangan PETI di daerah lain (di luar
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Keéamatén Satui dan Kabupaten Kotabaru). Yang dimaks;id dengan PETI
perorangan adalah seorang atau -beberaba orang yang secara berkelompok
rhencari, menjual lahan dan informasi- mengenai PKP2B PT. Al Definisi
dibuat berdasarkan ihfbnnasi yang diterima dari pihak PT. AI dan Dinas
Pertambangan dan Enefgi Propinsi Kalimantan Seiatan dan Kabupaten
Kotabaru bahwa areal yang memiliki kandungan batubara adalah areal
PKP2B° PT.AL Areal lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan

kevalidannya.

a. PET1 Yang Berbéntuk Badan Hukum

Béroberasinya PETI | yang berb;—:ntuk badan hukum di
Kecamatan Satui banyak yang berupa usaha ‘eksploitasi  dan
- kepemilikan stock pile batubara. Dalam pengamatan dan penelusuran
1é.ngsung di lapangan, bahwa untuk PETI yang melakukan usaha

| eksploitasi batubara tersebar disekitar Pit Hanoman dan Pit Bukit Baru.
Sebenarnya secara persentase jumlah lokasi PETI yang
melakukan usaha eksploitasi batubara di Satui lebih rendah
.‘ dibandingkan kecamatan-kecamat.an‘ lainnya seperti yang terdapat pada
' Kecamatan Jorong 80 buah lokasi dan Kecamatan Kintap 74 lokasi.
Akan tetapi mengingat studi yang dilakukan hanya memfokuskan diri
kepéd_a PETI di Kecamatan Satui maka hanya akan dilakukan

pembahasan yang Jebih lanjut mengenai keberadaan PETI tersebut,

g e T i

-
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termasuk PETI yang termasuk dalam kategori pemilik stock pile
penampung batubara PETI daerah lainnya. |
Dari pengamatan terlihat bahwa yang dinamakan PETI batubara
ternyata pukanlah para pen_ambang-penambang tradisional yang hanya
menggunékan alat-alat sederhana sﬁja. Umumnya PETI-PETI itu
melakukan uszhanya dengan rhesin dan peralatan berat pendhkung
penambangan seperti dump truck, bz{lldozer, excavalor, truk tangki
penyuplai bahan- bakar ﬁingga_ mesin;mesin peremuk {crusher) dan
sabuk pengangkut batubara berjalan (belt conveyor),
| PETI yang beroperasi di wiléfah PKP2B PT. Arutmin Indonesia
misalnya, dengan tenang mereka melakukan akti\}itas penambangan
batubaranya tanpa diliputi keklhawatir‘an- akan adanya peﬂertiban oleh
aparat pemerintah yang ‘be‘rkompeten. Dengan bermodalkan ‘peralatan
berat para PETI mengambil batubara-batubara yang hanya berjarak
puluhan meter dﬁ garis pembatas toleransi aktivitas PETI di wilayah
tambang PT. AL Bahkan kehadiran garis pembatas polisi (police line)
tidak mempengaruhi PETI untuk mengurungkan niatnya mengambil

batubara secara ilegal.

Dart visualisasi tampak jelas terlihat bahwa proses

penambangan yang dilakukan sama sekali tidak melibatkan upaya-
upéya pengelolaaﬁ lingkungan hid'up. Beberapa hal penting yang

terlihat misalnya sebagai berikut:
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| 1) Tidék ada upé.ya pembersiban lahan (Jand clearing)

(Lihat Lampiran [ — Visualisasi PETI)

Modus yang di]akukan PETI dalam menmilih lokasi penmbangannya
‘ladalah' menyelusﬁp ke dalam daerah-daerah yang berdampingan
“dengan lokasi tambang PT. Arutmin Indonesia (Pit) lalu kemudian

secara bertahap bergerak ke dalam areal PKP2B. Akibat modus ini

bisa dipastiican PETI tidak melakukan upaya land clearing terlebih
dahulu Sehingga lokasi-lokasi pertambangannya pun tidak
terpelihara dengan baik.

Hal yang demikian akan meﬁyebabkan ketidakstabilan permukaan

lz;nah, rusaknya vegetasi yang berada diatasnya, dan berujung pada

keengganan PT. Arutmin Indonesia sebagai p.émilik PKP2B resmi

untuk melakukan upaya reklamasi dan revegetasi. Dari penuturan

' pihak PT. Al diperoleh keterangan bahwa terhadap lokasi-lokasi
- PKP2B yang telah dimasuki dan dieksploitasi oleh PETI tidak akan
dilékukan upaya eksploitasi ulang apalagi melakukan upaya
feklamasi dan ,revegete-lsi._ Kebijakan tersebut terpaksa dilékukan

karena dengan melihat peralatan berat dan mesin serta metode

p'enambangan” yang digunakan oleh para PETI maka diperkirakan_'

kandungan batubara yang masih tersisa sudah tidak bernilai

'7 Pada awalnya kehadiran PETI di dacrah PKP2B tidak begitu dianggap mengganggu
usaha perlambangan PT. Al olch karena peralatan, mesin dan metode penambangan yang mereka
Iakukan sangat sederhana dan terdisional sehingpa dinilai pengaruhnya tidak signifikan, Akan
tetapi dalam 2 (dua) tahun belakangan ini terjadi perubahan yang sangat fundamental. Dan pelaku
tradisional yang menggunakan alat sederhana menjadi sejumnlah badan wsaha yang memiliki ijin
“aspal” dan mesin-peralatan yang modern,
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ekonomis tinggi lagi. Oleh karenanya apé.bila masih dilakukan usaha
eksploitasi ulang maka hasil yang akan didapatklan sudah tidak
maksimal ditambah kewjiban reklamasi daﬁ ré;fégetasi yang
" memerlukan biayé. tidak sedikit.
2) Tidak Melakukan Penataari Timbunan tanah Pucuk dan Penutup.
(Libat Lampiran T - Yisualisasi PETI)
Upaya: pengupasaﬁ, pembongkaran dan penggalian lapisan batubafa
secara teori ’r‘nla,upun harus dilakukan bertahap, sistimatis dan
te’rstruktur; Sebagaimana yang diketahui sebelum dapat menyéntuh
lapisan atas batubara (roof) ada beberapa laisan tanah permukaan
lyang terlebih dahulu harus diangkat. Lapisan pertama adalah tanah
pucuk (top soil), dimana tanah-tanah tersebut harus diberikan tempat
penimbunan tersendiri dengan ukuran tertentu pula misalnya ‘del"ajat
keﬁliringannya maksimal mencapai 14 derajat per timbunan. Begitu
pula halnya dengan lapisﬁn kedua yaitu tanah penutup (overburden).
Padé PETI upaya tersebut tidak ditemukan. Yang terlihat adalah
‘dengan tanah pucuk dan tanah penutup justru ditimbun secara acak

dan 'tefke'san. sangat tidak beraturan tanpa adanya upaya menanami

tanaman pe‘nutup (cover croop). Sudah tidak dapat dibedakan lagi

. mana yang merupakan timbunan atau bagian tanah pucuk atau mana
yang merupakan timbunan atau bagian tanah penutup sernuanya
bercampur aduk jadi satu. Kondisi yang demikian jelas tidak

direkomendasikan menurut teori dan praktek penambangan batubara

e
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yang baik dan benar, apalagi yang berwawasan lingkungan. Salah
satu dampak penting yang akan ditimbulkan adalah menurunya
. kualitas-tingkat kesuburan tanah permukaah tersebut. Mengingat

masing-masing tanah memiliki karakter dan kandungan senyawa

kimia-organik yang berbeda dan harus ditangani secara berbeda pula. .,

3) Tidak Melakukan Penanaman Tumbuhan Penutup Erosi (cover
croop) (Lihat lampiran I - Visualisasi PETI).
Sebagai tindak ianjut dari upaya penataan timbunan tanah pucuk dan
tan.ah penutup sebenarnya adalah penanaman tumbuhan penutup
(cover croop) c‘iiatasnya seperti kacang-kacangan. Penanaman cover
croop dimaksuldkan‘ untuk lebih memperkuat struktur tanah yang
ditimbﬁh. Dengan menggunakan cover croop permukaan tanah akan
menjadi lebih keras, strukturnyapun menjadi lebih stabil sehingga
tidak mudah terjadi erosi. | | |

Kiranya perlu diketahui svuatu proses penambangan di lokasi

tambang memerlukan waktu yang relatif lama. Mulai dari proses -

.penambaﬁgan hingga upaya reklamasi. Selama rentang waktu
tersebut sudah tentu kondisi dari timbunan-timbunan tanah memiliki
kemungkinan mengalami berbagai penibahan. Misalnya sepert_i__r_
) adanya curah hujan yang tinggi, genangan air limpasan hujan dan
penambangan. Semua kemungkinan-kemungkinan itu dapat
diantisipasi dengan inelakukan perawatan terhadap ‘struktur

penimbunan tanahnya. Pada PETI hal ini tidak ditemukan yang
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terjadi justru timbunan tanah-tanah galian sedikit demi sedikit
~ mengalami gejaia pelongsoran (erosi) dan jatuh ke badan anak
sungai. |
4) Tidak Memﬁunyai I aringaﬁ Infrastruktur Sendiri.
| {Lihat lampirén I — Visualisasi PETT)
Kendati seperti yang telah disebutkan diatas bahwa peralatan dan
mesip penambangan yang dimiliki oleh PETI dalam bentuk badan
hukum (PT, CV, KUD) tidak kalah dengéﬁ yang dimiliki PT. Al
sehingga hasil yang didap'at pun relatif besar, namun dalam proses
p-éngangkutan ha;;il tambang ke stock pile ti.dak melaiui jalan pribadi.
Selama beberapa tahun aktivitasnya PETI selalu menggunakan jalan
raya pi‘opin_si sebagai jalur transportasi utaman&a khususnya dalam
mengangkut (hauling) hasil tambang. Dengan digunakannya Jalan
Raya Propinsi sudah pasti ‘akan menimbulkan permasalahan
tersendiri mengingat ukuran dan jumlah dump truck dan truk tronton
yang diguﬁakan tidak sebanding dengan ukuran jalan-jalan negara
tersebut. Akibafnya kemacetanpun tidak dapat dihindarkan lagi.

Banyak masyarakat mengeluh bahwa aktivitas mereka sangat

terganggu dengan lalu-lalangnya truk-truk batubara PETI'S, Jalan

tidak saja menjadi sangat berdebu dan berpasir namun juga angka
kecelakan lalu lintas meningkat dengan pesat. Kondisi demikian

terjadi baik di waktu musim kemarau maupun musim hujan. Apabila

'® Hasil wawancara dengan masyarakat di sckitar Jalan Propinsi Pal 190 - 195,
Wawancara, Sungai Danau, Satui, Kotabary, 21-30 Juni 2001
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musim kemarau ;ciba, Jalan Propinsi akan menjadi semakin berdebu
tebal sepanjang hari khususnya di waktu siang hari. Dalam
penchusuran di lapangan kondisi jalan tersebut sangat berbahaya bagi
kesechatan mata dan pernafasan, sedangkan di waktu musim hujan
Jalan Propinsi akan menjadi sangat kotor-becek dan dipenuhi oleh
genangan lumpur yang ditinggalkan dari ceceran tanah pembungkus
batubara. |

Bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua kondisi
yang demikian sangat membahayakan keselamatan jiwa mereka
dalam.berkendaraan, oleh karena sewaktu-wakiu apabila mengalami
slip maka truk-truk pengangkut batubara akan selalu siap melibas
mereka. Dari lsudut yuridis tindakan PETI ini tidak memenuhi
ketentuan yang disyaratkan dalam UUPP dan PP No. 32 Tahun 1969
tentang Pelaksanaan UUPP.

Sejauh ini rﬁemang baru ituia;h akibat yang paling nyata terlihat dari
aktivitas pengéngkutan batubara dijalan propinsi namun menurut
hemat penulis dalam Waktu yang tidak begitu lama lagi tidak
mustahil akan banyak masyarakat yang berpotensi terserang gejala
penyakit Infeksi Saliran Pernafasan Atas (ISPA).

Tidak Menggunakan Teknologi Dust Susspresion.

(Lihat fampiran I — Visualisasi PETI)

Dalam melaquan kegiatan peremukaan dan pengangkutan batubara

ke tongkang PETI tidak seperti PT. Al yang menyediakan sistem
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a'.’ust susspretion dalam jurﬁiah banyak i)ada setiap peralatan peremuk
dan sabuk pengangkut berjalan batubara. Akibatnya di setiap lokasi
stock pile dimana terdapat mesin crusher dan belt conveyorrakan
banyak dijumpai debu-debu batubara yang beterbangan.
Dengan tidak dilakukannya penyiraman terhadap batubara-batubara
yang sedang dihancurkan dan diangkut ke tongkang maka debu
batubara yang timbul akibat prdses penghancuran-pengangkutan
dalam tempo tinggi maka banyak masyarakat di sekitar lckasi stock
pile mengeluh mengenai kualitas air permhkaan sungai dan udara di
pemukiman mereka. Apalagi bila angin kebetulan sedang bertipu
.keara;h mereka bisa dipastikah masyarakét akan menerima terpaan
debu vang relatif banyak dén itu sangat berbahaya bégi kesehatan
mereka, mengingat stock f)ile-.S'tock pile itu tidak memenuhi
kewajibannya menjaga kualitas air dan udara sebagaimana yang
disyaratkan dalam PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air dan PP No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu
Udara Ambien.

6) Tidak Membangun Fasilitas Pembuangan Minyak dan Pelumas serta
B3. (Lihat Lampiran I — Visualisasi PETT)
Sama seperti PT. Al, penggunaan mesin dan peralatan berat oleh.
PETI juga sudah pasti melibatkan penggunaan sejumlah bahan bakar

. dan oli pelumas. Dengan intensitas dan frekuensi kegiatan yang
tinggi akan menimbulkan tingkat pengunaaan bahan bakar dan oli

pelumas yang tinggi pula. Tidak adanya fasilitas pengelolaan limbah
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pelaku usaha tersebut akan membuang bahan-bahan 'befbahaya itu ke
setiap tempat. |

Indlkasmya adalah banyak tumpukan oli yang berwama hitam pekat
di sekitar peralatan berat PETI yang berhasil dlamatl di lapangan
Ipenehtlan. Dengan adanya hujan tumpukan oli-oli tersebut akan
merembes dan terus mengalir ke arah badan anak sungai, sehingga
dapat berpengarqh terhadap daya dukung dan daya tampung
lingkungan sebagaimana yang disyaratkan oleh UUPLH.

Beberapa PETI yang'berhasil dihimpun dari data Tim Investigasi dan

Penanggulangan . PETI Kabupaten Kotabaru dan sebagian

diantaraﬁya terlihat dalam penelusuran langsung di lapangan terdiri

dari':'

Tabel 1.

PETI Berhadan Hukum di Kecamatan Satui

Nama Perusahaan | Peralatan Penunjang Keadaan Luas

dan Pemilik Dermaga | Lahan

PUSKOPAD Loader dan Crusher | Belt 2 ha

(TNI-AD) ' Conveyor

PT. Satui Barutama | Loader dan Crusher | Dump Truck | 5 ha

(H. Parlin)

CV. Texindo Jaya Excavator,  Loader, | Dump Truck | 4 ha

(Jimmy Kaseger) Crusher, dan | dan Belt
Timbangan Digital Conveyor

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Disisi lain, dalam penelusuran lebih lanjut selain nama-nama yang

tercéntum di tabel I, penulis juga berhasil mendapatkan beberapa lokasi

teinpat penimbunan batubara (sfock pile) di kecamatan Satui yang diduga




142

ikut menampung hasil batubara PETL Adapun tempat-tempat penimbunan

tersebut beserta nama pemiliknya antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.

Stock Pile PETI Berbadan Hukum di Kecamatan Satui

Nama Stock Pile Desa Nama Pemilik | Keterangan

Jala Dana Bahari Satui Barat | Sujono | Operasional
Sajim/TNI-AL

IETIKA Satui Barat | Herry Budiono | Operasional
CV. Jayanti Mining | Satui Barat | Sanin Operasioﬁal
Lestari '
Kayu Maju . Satui Barat | Denny Operasional -
NUSANTARA | Satui Barat | H. Abidiﬁ Semi-Operasional
Pancar Alam Satui Barat | Imberan Semi-Operasional

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten '

b. PETI Yang Perorangan

Seperti yang telah disampaikan di awal pembicaan bahwa yang

dimaksud dengan PETI perorangan adalah seorang atau beberapa orang
vang secara berkelompok mencari, menyewakan, mejual-belikan lahan
dan informasi mengenai baik di lahan yang belum berstatus maupun di
lahan PKP2B PT. Al

Dalam pengamatan di lapangan ditemui terdapat indikasi
kekurang mengertian masyarakat terutama yang. berorientasi menjual-
belikan dan menyewakan lahan. Untuk itu  tidaklah mengheraﬁkan

pelaksanaan  penambangan  batubara yang  dilakukan  oleh
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seseorang/badan usaha hanya bermula dari bantuan pendududk

setempat yang berhasil mencarikan lahan untuk ditambaﬁg.

Disinilah kekurang mengertian masyarakat terjadi. Kepemilikan

. dan pembukaan lahan tambang batubara pada dasarnya bukan

. merupakan hak milik atas lahan tersebut yang ditandai dengan

kepemilikan sertiﬁkat tanah, Mayoritas kepemilikan tersebut diperoleh
atas dasar hak adat atau karena telah sekian puluh tahun menguasai
lahan-lahan itu. Ada‘ juga yang mehperoleh karena lahan merupakan
bekas lahan perladangan pada waktu yang bersangkutan melakukan
kegiatan ladang berpindah.

Ada anggapan di masyaraké.t yang menyésatkan _yakni
“kepemilikan atas sebidang lahan » berarti pula “kepemilikan ‘erhadap
segala benda yang terkandung didalamnya”. Padahal adanya hak atas
lahan bukan berarti memiliki hak atas tambang yang ada didalamnya
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang
No. 37 Prp T‘ahun 1960 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 44 Prp
Tahun 1960 tentang Pertambangan

‘Hal lain yang paling menonjol adalah bahwa di sebagian tempat

malah ditemui beberapa orang yang memiliki peta Jokasi PKP213 yang

sebenarnya tergolong sangat rahasia (Top Secret) dan hanya dapat
dikuasai oleh instansi pemerintah yang berkompeten  seperti
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui dinas

Pertambangan dan Energi Propinsi rriaupun Kabupaten. Kondisi yang
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demikian cukup memprihatinkan mengingat peta lokasi PKP2B it
mempakan “aset” bagi pemilik PKP2B dan dokumen penting bagi
negara. Dalam suatu kesempatan pengambilan data di  Dinas

Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan, secara tidak

sengaja dijumpai beberapa orang pemilik PKP2B yang sedang.

melakukan complaint kepada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi
Propinsi oleh karena peta lokasi PKP2B yang mereka miliki ternyata
tumpang tindih dengan péta lokasi PKPZB milik orang lain.

Para PETI perorangan juga ada yang juga melakukan
penambangan batubara dan memiiiki .stock pile yang menampung hasil
batubara dari PETI di wilayah lain. Dari penelusuran ditemukan nama

Aping, Jono yang memiliki peralatan berat excavator dan loader

sebagai PETI yang memiliki stock pile dan H. Amman sebagat PET1

yang melakﬁkan__l eksploitasi batubara di lahan PKP2B PT. Arutmin
Indonesia. |

| Hal yang demikiari tentu tidak mengejutkan lagi, oleh karena
 peta lokﬁ.si PKP2B-nya sendiri memang telah banyak tersebar ditangan

oknum-oknum yang tidak Dberhak. Ini juga kiranya yang dapat

menjawab kebingungah pihak PT. Arutmin Indonesia tentang

keberhasiltan PETI yang mampu mendeteksi titik-tittk mana yang
memiliki kandungan batubara yang berlimpah dan kemudian
mengeksploitasinya. Ironisnya sebagai kegiatan pertambangan, PETI

merupakan kegiatan yang melanggar UUPP, khususnva sebagaimana
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yang dinyatakan dalam Bab IX Ketentuan-Ketentuan Pidana Pasal 31
dan 32 UUPP, yang masing-masing sebagai berikut:
Pasal 33 ayat (1) dan (2) :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun
dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barang
siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha
pertambangan seperti yang dimaksud Pasal 14 dan 15 (UUPP)”

“Dihukum dengan hukuman kurungan selarna-lamanya satu tahun
dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah,
‘barang siapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi
kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut
Undang-undang ini.”

Pasal 32 ayat (1) dan (2) :

“Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun
dan/atau dengan denda setinggi-tinggi lima ribu rupiah, barang siapa
yang tidak berhak atas tanah merintangi atau menganggu usaha
. pertambangan yang sah.”

“Dihukum’ dengan - hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan
dan/atay dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah,
barangsiapa yang berhak atas tanahmerintangi atau meanganggu usaha
pertambangan yang sah, setelah memegang Kuasa Pertambangan
memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26
dan 27 Undang-undang ini”.

3. Analisis

Dibandingkan dengan para penambangan batubara Legal 'yang'

relatif lebih memperhatikan penanganan dan pengelolaan berkelanjutan
usaha pertambangan batubaranya, keberadaan PETI di Kecamatan Satui

menurut hemat penulis hanya mengeksploitasi batubara saja tanpa

memperhatikan apalagi turut serta melakukan uﬁaya pengelolaan’

lingkungan hidup usaha pertambangan batubara. Hal tersebut terlihat
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dari begitu minimnyé PETI-PETI yang bersedia memenuhi persyaratan
dan ketent_uan hukum untuk membuat konsep dan media pengelolaan
lingkungannya, seperti melakukan studi tentang AMDAL, membangun
jan'ﬁgap inﬁgstruktur, memelibara dan mereklamasi serta mere\)egetasi
bekas lahan pertarﬁbangannya. Kondisi ini ditunjang oleh kurangnya
kesadaran di sébagian PETI dan masyarakat serta lemahnya upaya
penegakan hukum (law enforcement).
Hal tersebut dibuktikan, kendati Bupati Kotabaru telah mengambil
kebijakan ber’dasarkan surat No: 545/63/EKO tertanggal 27 April 2001
yang ditujukan kepada jajaran Kantor Pelabuhan, Administratur
Pelabuhan dan Bea Cukai Kotabaru agar tidak memberikan ijin lagi
bagi pengapalan dan pemuatan batubara di wilayah Kotabaru per 1 Mei
2001, namun fgktanya pemuatan dan pengapalan batubara baik untuk
antér pulau maupun antar masih terus saja terjadi. Terbukti dari adanya
pengapalan dan pernuatan batubara ke India pada akhir bulan Mei yang
lalu.

Kondisi yang demikian sebenarnya tidak lepas dari masih

merajalelanya PETI-PETI di sekitar Kabupaten Kotabaru termasuk di

Kecamatan Satui. Menurut data inventarisasi dari tim pelaksana

‘penanggulangan PETI di wilayah Kabupaten Kotabaru pada tanggal 12
dan 13 Juni 2001 jumlah PETI, siock pile beserta peralatan-peralatan

kerjanya yang dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

et e it o A e et e
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Jumlah Lokasi Penambangan PETI di Kecamatan Saiui

Penambangan Jumlah
Pelaku 40 Pérusahaaanemilik
Lokasi PKP2B  yang 24 Titik Tempat Wilayah PT Al
diambil
Luas 211 ha

Sumber: Tim Investigasi dain Penanggulangan PETI Kabupaten

Tabel 4.

Jumlah Stock Pile PETI di Kecamatan Satui

Stock Pile Jumlah
Pelaku | 14 Perusahaan/Pemilik
Lokasi 13 Tempat
Luas 42,7 ha

Sumber; Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Tabel 5.

Jumlah Peralatan Berat PETI di Kecamatan Satui

Peralatan Jumlah
Excavator + 54 Unit
Bulldozer 17 Unit
Loader 21 Unit
Crusher 13 Unit

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten
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Tabel 6.
Jumlah Pelabuhan/Dermaga PETI di Kecamatan Satui

Pelabuhan/Dermaga Jumlah
Pelaku 22 Perusahaan
Lokasi ' 22 Tempat (20 tanpa ijin)

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Tabel 7.

Jumlah Pelaku dan Alat Angkut Operasi PETI di Kecamatan Satui
- Pengangkutan ' Jumlah
Tenaga Kerja "760 Orang (termasuk supir, operator dan
buruh) .
Alat Angkut 173 Dump Truck (termasuk 100 unit
Tronton yang berasal dari luar daerah
* Kalimantan Selatan) }

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Dari kegiatan-kegiatan PETT tersebut sedikitnya sekitar 315.500
Metrik Ton batubara yang telah dieksploitasi dan dikapalkan keluar
daerah baik antar pulgu maupun antarl‘ negara.' ~Yang - sangat
memprihatinkan  adalah dalam  pelaksanaannya usaha-usaha
'pértambangaﬁ batubara yang dilakukan oleh PETI tidak disertai dengan
suatu konsepsi pengelolaan lingkungan yang baik. Sehingga dalam
; prakteknya banyak ditemui lahan-lahan yang térbengkalai akibat upaya
eksploitasi batubara yang tidak bertanggung jawab. Secara persentase

~ dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup usaha
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pertambangan batubara yang dilakukan oleh PETI berada dalam
| | kategoﬁ 0% atau nihil..

Dengan demikian maka urgensi pengelolaan berkelanjufan
uséﬁa pertambangan batubara tidak mendapat tempaf dan perhatian
PETI sebagal‘im.ana mestihfa. Di sisi lain kendati upaya pengelolaan
lingkungan hidup usaha pertambéngan' batubara Yang dilakukan oleh

| para penambang llegal telah menunjukkan hasil yang cukup baik namun
masih terdapat sejumlah kekurangaﬁ yang ~cukup signifikan,

sébagaimana yang telah dijelaskah pada pembahasan di atas.

B. Upayz; dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Sért_a
Mengawasi Usaha Pertambangan Batubara

Jauh sebelum diaturnya usaha pertambangan di Indonesia, baik pada
masa penjajahan kolonialisme Belanda mielalui Indische Mijnwet (Staadsblad,
1899, No. 214) maupun pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945 melalui
Undang-undang No. 37l Prp 1960 tentang Pertambangan sebagaimana yang
telah diubah dengan UUPP, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi batubara di

Indonesia justru telah memulai aktivitasnya pada tahun 1849 di Pengaran,

Kalimantan Timur relalui suatu perusahaan milik pemerintah  kolonial

Belanda N.V, Qost Borneo Maatschappij.

Kendati demikian isu mengenai pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia baru dikenal sejak tahun tujuh puluhan, dan diformalisasikan dalam

Garis-garis Besar Haluan Negara mahun 1973-1978 Bab III pola
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Ipembangunan jangka panjang butir 10 dari pendahuluan, sebagaimana yang

dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus
digunakan secara rasional penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus
diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dilaksanakan
dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan

kebutuhan generasi yang akan datang.”

Hal térsebut kemudian diimplementasikan di lapangan melalui
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Il Tahun 1974-1579. Dalam
Bab 4, bab yang ‘secara khusus memuat aspek lingkungan hidup dalam
pengelolaan sumber daya alam.

Dari sudut pandang sejarah, keter'lambataﬁ isu pengelolaan lingkungan
hidup dalam usaha pertambangan {ersebut dilatarbelakangi kondisi sosial-
politik-ekonomi Indonesia yang belum stabil (mulai masa revolusi
kemerdekaan, pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga kejatuhan
Pemerintah Orde Lama pada tahun 1966). Saat itu kondisi negara Indonesia
babak-belur seperti halﬁya dewasa ini, konflik politik yang berkepanjangan,
inflasi yané' membubung tinggi hingga mencapai 600 % dan bahaya
disintegrasi nasional.

Walaupun jumlah utang luar negeri Indonesia tidak sebesar seperti

saat ini namun ekonomi nasional mengalami kebangkrutan. Oleh karena ifu

tidak salah begitu Pemerintah Orde Baru terbentuk prioritas pertama yang

dilakukan adalah langsung mengundang para investor asing masuk dan
beruszha di Indonesia. Kebijakan itu ditunjang oleh sejumlah regulasi di

bidang ekonomi-investasi mulai_dari UUPMA, UUPMDN, UUBP dan

.
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UUMGAS. Terpusatnya perhaﬁan pemerintah dibidang ekonomi-investasi

" ditambah  belum mengglobalnya isu mengenai lingkungan hidup

'inte:rrlasi‘onal]9 inilah vang menurut hemat penulis rherupakan faktor

penyebab keterlambatan p.enanganan isu pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia. |

Dalam era glol;:alislasi dan modernisasi ini pemanfaatan sumber daya

alam bagi pembangunan‘ seperti halnya usaha pertambangan batubara sudah

seharusnya sesuai dengan perseptif masyarakat dunia yang memiliki

kesadaran cukup tinggi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup

bagi kegiatan usaha.

Sejalan dengan itu kini perhatian mengenai pentingnya pengelolaan

“lingllc‘ungan hidup di -Indonesia télah terangkum dalam arah kebijakan
| pembangunan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No.
IV/MPR/IQ99 tentang. GBHN 1999 —2004 dan terdin‘ sebagai berikut
1. Mengelola sumber daya 'a;lam dan memelihara daya dukungnya agar
bermanfaat bagi peningkatan kesejaﬁteraaan rakyat dari generasi ke
generasi.

2. Meningkatkan pemanfaaétan potensi sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan

penggunaan, dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.

191 ihat Catatan Kaki Ne. 3, Bab I Tulisan ini, mengenai uraian Kosnadi Hardjasocmantri
tentang Sejarah dan Perkembangan Pengelolaan Lingkungan Internasional, Iebih lanjut silakan
simalc Keosnadi Hardjasoemantri, Op.cit, hal. 6-34.
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3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada
pemerintﬁh daerah dalam pelaksaﬁaan pehgelolaan sumber daya alam
secéra selektif dan pemeliharaan llingkﬁngan hidup sehingga kualitas
‘ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.

4. Mendayagunakan sumber dﬁya alam untuk S_ebesar—besarnya kemakmuran
rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan Ikeseimbangan
lingkungan hidup, p.embaﬁgunan yang berkelanjutan, kepentingan
ekonomi dan ‘budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang , yang
.pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkingkan pelestarian
kemampuan keterbaruan dalam pengelolaén sumber daya alam yang dapt

diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Dalam peneraﬁannya arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan
pemanfaa;tan sumber daya alam nasional ini secara operasional kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam. Program Pembangunan Nasional berdasarkan
Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

(Propenas). Mengingat pelaksanaan Propenas dilakukan pada era otonomi

daerah, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Propenas akan

menjadi sumber rujukan bagi perumusan Program Pembanguhan Daerah

(Propeda) di masing-masing wilayah.
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Disinilah krusialnya sinkronisasi Propeda dengan Propenas dalam
upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam®.
Disisi lain kondisi obyektif daerah-daerah di Indonesia yang padﬁ umumnya
belum memilik: konscp‘dan strategi yang. jelas dan terpadu dalam usaha
penegakan hukum dan- penataan lingkungan hidup pasca otonomi daerah,
Padahal masalah lingkungan -seringkali bersifat lintas sektor dan teritorial
sehuingga butuh penanganan yang cukup serius dan lebih komprehensif '
| ‘Selain digantungkan kepada kebijakan negara-pemerintah, upaya
pengelolaan lingkungan ini juga memerlukan peran aktif warga masyarakat
bukan"saja sebagai warga negara yang baik dan warga bangsa, tetapi juga
orang perorang sebagai pribadi.

Pasal lS UUPLH mengemukakan :

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat.

(2) Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang
berkaitan dengan peran dalam pengeiolaan lingkungan hidup.

(3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. :

Adapun Pasal 6 UUPLH menyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mencegah ~dan - menanggulangi  pencemaran  dan
pengrusakan lingkungan”

 Olch Siti Sundari Rangkuti Berdasarkan UUPLH, kewenangan dalam pegelolaan
lingkungan hidup dibagi menjadi dua yaitu kewenangan pengelolaan lingkungan hidup tingkat
nasional dan di daerah lebih jauh silahkan disimak Siti Sundari Rangkuti dalam, Hukum

Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press,
Surabaya, 2000, hal. 83-90
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Pasal 7 UUPLH menegaskan :

- (1)Masyarakat mempunyai kesemipatan yang sama dan seluas-luasnay
untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(2)Pelaksanaan ‘ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukaan dengan

cara:
a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan, '
b. Menumbuhkembangkan  kemampuan  dan kepeloporan
! ~ masyarakat; '

o Menumbuhkan  ketanggapsegeraaan  masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial; -

d. Memberikan saran pendapat; ‘

e. Menyampaikan informasi dan /atau menyampaikan laporan.

Peran serta aktif masyarakat dalam pengelolean  lingkungan

mempunyal jangkauan yang'sangat luas. Peran serta tersebut tidak hanya

keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan

organisasi dalam masyarakat.*' |
 Untuk itu‘ berikut secara berturut-turut akan diulas peranan pemerintah

daerah baik Pemérintah Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah

Kabupaten Kotabaru dalam pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan

batubara di daerah studi yang mencakup masa sebelum UUPD (Otonomi

Daerah) dan masa sesudah UUPD (Otonomi Daerah).

21 | ihat Koesnadi Hardjasocmantri dalam, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Da-
lam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal. 2.

i meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau

:
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1. Upaya dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan
| Ada 2 (dua). varisbel yang ingin dikelahui‘ tentang upaya dan
kewenangan Pemerintahl Propinsi Kalimantan Selatan® dan Pemerintah
I&abupaten Kotabaﬁ23 dalam pémbahasén sub bab ini.
Variabel yang pertama adalah upaya dan kewenangan Pemerintah Propinsi
Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam
Pengaturdn dan Pengawasan administlratif usaha pertambangan batubara,
yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi
. dan Kabupaten
Variabel yang kedua adalah upaya dan kewenaﬁgan Pemerintah
Propinsi Kélimantan Selatan dan Pemerintah ‘Kabupaten Kotabaru dalam
pengaturan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup -usaha
pertambangan batubara, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan
Pengendaii Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Sélatan
maupun Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daérah Kabupaten®™.
Dalam pengﬁimpunan kedua variabel tersebut dilibatkan unsur
Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten sendiri, dimana yiar'lg
menjadi narasumber dalam penelitian lapangan ini adalah Wakil
Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan H. Husin' Kasah dan Wakil

Bupati Kotabaru Dr. Ir. Rizali Achmad, Msc, Adapun Gubernur

22 Gelanjutnya Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dalam tulisan ini akan disebut
Pemerintah Propinst. :

2 Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam tulisan ini akan disebut
Pemerintah Kabupaten.
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Propinsi Kalimahtan Selatan Drs. H Sjahriel Darham maupun Bupati
Kabupaten Kotabaru H. Sjahranie Mataja tidak berhasil ditemui
karena alasan yang berbeda. Gubernur Kalimantan Selatan tidak dapat
ditemui karena sedang melakukan perjalanan dinas ke Australia dah sudah
mewakilkan dirinya pada Wakil Gubernur, sedangkan Bupati Kotabaru
tidak berhasil ditemui dikarenakan sedang mengikuti Sekolah Staff dan
Pimpinan di Bandung, N

Berikut hasil yang dapat dihimpun dari penelusuran data sekunder
Iﬂilik instansi-instansi terkait yang kemudian dilengkapi dengan hasil
wawancara yang mendalam dengan para narasumber dan dikupas secara

yuridis formal,

a. Sebelum Undang—undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Otonomi Daerah)
1) Upaya dan Kewenangan dalam Pengaturan Prosedur-Administratif
Usaha Pertarnbangaﬁ Batubara
Pada masa Pemerintahan Orde Baru sistem politik dan ekonomi
nasional sangat sentralistik. Semua hal-hal yang berkenaan dengan
penanganan dan pengelolaan sumber daya alam nasional yang
strategis dan vital berada ditangan Pemerintah Pusat Republik

Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi

: * Selanjutnya Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan
~ Selatan dan Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotabaru akan disebut
Bapedalda Propinsi dan Bapedalda Kabupaten
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melalui Departemen Pertamt;angan dan Energi®, tanpa sedikitpun
ada ﬁpéya pendelegasian kewenangaﬁlewenangan tersebut kepada
Pemerintah Daerah baik ditingkat I dan tingkat II. |

Begitu pula halnya dengan usaha pertambangan batubara,
sebelum adanya UUPD melalui UUPP dan PP. No. 32/1969
Pemerintah Daerah hanya diberikan kewenangan mengatur dan
mengawasi ﬁsaha pertambangan bahan galian C (diluar bahan galian -
strategis/A dan Vital B), padahal sebagai kebijakan publik yang
bersifat sektoral séperti ﬁalnyal usaha pertambangan Pemerintah
Daefah seharusnya turut dilibatkén.mengingat obyek—olbyek tersebut
berada di wilayah administrasinya®.

Berpijak | dari lan&asan yuridis inilah maka dilakukan
pengkajian dan penelusuran terhadap upaya dan kewenangan
Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerab Tingkat I
Kalimantan Selatan®’ dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotabaru®®
dalam hal pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan

batubara.

Untuk pengaturan usaha pertambangan batubara sebagaimana

vang telah dijelaskan diatas pihak Pemerintah Daerah tidak .

¥ Selanjutnya Pemerintah Pusat Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri
Pertambangan dan Encrgi Melalui Departemen Pertambangan dan Energi) dalam tulisan ini akan
disebut Pemerintah Pusat

* Wawaricara dengan Pihak Dinas Pertammbangan dan Energi Propinsi Kalimantan

Selatar, Banjarbaru, 14 Juni 200

*’ Selanjutnya Pemerintah Dacrah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam tulisan ini akan
disebut Pemerintah Daerah Tingkat 1 ' ‘ ‘

L e
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mendapat pendelegasian kewenangan pengaturan pertambangan
untuk bahan galian A dan B (termasuk batubara) dari Pemerintah
Pusat. Pihak- Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah
Daerah Tingkat I semata-mata hanya dilibatkan dalam taraf
“konsultasi” ketika Pemerintah Pusat sedang memproses permintaan
Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana yang
ditetapkan dalam -

Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang masing-masing sebagai
berikut:

“Sebelum  Menteri menyetujui sesuatu  permintaan  Kuasa
Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi,
maka terlebih dahulu Menter akan meminta pendapat dari
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan”,

“Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atan mereka yang
berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya
pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 3 (tiga) sesudah dikeluarkannya surat permintaan

pendapat mengenai Kuasa Pertambangan termasuk pada ayat (1)
pasal ini”, ‘

“‘Gubernur/Kepala Daerah  Tingkat 1 yang  bersangkutan

menyampaikan keberatan termaksud pada ayat (2) pasal ini kepada
Menteri dalam wakty sesingkat-singkatnya dengan disertai berita
acara yang memuat alasan-alasan daripada keberatan-keberatan

tersebut”.

“Keberatan termaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diterima oleh

Menteri hanya apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata
akan merugikan rakyat/penduduk setempat”™,

“Jika dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal
dikirimkannya permintaan pendapat termaksud pada ayat (1) pasal
ini kepada Gubernur/Kepala Dearah Tingkat I yang bersangkut,

* Selanjutnya Pémerintab Daerah Tingkat IT Kotabaru dalam tulisan ini akan disebut
Pemerintah Daerah Tingkat 11
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dari konstelasj politik dan kepentingan ekonomis Pemerintah Pusat
yang mendapat pembagian lebih begar dalam hal pemungutan iyran

dan royalti ysaha bertambangan batubars sebesar 13,59

2) Upaya dan kewenangan dalam Pengelolaan dan Pengawasan

Lingkungan Hidup Usaha Pertambangan Batubara,

kewenangan Pemerintah Daerapy dalam Penanganan dan pengelolaan
sumber daya alam yang strategis dan vitg] terbuka melajy; kebijakan
yang 'bersif‘at umum  sepert; pengelolaan lingkungan hidup.
Dibandingkan dengan kewehangan dan upaya dalam pengaturan

prosedur-administratif usaha * pertambangan batubara maka

kewenangan dan Upaya yang dapat dilakykan dalam pengelolaan dan

pengawasan lingkungan hidup i cenderung  Jebih besar,

sebagaimana yang tertuang dalam -
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Pasal 12 UUPLH, sebagai berjkyt :

“Untuk mendapaticay keterpaduan dan keserasian pelaksanaay
te

kebijaksanaan nasiona] ntang pengelolaan lingkungan hidup,
Pemerintah dapat

2. Melimpahkap wewenang tertent, pengelolaan Iingkungan Hidup
kepada Perangkat dj wilayahnys,
b. Mengikutsertakan peran pemerintap daerah upgyk Membanty

ayat (3) UUPLY yaity
“Dalam hg WEwenang Pengawasan diserahkan kepada Pemerintah

daer_ah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang
melakukan pengawasan>

Pemulihan ataq beban biaya Penanggung jawat usaha dan atay
kegiatan lajn kecualj ditentukan Jajn oleh Undang-undang” ayat (1),

Darj Penelusuran  dap inventarisas; terhadap kebijakan

Pemerintah Daerah Tingkat 1 (Pra UUPD-Otonomj Daerah) maupun

—
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bertambangan - batubarg yang  tidak mentaay pn'nsip—pn'nsip
pengelolaan Iingkungan hidup  ysapa bertambangan batubara

sebagaiman‘a}{yang telah ditetapkan dalam UUPP,

dan kesungguh-sungguhan dalam melakykan fungs; administrasi dan

penegakan  hykym usaha bertambangan batubara yang
mengenyampingkan Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidupnya

sebagaimana yang diamanatkan dalam U UPLH.
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Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penanganan dan penertiban
usaha pertambangan batybarg yang tidak memperhatikan ‘aspek
pengelolaan berkelanjutannya. Baik ity yang dilakukan oleh para
penambang pemilik PKP2B Maupun PETI. Padahal disebagian
wilayah Kalimantan Selatan khususnya gj Kecamatan  Satyi
Kabupaten Kotabaru masyarakat sudah mengeluhkan dampak-
dampak lingkungan yang mereka terimg,

Dampak lingkungan yang paling banyak dikeluhkan oleh

masyarakat adalah adanya pencemaran udara, pencemaran air dan

pencemaran tanah,  permukaan usaha pertambangan batubara,

Sebagian besar péncemaran udara yang terjadi akibat kontribusi darj
kegiatan pengangkutan  batybars yang dilakukan oleh PETI

sedanigkan untuk pencemaran ajr kedua belah pihak baik para

pemilik PKP2B (PT. Arutmin Indonesia) maupun PET] (khususnya

pemilik dermaga-siock Pile) sama-sama memiliki peranan tersendiri.
Adapun pencemaran tangh yaitu terjadinya abrasi, terjadi akibat
kegiatan pengerukan alur muyara Sungai Satui oleh PT.Arutmin
Indonesia.

B Pemerintah Déerah Tingkat T hanya berkuytat membentuk dan
membongkar paséng Tim Penertiban Pertambangan Batubara yang
kinetjanya sendiri hingga dewasa inj belum memberikan hasil nyata

sebagaimana yang diharapkan seluryh pihak, masing-masing pada
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tahun 1992 melalm Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan®

No. 13]8/1992 tahun 1996 melalu1 SK ' Gubernur No 17/1996,
tahun 1998 meIalm SK Gubernur No. 0335 A/1998, tahun 1999
melalui SK Gubernur -Ne. 227/]999 dan tahun 2000 melalui SK

Gubemur No. 0134 dan 0138 Tahun 2000,

Dari catatan diatas tercatat Pemerintah Daerah Tingkat 1

telah 5 (lima) kali mengeluarkan SK mengenai Penertiban

Pértambangan Batubara tanpa ada satupun Peraturan Daerah yang

menjadi landasan hukumnya. Padahal mengacu kepada hirarkhi
peraturan .perundang-undangan yang lama dan yang baru
(berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/ 1966 dan TAP MPR No.
III/MPR/ZOOO) dan Prinsip Hukum Administrasi Negara (yang
terdapat dalam Asas-asas Umum Pemenntahan yang Baik) SK

Gubernur merupakan penjabaran teknis Peraturan Daerah. Dengan

kata lain adanya SK Gubernur harus selalu merupakan dernvasx darl g

penerapan suatu Peraturan Daerah Selama tidak ada Peraturan
Daerah mengenai penanganan dan penernban pertambangan
batubara di Propinsi Kalimantan Selatan maka efektifitas dari setiap
kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah setempat akan selaly

menjadi tidak optiral

Selan_]utnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisan ini akan
discbut 8K Gubernur.
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Selain itu kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I yang paling
membingungkan adalah dikeluarkannya Kebijakan 1 Januari 2000
mengenai Pelarangan Truk angkutan Batubara Melalui Jalan Negara.

Dalam Hirarhki peraturan perundang-undangan® tidak ada
produk hukum yang memiliki kekuatan hukum kemampuan
memaksa jang bernama Kebijakan. Bagaimana ‘suatu kebijakan
resmi pemerintah baik Pemerintah Pusat mauﬁun Pemerintah Daerah
Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II dapat efektif dan dapat
dipertanggung jawabkan apabila statusnya sendiri tidak jelas dalam
sistem hukum nasional.

.Disiﬁilah penyimlpangan normatif itu térjadi, dengan melihat
jumlah SK yang'dikeluarkan kiranya dapat diperkirakan betapa
urgen dan meﬁdesak_nya penanganan pertambangan batubara di
Propinsi Kalimantan Selatan termasuk juga dalam hal ini daerah
studi penelitian. Dengan kompetensi mutlaknya yang bersama-sama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I*' mampu mengeluarkan
suatu Peraturan Daerah dan atas dasar kewenangan ‘yang
didelegasikan kepadanya, Gubernur sebagai’ pemegang otoritas

(Pasal 12 UUPLH) di daerah seharusnya tidak secara berturut-turut

terjebak dalam kesalahan yang sama.

*® Baik dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan TAP MPR No. II/MPR/2000
tentang Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan Nasional tidak ditemui produk hukum yang
bernama kebijakan, Imi membuktikan bahwa aparatur daerah tidak memilki pemahaman dan
peungertian teknis yang memadai tentang asa dan sistem hukum nasional. '

3 Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Tingkat I dalam Tulisan ini akan disebut
DPRD Tk 1,
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Data lain yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber di
instansi-instanst terkait menunjukan begitu banyéknya wilayah
Kalimantan Selatan yang telah dikapling-kapling oleh para pélaku
usaha pertambangan batubara sebagai wilayah KP nya. Yang
menjadi pertanyaan mendasar disini adalah apakah KP-KP yang
mereka miliki tersebut benar-benar merupakan KP yang diberikan
i’emerintah Pusat melalui PKP2B oleh karena banyaknya ketentulan~
ketentuari sebagaimana yang diharuskan oleh UUPP dan UUPLH
beserta peraturan pendukungnya tidak terpenuhi.

Dalam penelusuran di daerah studi terdapat kecenderungan
banyak wilayah yang dinyatakan memiliki PKP2B namun sama
sekali tidak aktivitas usaha pertambangan batubaranya. Temuan
yang didapati di"Kecarnatan Satui sebenarnya hanyalah ibarat sebuah
bongkahan “ujung gunung es” yang dibawah permukaannya
memiliki sejumlah permasalahan yang jauh lebih besar dan
kompléks.

Berikut akan disebutkan satu persatu beberapa contoh fakta

pelanggaran usaha pertambangan batubara dan pengelolaan

lingkungan hidup yang ditemui di daerah studi dan seharusnya

ditangani oleh Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan

kewenangan yang dimilikinya, misalnya:

a) keharusan untuk segera melaksanaan atas PKP2B yang berisikan KP

eksplorasi dan KP eksploitasi dalam jangka waktu tertentu

e o e -t e = 8 e e
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 dan 41 ayat (1) UUPP
sebagai berikut:

Pasal 40 UUPP;
“Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri:

a. Jika ternyata bahwa pekerjaan-pekerjaan belum dimulai dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa -

Pertambangan tersebut.
b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan
- dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti-rugi atau pihak ketiga
atau sebelum dibenkan jaminan termaksud dalam Pasal-pasal 25,
26 dan 27 Undang-undang Pokok Pertambangan.”

Pasal 41 ayat (1),

“Dengan memberitahukan 6 (enam) bulan sebelumnya, Menteri
dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal
tersebut di bawah ini:

a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa
Pertambangan tersebut,

b. jika ternyata peketjaan eksploitasi sebelum dimulai dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan
tersebut;

- c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-

pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau
sebelum diberikan jaminan termaksud dalam Pasal-pasal 25, 26
dan 27 Undang-undang Pokok Pertambangan;

d. jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa
pemberitahuan kepada Menteri telah meninggalkan usaha
pertambangan lebih dari 6 (enam) bulan.

“Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah
diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk
membela kepentingannya”.

“Pembelaan kepentingan termaksud pada ayat (2) pasal ini harus

dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah

pemberitahuan Menteri tentang maksud akan dibatalkannya Kuasa
Pertambangan Eksploitasi tersebut”.

. PETI yang menambangan di wilayah PKP2B penambangan legal

tidak membangun dan memiliki fasilitas pemeliharaan baku mutu




167

lingkungan sehingga dapat dikategorikan melanggar Pasal 14
UUPLH jo PP No. 29 Tahun 1990. tentang Pengénda!ian Pencemaran
Air dan PP No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambient,
Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990
tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air serta SK
Gubernur No. 28 Tahun 1994 tentang Penggolongan Badan air, Baku
- Mutu dan Peruntukan Air di Kalimantan Selatan.

Pasal 14 ayat (1), (2) dan ((3), yaitu ;

(1)Untuk - menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap
usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan
kriteria baku kerusahkan lingkungan hidup.

(2)Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan
dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan  daya
tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3)Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya
dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

. Banyak penambang Jegal (khususnya selain PT. Al) dan PETI yang
tidak memilki AMDAL s;bagaimana yang tertuang dalam Pasal 15
dan 18 UUPLH jo PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. |
Pasal 15 ayat (1) dan (2) yaitu : |

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat
menimbulkan dampak besar besar dan penting terhadap
lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak
lingkungan hidup.

(2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkunagn
hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara
penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan
hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan o
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c. Para penambangan /egal dan PETI (khususnya selain PT. Al)
tidak memiliki fasilitas pengelolaan limbah usaha sebagaimana
vang disyaratkan dalam teori penambangan yang baik dan benar -
serta Pasal 16 UUPLH.

Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) yaitu : |

(1) Setiap penanggung jawab usaba dan/atau kegiatan wajib
melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau/kegiatan,

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan
limbah tersebut kepada pihak lain.

(3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur leblh lanjut dengan
Peraturan Pemenntah

d. Para penambangan /legal (selain PT. AI) apalagi PETI Tidak
memiliki fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun ‘sebagaimana yang dirckomendasikan dalam teori
penambangan yang baik dan benar serta tertuang dalam Pasal 17
UUPLH jo PP. No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun dan diubah melalui PP No. 85
tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah B3),

Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) yaitu :

(1) Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib .

melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

(2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi
menghasilkan, mengangkut, mengedarkan menyimpan,
menggunakan dan/atau membuang.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pasal ini diatur lebih fanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
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. Kewajiban reklamasi dan revegetasi sebagaimana yang tertuang
dalam Pasal 30 UUPP dan. keputusan Direktur Jenderal
Pertambangan  No. 336k/271/DDJIP/1996 tentang  Jaminan
Reklamasi.

Pasal 30 yang berbunyi ;
“Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada
Suatu tempat pekerjaan, ‘pemegang kuasa pertambangan yang
bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa,
sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya
lainnya bagi masyarakat”

Dari sejumlah bukti-bukti otentik tersebut pihak Pemerintah

Daerah Tingkat 1 melaluj Gubernur  selaku Kepala Daerah

seharusnya sudah dapat mengambil upaya-upaya konkrit penanganan

dan pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara

seperti :

- Penanganan secara persuasif seperti menginstruksikan pelaku usaha

pertambangan batubara (terutama yang legal) melakukan Audit
Lin;rkungan, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut

Pasal 28 yaity :

“Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan,
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
untuk melakukan audit lingkungan hidup”.

Ketentuan Pasal 28 diperincikan dalam Pasal 29 ayat (1-5) sebagai

berikut:

(1) Menteri yang berwenang memerintahkan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan umtuk melakukan audif lingkungan
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hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan yang diatur datam: Undang-undang ini.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan
untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan
perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak
melaksanakan perintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga
untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri. .

(5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud ayat (1).

. Upaya penanganan dan penertiban secara represif seperti melakukan

penegakan hukum (dalam hal ini Hukum Administrasi) sebagaimana
yang | dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (1) mengenai Paksaan
Pemerinféh serta Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) méngenai Pencabutan
ijin usaha, |

Dalam Pasal 25 ayat (1) UUPLH dinyatakan :

“Gubernur/Kepala daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaaan
terhadap. penanggung jawab wusaha dan/atau kegiatan untuk
mencegah dan mengakhiri terjadinya = pelanggaran, serta
menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran,
melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau
pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang™

Sedangkan Pasal 27 UUPLH menyatakan :

“pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan ijin
usaha dan/atau kegiatan™

“Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut ijin usaha
dan/ztau kegiatan kepada pejabat yang berwenangan”
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“Pejabat yang telah berkepentingan dapat mengajukan permohonan
kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut jjin usaha dan/atau
kegiatan karena merugikan kepentingannya”,

Sampai dengan datangnya era Otonomi Daerah pasca UUPD awal
tahun 2001 lalu pihak Pemerintah Daerah Tingkat I melalui Gubemnur
selaku Kepala Daerah baru mengambil satu kebijakan “penting” (di luar
bongkar pasang pembentukan Tim Penanganan dan Penertiban
Pertambangan Batubara sebanyak 5 X tanpa satupun berlandaskan Perda)
yaitu Kebijakan 1 Januari 2000 tentang Pelarangan Truk Angkutan
Batubara Melalui Jalan Negara. Upaya itupun tidak berlangsung lama
karena 4 (empat) bulan kemudian kebijakan tersebut di cabut oleh
Gubernur Kalimantan Selatan yang baru terpilih, kendati walaupun tidak
jelas status hukuﬁmya upaya tersebut mampu menngurangi jumlah PETI di
Kalim;'mtan Selatan berikut hasil-hasil batubara ilegalnya.

Pihak Bapedalda Propinsi sendiri dalam hal ini tidak dapat berbuat

banyak karena tidak adanya wewenang untuk mengambil inisiatif atau

- tindakan' yang berkenaan dengan penanganan dan penertiban usaha

pertambangan batubara yang tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan
‘hidup. Bapedalda Propinsi hanya dapat melakukan pendataan, pengawasan
secara berkala dan memverifikasi setiap permohonan dokumen AMDAL
yang digjukan tanpa ada kewenangan untuk mengambil tindakan langsung
atau memberikan sanksi terhadap setiap pelaku usaha pertambangan

batubara yang melanggar ketentuan tersebut.




Inilah kerancuan yang dimilki oleh Bapedalda Propinsi, sebagai
badan pengehda]i, Bapedalda Propinsi tidak memliki kekuatan imperatif
untuk mengefektifkan kewenangan yang dimilikinya, Bapedalda Propinsi
hanya ldapat sebatas memberikan tembusan dan laporan pengélo}aan
lingkungan hidup kepada Gubernur selalu Kepala Daerah setempat untuk
ditindaklanjuti. lbisinilah terjadi kemacetan tersebut, oleh karena apabila
Gubernur tidak mem”follow up” laporan Bapedalda Propinsi tersebut maka

Bapedalda Propinsipun tidak dapat berbuat apa-apa’?.

Hal yang demikian tidak lepas dari konsepsi Bapedalda baik

Bapeldalda Propinsi maupun Bapeldalda Kabupaten yang secara umum

hanya sekedar membina dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi di
bidang pengerdalian dampak lingkungan dengan instansi peme‘rintah‘ dan
organisasi lain dalam maupun luar negeri, sesvai dengan Pasal 2 dan 3
Keputusan f’residen Né. 10 Tahun 2000 tentang Pengendalian Dampak
Lingkungan. |

Dengan konsep sebagai lembaga pemerintah non—departemen.yang
tidak mempunyai wewenang administratif struktural baik di pusat maupun
di daerah dan kualitas sumber daya manusia yang masth jauh dari standar
kelayakan profesional tidak heran kalau Bapedalda Propinsi dan
Bapedalda Kabupaten tidak dapat berbuat secara efektif dan optimal dalam

pengelolaan lingkungan di daerah.

* Wawancara dengan pihak Bapedalda Propinsi Kalsel, Banjarmasin 18 Juli 2001




173

b. Sesuda’h Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah (Otonomi Daerah)

1) Upaya dan Kewenangan dalam Pengaturan  Prosedur-

Administratif Usaha Pertambangan Batubara

Ditengah euphoria politik dewasa ini harus diakui bahwa
beban Pemerintah Propinsi akan semakin bertambah mengingat
tidak meratanya kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah
padahal Otonomi Daerah menuntut kestapan aparatur daerah
dalam melaksanakan kewena.ngan—kewenangan Pemerintah Pusat
yang telah didelegasikan kepada Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten di daerah,
walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan
selektif dengan melihat kesiapan daerah masing-masing,

Para pembuat kebijakan (khususnya pemerintah di daerah)
belum mampu memadukan antara kebijakan publik yang bersifat
dan berdimensi umum dengan kebijakan publik yang bersifat dan
berdimensi sektoral. Terbukti banyak kebijakan yang tidak jelas
arah maupun tujuan serta status hukumya yang ditetapkan oleh
Pemerintah Propinsi.

Ketidakjelasan ~ pembatasan-pembatasan pelimpahan
mandat hukum dalam kebijakan-kebijakan publik yang bersifat
umum dengan kebijakan-kebijakan publik yang bersifat sektoral

bahkan tetap terjadi di era Otonomi Daerah ini.. Misalnya
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bagaimana  ruang lingkup . kewenangan daefah dalam
pendayagupaan‘ sumber daya alam, beserta pengelolaan aspek-
aspek lingkungan hidupnya.

Salah satu contoh pengaturan yang dipandang masih
menimbulkan kebingungan bagi sejumlah kalangan adalah masih
kaburnya kewenangan pemérintah daerah yang berkaitan dengan
pemberian dan pengaturan in usaha pertambangan umum
(khususnya selain minyak dan gas bumi). Baik Unda.ng‘— undang
No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maupun
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom®*,

Dalam kedua peraturan tersebut terdapat 2 (dua)
kecenderungan yang terkesan saling bertolak belakang satu sama
lainnya. Kecenderungan  pertama mengesankan  bahwa
kewenangan dalam pendayagunaan sumber daya alam (termasuk
usaha Pertambangan batubara) masih dipegang oleh Pemerintah
Pusat. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan — ketentuan sebagai
berikut :

Dalagn UUPD
| Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

“Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik

33 Selanjutnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam
tulisan ini akan disebut UUPD.,

3 Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dalam tulisan ini akan dissbut PPKP-KPSDO
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luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama serta kewenangan bidang lain,”

“ Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi  kebijakan tentang  perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan
keuangan, sistem administras negara dan lembaga perekonoraian

hegara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta -

teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi
nasional.”

Pasal 1] ayat (2) :

“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan
dan koperasi,”

Dalam PP KP-KPSDO
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Bab Ii tentang Kewenangan Pemerin;tah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom menyatakan :

“Kewenangan Pemerintal: mencakup kewenangan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”

* Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi  kebijakan  tentang  perencanaan - nasional dan
pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan
keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta

teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi

nasional.”

Sementara itu kecenderungan kedua yang mengesankan
kewenangan pengelolaan dan pengaturan fiin sumber daya alam
(termasuk usaha pertambangan batubara) telah diberikan kepada
Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota-Kabupaten. Hal ini

bisa dilihat dalam ketentuan — ketentuan sebagai berikut :
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Dalam UUPD

. Pasal 10 ayat (1) menyatakan -

“Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang

tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara
kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”,

Dalam PP KP-KPSDO

Pasal 3 ayat (3) angka 3 bufir b mengenai Kewenangan Propinsi

Dalam Bidang Pertambangan dan Energi yaitu :

“Pemberian ijin usaha inti pertambangan umum lintas

Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi”,

Am'bival;ensi . dan  ambiguitas interpretasi terhadap
substansi yang terdapat dalam UUPD dan PP KP-KPSDO dapat
menimbulkan  ekses  yang negatif-kontrapruduktif  bagi |
peleksanaan era otonomi daerah di Indonesia, sebab
bagaimanapun masalah pendayagunaan' sumber daya alam
nasional memiliki sifat yang sangat sensitif mengingat berkaitan
erat dengan péndapatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Propinsi, Kota serta Kabupaten, Pada titik persinggungan inilah
konflik kepentingan ~vested oriented) akan sangat rentan terjadi.

Kendati berdasarkan analisis yuridis diatas kewenangan
Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan dan pengaturan ijin inti

usaha pertambangan lintas Kabupaten/Kota masih menimbulkan

‘perdebatan, padahal di lain pihak Pemerintah Pusat dalam waktu
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dekat ini akan melakukan penyerahan dokumen administrasi
(termasuk dokumen PKP2B) kepada Pemerintah Propinsi akhir
Agustus 2001.

Dari sejumlah data dan keterangan narasumber di
lapangan, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPD dan Pasal 3 ayat
3 langka 3 butir b PP KP-KPSDO penyerahan dokumen
adm{m'strasi (termasuk diduga PKP2B) diartikan sebagai
penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat pula dalam usaha
pertambangan batubara®. Dengan kata lain, Pemerintah Propinsi
memiliki wewenang dalam pengaturan usaha pertambangan
batubara di wilayahnya serta pengawasan usaha pertambangan
batubara khususnya yang bersifat lintas Kota/Kabupaten.
Disebutkan ada 2 (dua) hal yang hérus diperhatikan dalam era
Otonomi Daerah yaitu kewenangan tertentu bagi Pemerintah
Pusat, yaitu kewenangan yang luas bagi Pemerintah Prdpinsi dan
kewenangan yang seluas-luas serta terukur bagi Pemerintah Kota
atau Pemerintah Kabupaten. Interpretasi-interpretasi itulah yang

menjadi pijakan dan dasar hukum pihak Pemerintah Propinsi.

% Uraian Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan Ir.
Tata Suhendis dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan H. Husin Kasah , Wawancara,

Banjarbary, 9 Juli 2001,
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2) Upaya dan kewenangan dalam Pengelolaan dan Pengawasan

Lingkungan Hidup Usaha Pertambangan Batubara.

Mengenai upaya dan kewenangan dalam pengelolé.an
lingkungan hidup usaha pertambangan Battlbara reIaﬁf tidak ada
perubahan yang signifikan pasca era‘ Otonomi Daerah. Yang
terjadi justru semakin bertambahnya jumlah kasus pencemaran
li.ngkungan usaha pertambanga.n batubara di Kalimantan Sélatan
khususnya di daerah studi, Kecamatan Satui.

Pencemaran lingkungan yang terjadi adalah terabrasinya
data;aiv’ permukaan Tanah yang terletak di Desa Muara Satui
Barat dan Desa Muara Satui Timur, Dalam penelusuran yang
dilakukan kurang lebih sekitar 500 meter persegi luas permukaan

tanah yang terabrasi yang terdiri dari 4 (empat) buah rumah dan

18 buah pohon kelapa milik penduduk setempat. Dari penuturan

warga, intensitas abrasi yang terjadi di wilayahnya meningkat
dengan sangat pesat sejak adanya kegiatan pengerukan alur muara
Sungai Satui oleh PT. Al, yang terdapat tepat di seberang

perkampungan tersebut. Akibatnya sedikit demi sedikit

permukaan tanah yang perkampungan mengalami pengrunan,

Kondisi yang demikian berlangsung sekian bulan sehingga

memasuki bulan yang ketiga abrasipun. tidak dapat terhindarkan

lagi.
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Ketika penulis mengkonfirmasikan hal tersebut kepada
pihak yang berkompeten seperti Pemerintah Propinsi dan
Kabupaten termasuk pihak Dinas Pertambangan dan Energi
Propinsi dan Kabupaten, serta Bapedalda Propinsi maupun Kabu-
paten tidak ditemui data-data mengenai kegiatan pengerukan alur
muara Sungai Satui, Pihak Pemerintah Propinsi berargumen
bahwa segala urusan yang berhubungan dengan. prosedur
administras1 perijinan dan dokumen AMDAL kegiatan yang
terdiri dari Unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemantauan
Lingkunganmsepehuhnya merupakan urusan pemilik kegiatan
usaha yaitu PT. Al dan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh
Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Pihak
Pemerintah Propinsi sama sekali tidak pernah dilibatkan dan
diberikan tembusan resmi mengenai keberadaan wusaha
pengerukan alur muara Sungai Satui. Oleh karena itu tidaklah
mengherankan ketika terjadi abrasi dan aksi pendudukan serta
penahanan kapal keruk oleh masyarakat, pihak Pemerintah
Propinsi terlambat mengantisipasi sehingga berakibat timbulnya
kemarahan dari masyarakat di kedua desa tersebut.

Terlambatnya  upaya  penanganan  secara  dini

mengakibatkan cksistensi Pemerintah Propinsi dipertanyakan oleh

masyarakat bahkan dalam pengamatan yang dilakukan di

3% Selanjutnya unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemantauan Lingkungan dalam
tulisan ini akan disebut UKL dan UPL.
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lapangan. terkesan adanya sikap saling tuding antara pihak-pihak
yang terkait. PT. Al mengaku sudah mempercayakan usaha
pengerukan alur melalui jalur yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen AMDAL
kegiatan yang meliputi UKL dan UPL dan melakukan upaya
6bservasi mendalam terhadap lokasi kegiatan dengan melibatkan
sejumlah konsultan dan melaporkannya kepada Pemerintah Pusat.
Sementara pihak Pemerintah setempat (Pemerintah Kabupaten)
berkilah bahwa jangankan pihak mereka, pihak Pemerintah
Propinsi saja tidak mendapat tembusan laporan tersebut sehingga
tidak dapat melakukan upaya moniroring sebagaimana mestinya,

oleh karena itu ketika terjadi konflik baik Pemerintah Propinsi

- maupun Kabupatenpun praktis tidak mempunyai data yang cukup

untuk mengambil inisiatif penanganan maupun penyelesaian
masalah secara dini.

Argumen 1nilah yang f:ukup memprihatinkan, sebab
sebagai aparatur negara sudah seyogyanyalah apabila Pemerintah
Propinst diminta atau tidak diminta, tahu atau tidak tahu suatu
pokok permasahan; memiliki tanggung jawab moral untuk -
mengambil inisiatif monitoring terhadap jalannya suatu kegiatan
usahélyang melibatkan atau setidak-tidaknya berdampak terhadap
kepentingan masyarakat yang ada di wilayah kewenangannya.

Terlepas dari perdebatan apakah itu merupakan kompetensinya
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atau bukan, namuﬁ satu hal yang pasti pihak Pemerintah Propinsi
tidak tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi usaha
dan pengelolaan lingkungan pertambangan batubara di daerah
studi. Baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi
cenderung menggunakan pola lama yaitu masih berkutat di
seputar pembentukan tim penanganan dan penertiban
pertambangan batubara yaitu dengan membentuk Tim Koordinasi
Penanggulangan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin sebagai
tindak lanjut keluarnya Instruksi Presiden No. .3 tahun 2000
tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan
Tanpa ljin"’. Pembentukan tim ini lagi-lagi sampai saat ini tidak
disertai oleh suatu konsep penanganan yang terpadu dan
menyeluruh serta dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah
mengenai penertiban dan peﬁanggulangan PETI baik di tingkat
Kabupaten Kotabar: dan di Propinsi Kalimantan Selatan,

Tim tersebut justru mengambil tindakan-tindakan yang
kontra-produktif dengan pembentukan tim, seperti melalw

Pengumuman WNo. 021/Se¢k/Tim/VII/2000 mengeluarkan 1jin
/

dispensasi bagi pengeluaran hasil batubara PETI yang dibekukan

(dead stock) di beberapa stock pile dengan alasan tidak produktif

dan mengambil uvang pungutan dari PETI terhadap penggunaan

7 Selanjutnya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2000 tentang Koordinasi Penangulangan
Masalah Pertambangan Tanpa Ijin dalam tulisan ini akan disebut sebagai IP-KPMPETY.
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j"alan"ncgara tanpa suatu pertanggung jawaban keuahgau yang
transparan,

Dengan demikian bisa dféimpulkan bahwa baik sebelum
era Otonomi Dearah maupun sesudah era Otonomi Daerah
Pemerintah | Propinsi _';idak pernah mengambil satu kebijakan

strategis yang terpadu, menyeluruh dan sistimatis terhadap

- keberadaan PETI dan Penambang /egal yang mengeyampingkan

upaya pengelolaan lingkungan. Pemerintah Propinsi justru
mengambil sikap pasif, tidak profesional dan proporsional dalam
mengahadapi masalah tersebut sehingga dengan kata lain pihak
Pemerintah Propinsi menurut hemat penulis tidak menggunakan
kewenangan yang dimilikinya secara optimal dan sungguh-
sungguh dalam mengatur dan mengawasi usaha pertambangan
batubara di Kalimantan Selatan.

Indikator yang digunakan adalah belum adanya Perda
mengenat penertiban dan penanganan PETI, jumlah PETI dan
stock pile yang semakin meningkat, bel®1 adanya keseragaman

data mengenai para pelaku usaha batubara yang beroperasi,

minimnya pemilik PKP2B yang memiliki AMDAL dan upaya .

penegakan hukum terhadap pelaku nsaha pertambangan batubara

yang melanggar ketentuan UUPP dan UUPLH,
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2. Gpaya dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru

a. Sebelum Undang-undang No. 22 tentang Pemerintah Daerah

(Otonomi Daerah)

Melihat pembahasan mengenal upaya dan kewenangan
Pemerintah Propinsi dalam pengaturan dan pengawasan usaha
pertambangah batubara baik dari sudut pengaturan  prosedur-

administrasi yang tidak signifikan karena situasi dan kondisi sosial

- politik pada walktu ‘Orde Baru yang sangat sentralistik, maka tidaklah

berlebihan apabila disimpulkan peranan -Pemerintah Kabupaten

.dalam hal ini lebih-lebih lagi tidak signifikan. Kesan yang timbul

adalah Pemerintah Kabupaten tidak lebih dari “tukang stempel”
semata dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengaturan prosedur-
administrasi usaha periambangan batubara.

Untuk kcwenan.gan dalam Bidang pengelolaan dan
pengawasan tfingkungan hidup usaha pertambangan batubara di
daerah studi, Pemerintah Kabupaten Juga pasif dalam mengambil
tindakan pencegahan. Menurut data yang berhasil dihimpun, tidak

ada kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menertibkan PETI yang

keluar selama masa sebelum era Otonomi Daerah, ini dibuktikan dari

tidak ditemukannya satu lembarpun produk-produk hukum yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum era Otonomi

Daerah  yang bertujuan menangani  dan menertibkan usaha‘
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pertambangan yang melanggar ketentuan-ketentuan UUPP maupun
UULPH.

Agaknya inilah mungkin yang menyebabkan kenapa dulu
sebelum maraknya usah apertambangan batubara, usaha perkayuan
di daerah studi menurun dengan drastis dan berujung dengan
gundulnya kawasan di sekitar pinggiran Kecamatan satui yang oleh
penduduk setempat digambarkan sebagai kawasan hutan pepolﬁonan
vang sangat lebat. Perlu diketahui kiranya sebelum usaha
pertambangan batubara marak di Kecamatan Satui usaha perkayuan
ﬁ*nerupakan industri utama yang ada di wilayah itu. Tidak kurang dari
beberapa perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing seperti PT.
Kodeco Timber Group dan PT. Sumpo! Timber Group dari Korea
beserta perusahan-perusahaan lokal lainnya termasuk pelaku usaha
perorangan baik /egal ataupun ilegal bercampur baur melakukan
penebangan kayu. Akibat dari tidak adanya suvatu konsep
penanganan yang terpadu dan menyeluruh dari Pemerintah Kabupate
maupun Pemerintah Propinsi pada waktu itu hutan-hutan yang ada di
Kecamatan Satui lambat laun menjadi gundul.

Dari pengamatan yang dilakukan terlihat jelas beratus-ratus
hektar areal hutan yang tampak gersang dan tandus sebagai akibat
tidak dilakukannya upaya reboisasi. Menurut penuturan masyarakat
Kecamatan Satui merupakan tempat yang kondusif untuk bermukim

karena rindang dan rimbunnya daerah tersebut. Kini dengan
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habisnya hutan dan ditambah dengan begitu berdebunya udara

disekitar Kecamatan Satui khususnya di sepanjang Jalan Propinsi

serta kotornya permukaan air sungai di sebagian badan Sungai Satui

telah membuat wilayah fersebut mulai kehilangan kenyamanannya. |
Tidak mustahil apaf)iia kondisinya tidak berubah dan Pemerintah
Kabupaten tidak mengambil upaya-upaya kongkrit—terpadu;
menyeluruh dan berkelanjutan sejak dini, sebagian Kecamatan Satui
akan menjadi daerah yang tidak layak huni dan itu mempaka.n hal
yang sangat ironis bagi daerah yang dahulunya terkenal akan

kehijauannya.

. Sesudah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah (Otonomi Daerah)
~ Dart penelusuran dilapangan terdapat indikasi dan fakta
bahwa Pemerintah Kabupaten masih tidak serius dan sungguh-

sungguh dalam menangani dan menertibkan usaha pertambangan

batubara di Kabupaten Kotabaru khususnya di Kecamatan Satui

secara tuntas.

Inventarisasi yang dilakukan oleh penulis memang .

mendapatkan sejumlah kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten

yang bertujuan melakukan penertiban usaha pertambangan batubara

 yang nieianggar ketentuan UUPP dan UUPLH termasuk PETL

Secara kuantités kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah
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Kabﬁpaten terkesan menunjukan keseriusan dan kesungguhan,
namun -apabila dilihat dari kualitas kebijakan-kebijakan tersebut
seperti materi, étatus dan kekuatan hukum dari kebijakan tersebut
barulah disadari bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah
Kabupaten tidak lebih dari suatu retorika belaka yang memajang
sejumfah peraturan perundang-undangan sebagai hiasannya. Adapun
sejumlah kebijakan tersebut meliputi

1) Surat Bupati.No. 345/63/EKQ Tanggal 27 April 2001 Larangan
Pengapalan, Pemuatan dan Eksport Batubara.

2) Membentuk Tim Inventarisasi dan Penanggulangan PETI di
Kecamatan Satui, Batulicin, Kelumpang Selatan dan Kelumpang
Tengah per Tanggal 12 dan 13 Juni 2001.

3) SK. Bupati Kotabaru No. 177 Tahun 2001 tentang Tim
Pelaksanan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ljin,

4) Membuat Rencana dan Matrik Pelaksana penanggulangan PET]

di Kabupaten Kotabaruy.

Berdasarkan pengecekan langsung di lapangan terdapat
indikasi bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bupati
Kotabaru tidak teroperasionalisasikan dengan baik. Sebagaimana
yang telah dikemukakan diatas berbagai kebijakan yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten terkadang kontra produktif sebagai akibat

tidak Jelasnya status hukum kebijakan-kebijakan tersebut. Indikator
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yang digunakan adalah tidak dikenalnya‘ sejumlah kebijakan

‘Pemerintah Kabupaten dalam sistim dan- hirarkhi peraturan

perundang-undangan nasional baik yang berdasafkan TAP MPRS
No. XX/MPRS/1966 maupun TAP MPR No. [II/MPR/2000 tentang
Hirarkhi Peraturan Pemndaﬁg—undangan Nasional.

Karena tidak jelas status hukumnya maka kekuatan daﬁ daya |
rﬁemaksa dari produk hukum tersebut sulit untuk efektif’ dan
dipertanggung jawabkan. Terbukti dari penclusuran di lapangan
masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dalam
usaha pertambangan bﬁtubara baik oleﬁ para pelaku usaha
pertambangan batubara (penambang fegal dan PETI) maupun aparat
pemerintahnya sendiri yang terjadi sebagai akibat tidak efektifnya
bebérapa kebijakan fgrsebut dan ditandai dengan merebaknya
sejumlah kasus yang berhubungan dengan usaha pertamabnagan
batubara.

Kasus yang pertama adalah kasus pemberian ijin pengapalan,
pemuatan dan eksf)ort batubara yang diberikan oleh pthak Kantor
Pelabuhan dan Kantor Bea Cukai-Pabean Kotabaru terhadap kapal
batubara tujuan India awal bulan Mei 2001, yang dapat
dikategorikan merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap Surat
No. 545/63/EKO Tertanggal 27 April 2001 tentang Larangan
Pengapalan, Pemuatan dan eksport, Dari investigasi yang dilakukan

pemberian surat perijinan tersebut diatas tanggal 27 April 2001
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(tanggal larangan tersebut mulai berlaku) namun pemberlakuan surat
tersebut ternyata dilakukan mundur yaitu di bawah tanggal 27 April
2001, Inilah yang dijadikan dasar oleh Kepala Kantor Pelabuhan
serta Kantor Bea Cukai-Pabean Kotabaru untuk memberikan ijin
bagi pengapalan, pemuatan dan eksport batubara tersebut.

Modus yang demikian jelas-jelas mengindikasikan adanya
kolusi bahkan tidak mustahil adanya korupsi yang dilakukan oleh
jajaran Kantor Pelabuhan, Bea Cukai dan pihak internal Pemerintah
Kabupaten dengan sejumlah pelaku usaha pertambangan balﬁbara
ilegal (PETT), sebab bagaimana logika yang bisa dibangun terhadap
suatu kasus, di mana suatu kebijakan dapat berlaku efektif secara
mundur dan tanggal dibuatnya kebijakan tersebut, sementara materi
vang terdapat dalam kebijjakan itu sendiri bertentangan dengan garis
kebijakan Pemerintah Daerah yang telah berlaku ketika kebijakan
tersebut dibuat.

Kasus kedua yang berhasil diliput adalah begitu banyaknya
PETI yang berkeliaran di sekitar wilayah PKP2B P1. Al di

Kecamatan Satui. Para PETI bahkan secara terang-terangan

melakukan kegiatannya dengan menerobos garis pembatas yang

dibuat oleh aparat keamanan (police line) di perbatasan wilayah
PKP2B PT. Al Upaya PETI yang dalam operasinya menggunakan
peralatan-peralatan berat ini berlangsung tanpa ada ketakutan

sedikitpun usahanya akan ditertibkan oleh polisi setempat. Secara
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sederhana tidak mungkin suatu kegiatan eksploitasi batubara yang
dilakukan déngan alat-alat berat tidak dapat terdeteksi oleh aparat
berwajib mmengingat tingkat kegaduhan dan intensitasnya cukup
tinggi. Untuk ménerti.bkan kegiatan PETI, PT. Al terpaksa meminta
bantuan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan {(POLDA)
‘untuk menertibkan PETI-PETI yang bcrkeliaran- di wilayah
PKP2Bnya. Mengacu pada upaya Pémerintah Kabupaten yang telah
membentuk tim inventarisasi dan penanggulangan PETI di
Kecamatan Satui, Batulicin, Kelumpang Selatan dan Kelumpang
Tengah per Tanggal 12 dan 13 Juni 2001 sebagai bentuk penjabaran
dari SK, Bupati Kotabaru No. 177 Tahun 200! tentang tim
pelaksanan penaﬁgguiangan' pertambangan tanpa ijin upaya
penangan dan penertiban PETI sudah menjadi tanggung jawab
Pemkab bersama jajaran Muspida di wilayahnya termasukl Polisi
Resort Kota Kotabaru (POLRES), Kejaksaaan Negeri Kotabaru dan
Pengadilan Negeri Kotabaru.

Dengan terlibatnya Polisi Daerah Kalimantan Selatan

menandakan ketidakmampuan aparat setempat (baca: POLRES

Kotabaru) 'sehingga membuat PT. Al langsung melaporkan hal .

tersebut.ke instansi yang tingkatannya lebih tinggi. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan PT. Al telah berulang kali melaporkan
tindakan-tindakan PETI di wilayah PKP2B kepada aparat berwenang

di Kabupaten' Kotabaru, namun belum ada satupun upaya




i90

penanganan yang dilakukan secara tuntas kecuali pemasangan police
| line semata.. Tindakan terakhir dilakukan mengingat PETI telah
berani melanggar police line yang telah dipasang tersebut sehingga
membuat PT. Al mengambil inisiatif “melompat™ kepada instansi
yang Iebih tinggi..

Kasus yang terakhir adalah terjadinya abrasi terhadap
permukaan tanah di Desa Muara Satui Barat dan Muara Satui Timur
Sampai dengan terjadinya aksi pendudukan dan penahanan kapal
keruk oleh masyarakat setempat yang emosi, pithak Pemerintah
Kabupaten belum pernah mengambil inisiatif untuk ménjadi
penengah dalam masalah tersebut Ini menandakan lemahnya sistem
pengawasan (monitoring) oleh Pemerintah Kabupaten terhadap
kelangsungan usaha pertambangan batubara di wilayahnya sehingga
tidah dapat membaca dan mengantisipasi gejala konflik yang akan
timbul, padahal atas dasar Pasal 12 ayat (1) butir | dan 2 UUPLH
pihak Pemerintah Kabupaten dapat melakukan upaya.pengawasan
linékungan terhadap suatu kegiatan usaha yang ada di daerahnya.
Pasal 12 ayat (1) butir 1 dan 2 menyétakan sebagai berikut :

“Untuk mewnjudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan

kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup,

Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat :

a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup
kepada perangkat di wilayah;

b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu

Pemerintah Pusat dalam pelaksanan pengelolaan lingkungan
hidup di daerah.”




191

3. Analisis

Pada prinsipnya berdasarkan UUPP dan sejumlah peraturan

pendukung léinnya baik pada masa sebelum maupun sesudah lahimya

UUPD (Otonomi Daerah), menurut hemat penulis berdasarkan séjumlah
uraian dan anélisis diatas pengawasan dan pembinaan pengusahaan
pertambangan, baik mencakup aspek teknis pertambangan‘ maupun
manajerial, secara umum menjadi wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat melalui Menteri Perlambangan dan Energi selaku
pimpinan Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral).

Menteri tersebut melaksranakan wewenang eksekutif Pemerintah
Pusat untuk melaksanakan kebijakan di bidaﬂg,r pertambangan sesuai
déﬁgan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Direktorat Jenderal
Pertambangan Umum dalam hal melaksanakan wewenang Menteri
Energi dan Sumber.Dayla Mineral untuk menjalankan pengawasan dan
pembinaan terhadap pengusahaan pertambangan umum termasuk batubara,

kecuali sebagian bahan galian golongan C yang telah dilimpahkan

pengelclaannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (sebelum UUPD) -

atau Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota-Kabupaten (sesudah
UUPD).
Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan 1tersebut, terutama

meliputi pengawasan produksi, prinsip konservasi dan pengelolaan
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lingkungan yang baik. Selama berlaku PKP2B atas suatu KP, Direktur
Jenderal Pertambangan Umum berkewajiban mengurusi dan membina
pelaksanaan PKP2B atas suatu KP, menjamin hak-hak serta di lain pihak
menjaga agar kewajibannya dipenuhi sesuai dengan ketentuan UUPP,
mulai dari tahap penyelidikan umum sampai tahap operasi produksi, pasca
produksi termasuk upaya reklamasi dan revegetasi.

Para pemegang PKP2B berkewajiban menyampaikan laporan
berkala setiap triwulan dan laporan tahunan mencakup segala kegiatan
utafna yang dilakukan. Pemegang PKP2B juga berkewajiban membayar
iuran pertambangan (iuran tetap dan iuran produksi), memberikan batas
wilayah PKP2B Eksplorasi dan atau Eksploitasi serfa membayar ganti Tugi
atas tanah yang dipakai. Di lain pihak para pemegang PKP2B berhak atas
pelayanan, antara lain dalam bentuk bantuan dalam pemecahan berbagai
permasalahan yang dihadapi, seperti masalah pembebasan lahan,
permasalahan lingkungan, gangguan para penambang tanpa ijin (PETI)
dan lain-lain.

Ironisnya dalam penelusuran di lapangan terhadap sejumlah instansi

pemerintah yang berkompeten baik sebelum maupun sesudah adanya

UUPD (Otonomi Daerah), hal-hal tersebut di atas tidak dapat berjalan -

sebagaimana mestinya. Pihak Pemerintah Daerah dewasa ini justru
terjebak dalam perdebatan seputar batasan pendelegasian kewenangan dari
Pemerintah Pusat kepada masing-masing daerah, terutama setelah

dikeluarkannya UUPD per | Januari tahun 2001 yang lalu.
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Adanya Otonomi Dagrah 1ne1a1ui UUPD sebenarnya tidak otomatis
serta merta membugt daerah mendapat pelimpahan-pendelegasian
kewenangan penuh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi dan
Pemerinfah Kabupaten dalam pengaturan usaha dan pengelolaan-
pendayagunaan sumber daya alam termasuk batubdra. Akan tetapi dalam
kenyataannya dewasa ini, justru banyak terjadi saling silaﬁg pendapat di
antara daerah dalam hal kewenangan pengeloiaan dan pendayagunaan
sumber daya alam.

Terjadinya saling silang pendapat tersebut .sebenarnya tidak periu
terjadi  seandainya masing-masing pihak mampu memahami dan
mencermati materi maupun substansi UUPD dengan baik. Meskipun harus

diakui memang terdapat beberapa ketentuan UUPD dan peraturan

- pelaksanaannya yang masih belum jelas namun sepanjang UUPP masih

memberikan kewenangan penubh kepada Pemerintah Pusat dalam
pengaturan usaha bahan galian golongan A (strategis) dan B (Vital) belum
direvisi maka ketentuan UUPP lah yang masih berlaku. Dalam konteks int

berarti UUPP mengenyampingkan UUPD No. 22 Tahun 1999 mengenai

kewenangan pengaturan bahan galian golongan A dan B (termasuk .

batubara). Materi UUPD sendiri sebenarnya juga masih kabur tentang hal
pengaturan ijin usaha pertambangan batubara tersebut. Selain itu satu hal
yang perlu diingat adalah TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Penetapan

GRHN 1999-2000 dalam Bab V tentang arah Kebijakan di bidang Sumber
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Daya Alam dan Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa:
“pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara

selektif dan bertahap”.

Maksud dari kalimat bertahap dan selektif adalah dengan melihat

kesiapan dari masing-masing daerah baik dari aspek sarana, infrastrukiur

maupun kualitas sumber daya manusianya. Akibat dari kekurang cermatan

dan keterbatasan pemahaman serta adanya euphoria otonomi daerah dari
sebagian pihak vang bérkompeten inilah, yang menyebabkan timbulnya
kesan ketidakjelasan dan kekurangtegasan pembatasan-pembatasan
mandat hukum dalam kebijakan-kebijakan publik yang bersifat ufnum
dengan kebijakan—kebijakan publik yang bersifat sektoral, misalnya
bagaimana sebenarnya ruang lingkup kewenangan daerah dalam
pendayagunaan sumber daya alam.

Oleh karena itu dalam menghadapi era Otonomi Daerah baik pihak
Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten sebaiknya jangah
terus menerus hanya berkutat pada euphoria kewenangan daerah dalam
pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam khususnya sektor
pertambangan, tanpa dibarengi suatu pemahaman yang mendalam tentang
konsep dan upaya penanganan serta pengelolaan lingkungan hidup yang
baik.

Penafsiran atau interpretasi yang dilakukan setiap jajaran pemerintah

daerah baik oleh pihak Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah
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Kabupaten terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPD dan
PP KP-KPSDOQ yang cenderung didasari oleh kepentingan pragmatis dari
masing-masing tingkatan pemerintah tersebut hanya akan menimbulkan
diskursus dan bolemik yang tidak saja berkepanjangan namun juga dapat
membingungkan kalangan Pemerintah Daerah sendiri bahkan masyafakat
luas, sehingga pada gilirannya nanti justru dapat menghambat pelaksanaan

Otoﬁomi Daerah di kemudian hari.

C. Pengaruh Usaha Pertambangan Batubara Bagi Peningkatan Ekonomi
Masyarakat Daerah
Kegiatan pertamb.angan‘ sebagai sebuah industri, apapun bentuknya
adalah sebﬁah aktivitas ekonomi yang akan memiliki pengaruh
multidimensional, baik pengaruh yang bersifat forward linkage ( jaringan
kedepan) ataupun backward linkage (jaringan kebelakang). Sebagai sebuah
aktivitas ekonomi maka tentu saja dampak-pengaruh ekonomilah yang paling
menonjol dan paling terlihat dari sebuah kegiatan pertambangan. Oleh karena
itu maka sebagai suatu organisasi ekonomi ia harus memiliki kepedulian dan
tanggung jawab sosial yang tinggi tennasuk dalam bidang pelestarian fungsi
lingkungan hidup®®
Sesuai dengan letak depositnya, kegiatan pertambangan batubara
urlpumnya dilakuican di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemukiman

penduduk. Hal ini sangat berbeda dengan kegiatan pertanian berskala besar

¥ | ihat dalam Sti Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Editor Husni
- Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 101.
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dan pengadaan sumber energi seperti pembangunan bendungan untuk fasilitas

Pembangkit Listrik Tenaga Air misalnya.

Kendati demikian, walau relatif agak jauh dari pusat pemukiman
penduduk, terjadinya persinggungan antéra kegiatan pertambangan dengan
penduduk (baca: masyarakat daerah-lokal/focal community) adalah hal yang
tidak dapat terhindarkan lagi. Persinggungan itu sendiri terjadi karena tidak
jarang lokasi pertambangan yang sedang diusahakan, sebelumnya merupakan
milik masyarakat desa terdekat yang dikuasai baik secara individu maupun
komunal (tanah adat) melalui hak ulayatnya. Selain persinggungan iangsung
itu, kegiatan pertambangan juga memiliki potensi persinggungan dengan
local community, persinggungan tidak langsung menyangkut keikutsertaan
tenaga kerja lokal dalam perusahaan tambang dan dampak ekonomi serta
sosial akibat hadirnya usaha tambang di sekitar pemukiman masyarakat

. Sebagai dae_rz;h yang sebagian besar wilayah pedesaannya tergantung
pada alam, Kecamatan Satui yang berada dalam Kabupaten Kotabaru
Propinsi Kalimantan Selatan juga memiliki karakteristik sefupa. Dalam pola
mata pencarian hidup misalnya masyarakat Satui hidup dengan
mengandalkan hasil alam sekitarnya baik sebagai petani maupun nelayan.
Kedua pola mata pencaharian tersebut menjadi begitu dominan di Kecamatan
Satui karena potensi dan daya dukung wilayahriya sangat memungkinkan
untuk dikembangkan.

Dengan pola seperti itu adalah logis apabila kehadiran usaha

pertambangan . batubara sangat diharapkan akan mampu memberikan




197

sejumiah ) darﬁpak ppsitif yang sangat signifikan bagi ekonomi masyarakat
daerah .sekitar. (local community), Untuk menguji hipot.es'a tersebut, berikut
uraian dan analisis terhadap pengaruh usaha pertambangan batubara bagi
ckonomi masyarakat daerah, yang diukur dari masa sebelum dan sesudah
adanya usaha pertambangan. batubara, yang dihimpun dari penyebaran
kuesioner yang berjumlah 100- buah kuesioner. Penyebaran kuesioner
dilakukan pada beberapa ftitik-titik utama yang diperkirakan mendapat
dampak ekonomi cukup besar dari keberadaaan ussha pertambangan
batubara. Titik-titik utatﬁa tersebut misalnya masyarakat daerah di sekitar
aliran Sungai dan Muara Sungai Satui, masyarakat di sepanjang Jalan
Propinsi, dan masayarakat di Desa Sungai Danau.

Untuk masyarakat di sekitar aliran Sungai Satui dipilih menjadi
- responden karena dalam pengamatan di lapangan banyak terlihat keberadaan
stock pile dan dermaga-dermaga yang menimbun hasil batubara PETI tepat di
piﬁggir sungai tersebﬁt sehingga diduga dapat menimbulkan pencemaran
terhadap kualitas air permukaan. Kuesioner di bagikan secara acak kepada 25
kepala keluarga dengan kriteria merupakan penduduk yang telah bermukin
sedikitnya 10 tahun dan memiliki mata pencaharian nelayan maupun petani.

Untuk masyarakat di sekitar muara Sungai Satui dipilih menjadi
responden karena dalam pengamatan dilapangan selain merupakan
masyarakat yang wilayahnya terabrasi akibat pengerukan alur muara sungai
juga karena mereka tinggal tidak jauh dari lokast sfock pile akhir dan dermaga

PT. Al yang menimbun ratusan ribu ton timbunan batubara, sehingga diduga
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dapat menimbulkan pencemaran terhadap kualitas air dan udara. Kuesioner
dibagikan secara acak kepada 25 kepala keluarga dengan kriteria merupakan
penduduk yang telah bermukim sedikitnya 10 tahun dan memiliki mata

pencaharian nelayan, petani maupun wiraswasta.

- Untuk masyarakat di sepanjang Jalan Propinsi dipilih menjadi

responden karena dalam penelusuran di lapangan, masyarakat tersebut
merupakan masyarakat yang tinggal dan menggunakan Jalan Propinsi yang
dalam kegiatan sehari-harinya dilewati ratusan truk pengangkut hasil batubara
PETI selama 12 jam non stop (bahkan sebelum muncul aksi massa dilewati
selama kurang lebih 20 jam/hari). Kuesioner di bagikan secara acak kepada
25 kepala keluarga yang merupakan penduduk yang sedikitnya bermukim
selama 10 tahun dan bekerja berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil,
wiraswasta dan aparat TNI-POLRI .

Untuk masyarakat di sekitar Desa Sungai Danau dipilih menjadi
responden karena dalam penelusuran di lapangan, desa tersebut merupakan
Ibukota Kecamatan Satui sehingga di daerah inilah terdapat pusat-pusat
kegiatan ekonomi masyarakat. Didesa ini pula terdapat fasilitas-fasilitas

pendukung masyarakat seperti Kantor Polisi Sektor (Polsek) Satui, Komando

Resimen Militer (Koramil) Satui, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

dan Kantor Pemerintahan lainnya. Kuesioner dibagikan secara acak kepada
25 kepala keluarga yang merupakan penduduk yang sedikitnya telah
bermukim selama 10 tahun dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil,

wiraswasta dan aparat TNI-POLRL
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Untuk melengkapi hasil pendataan melalui kuesioner tersebut juga

dilakukan sejumlah wawancara mendalam (depth interview) terhédap

beberapa responden khususnya terhadap responden-responden  yang
bermukim di daerah sekitar aliran dan muara ‘Sungai Satui serta Jalan
Propinsi. Hal tersebut dimaksudkan untuk turut melengkapi hasil data yang

diperoieh dari pembagian kuesioner.

1. Pengaruh Usaha Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Ekonomi
Masyarakat

Mulanya ‘ke_giatan pertambangan batubara di Satui yang oleh

maéyarakat sekitarnya diharapkan mampu memberikan dampak positif -

bagt ekonomi mayarakat, cenderung tidak begitu signifikan dalam skala
mikro. Namun demikian dalam skala makro tegjadi perubahan mata
pencabarian utama penduduk_. Perubahan itu juga diungkapkan oleh 10%
penduduk yang merubah mata pencaharian utamanya. Dengan sangat
transparan hal itu terlihat dari semakin terbukanya kesempatan berusaha.
Hal tersebut tergambarkan dengan jelas pada pertanyaan pertama Srang
menanyakan :

“Bagaimana dampak usaha pertambangan batubara (tambang) terhadap
pekerfaan utama anda?’.

Berdasarkan hasil tabulasi, maka hasilnya adalah sebagai berikut:




200

Tabel 1.

Dampak Tambang terhadap Pekerjaan Utama Responden

No Ya/Tidak Jumlah %

1 | Tidak menjawab ' ' 2 — 2.
2 Ya ' : 10 10
3 Tidak 88 88

Sumber : Data Primer yang Diolah

Salah satu perubahan yang terlibat itu adalah pertambahan jumlah
responden yang berdﬁgang warungan, yang terlihat dari pertanyaan ke 2
yaitu:

“Apa pekerjaan utama anda baik sebelum maupun sesudah adanya usaha
pertambangan batubara (lambang)?”.

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang didapatkan yakni dari
sejumlah 2% sebelum ada tambang menjadi 9% setelah ada tambahg. Jenis
pekerjaaan lain yang juga mengalami perubahan --sebagai indikasi dampak
langsung dari keberadaan tambang batubara--adalah semakin banyaknya
responden yang menjadi buruh pekerja (buruh yang memiliki majikan) dan
buruh mandiri. Setelah ada kegiatan pertambanéan jumlah buruh mandiri
meningkat dua kali lipat dari hanya sebesar 12% sebelum ada tambang
menjadi 22% setelah adanya penambangan. Sedang pekerja buruh
jumlahnya meningkat dari 14% sebelum ada tambang menjadi 23% setelah

ada tambang.

e e e i e e s ek s e
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Tabel 2.
Pekerjaan Utama Responden
No Jenis Pekerjaan |  Sebelum Sesudah
Jumlah Y% Jumlah %

1 Tidak menjawab 28 28 1 1
2 Tani sawah/ladang 35 35 35 35
3 Nelayan sungai ' 4 4 21 2
4 Dagang/toko besar 1 1] 1 1
5 Dagang warung 2 2 9] 9
6 PNS 2 2 4 4
7 Karyawan swasta 1 1 1 1
3 Buruh mandin 12 12 22 22
9 Pekerja buruh 14 14 23 23
10 Lainnya 1 1 2 2

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dalam ukuran rupiah dampak tersebut terlihat dari perubahan
jumlah penghasilan dari pekerjaan utama. Ini terlihat dari pertanyaan ke 3 :
“Berapa jumlah pendapatan bersih yang anda peroleh. dari pekerjaan
utama anda, baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan
batubara (tambang)?”.

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang diperoleh yakni
responden yang berpenghasilan kurang dari Rp 500 ribu, misalnya,
jumlahnya_ meningkat sangat tajam dari hanya  57% menjadi 84%.

Demikian juga dengan responden yang berpenghasilan antara Rp 500 ribu

hingga Rp 1 juta jumlahnya meningkat dari 3% menjadi 5% setelah ada

tambang batubara. Peningkatan yang sama juga terjadi untuk responden
berpenghasilan antara Rp 1 — 3 juta, meningkat dari 3% menjadi 4%.
Sedang yang berpenghasilan lebih dari Rp 3 juta mengalami penurunan

dari 1% menjadi tidak ada lagi.
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Pendapatan Bersih dari Pekerjaan Utama Responden
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No | Jumlah pendapatan - Sebelum Sesudah
Jumiah % Jumlah %

1 | Tidak menjawab 36 36 7 7

2 | Kurang dari Rp 500 ribu 57 57 84 84

3 Antara Rp 500 - | juta 3 3 5 5

4 | AntaraRp 1 -3 juta 3 3 4

5 | Lebih dari Rp 3 juta 1 1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Selain dari pekerjaan utama, dampak keberadaan tambang batubara

jﬁga terlihat dari meningkatnya responden yang memiliki pekerjaan

tambahan. Hal tersebut tercermin dari pertanyaan ke 4:

“Apakah selain pekerjaan utama, anda juga memiliki pekerjaan tambahan

baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”.

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang diperoleh-sebelum ada

tambang hanya 27% responden yang memiliki pekerjaan tarabahan,

jumlahnya meningkat menjadi 38% setelah ada tambang.

Tabel 4.

Responden yang Memiliki Pekerjaan Tambahan

No Tahun Sebelum Sesudah
Jumlah % Jumiah %%

1 Tidak menjawab 34 34 1 1

2 Ya 27 27 38 L

3 Tidak 39 39 61 61

Sumber: Data Primer yang Diolah

L
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Perubahan jumlah pekerjaan tambahan itu séndiri secara sangat
transparan, seperti tefsaji dalam - tabel berikut, adalah akibat dari
keberadaan tarﬁbang berdasarkan tabulasi dari pertanyaan ke 5 :

“Apakah pekerjaan tambahan anda akibat pengaruh adanya usaha
pertambangan batubara?l” . IA

Hal itu diungkapkan oleh 5% responden yang menyebutkan bahwa
pekerjaan tambahan mereka akibat dari keberadaan perusahaan també.ng.
Tabel 5.

Responden yang Memiliki Pekerjaan Tambahan Akibat Dari

Tambang
No Tahun Jamlgh %
1 Tidak menjawab 65 65
2 | Ya 5 5
3 Tidak 30 30

Sumber: Data Primer yang Diolah

Keberadaan tambang batubara di lokasi Satui, secara tidak
langsung mengindikasikan PT. Al menjadi penyangga ekonomi daerah ini
setelah semakin lesunya usaha perkayvan di Kalimantan Selatan.
Kecenderungan itu terlihat dari menurunnya jumlah pedagang besar
setelah adanya tambaﬁg batubara akibat sepinya permintaan kayu. Indikasi
lain ditandai dengan meningkatnya jumlah responden yang memiliki
pekerjaan tambahan baik sebagai buruh mandiri maupun buruh pekerja.

Hal ini terlihat dar pertanyaan ke 6:
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“Apa pekerjaan tambahan anda baik sebelum maupun sesudah adanya
usaha pertambangan batubara?”.

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang didapatkan, jumlah
buruh mandiri, misalnya, jika sebelum ada tambang tidak ada responden
yang berprofesi itu, setelah ada tambang menjadi sebesar 12%. Sedangkan
buruh pekerja meningkat dari hanya 1% sebelum ada tambang menjadi 8%

setelah ada penambangan batubara.

Tabel 6.
Perubahan Pekerjaan Tambahan Responden
No Jenis Pekerjaan Sebelum Sesudah ]
| ' ' Jumlah %o Jumlah %
1 Tidak menjawab 72 72 63 63
2 Tani sawah/ladang 1 1 7 7
3 Nelayan sungai 1 1 3 3
4 Dagang/toko besar 8 8 0 0
5 Dagang warung 3 3 3 3
6 PNS ' 0 0 0 0
7 Karyawan swasta 1 1 1 1
8 Buruh mandiri 0 0 12 12
9 Pekerja burah 1 1 8 8
10 Lainnya 13 13 3 3

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dalam ukuran yang lebih besar, keberadaan tambang batubara

telah merubah struktur pendapatan penduduk di sekitarnya. Hal itu terlihat

dart akumulasi pendapatan rumah tangga responden, yang tergambar dari -

pertanyaan ke 7:
“Berapa total pendapatan yang anda peroleh dari pekerjaan utama dan
tambahan baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan

batubara?”.
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Berdasarkan hasil tabulasi, maka hasil yang diperoleh terjadi

peningkatan jumlah responden yang berpenghasilan mulai dari Rp250

- ribu. Merska yang berpenghasilan antara Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu ,

misalnya, jumlahnya meningkat dari hanya sebesar 18% sebelum adanya

tambang menjadi 32% setelah ada tambang.

Tabel 7.

Total Pendapatan Keluarga Responden

éebelum '

NO Jumlah Hasil Sesudah
Jumlah % | Jumlah | %

1 Tidak menjawab 35 35 20 2
2 Kurang dari Rp 250 ribu 38 38 49 49
31 Antara Rp 250 — 500 ribu 18 18 32| 32
4| AntaraRp 500 — 1 juta 3 3 0] 10
5 Antara Rp 1 —5juta 3 3 5 5
6 Antara Rp 5 ~ 10 juta 1 1 3! | 3
7| Lebin dari Rp 10 juta 1 1 oo

Sumber: Data Primer yang Diolah

Hal yang sama juga terjadi untuk penghasilan yang lebih besar.

Mereka yang total penghasilannya antara Rp 500 ribu hingga Rp i juta

meningkat dari 4% sebelum ada tambang menjadi 10% setelah ada

tambang. Sedang yang berpenghasilan total lebih dari Rp 1 juta meningkat

dari 5% menjadi sebesar 8%.
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2. Perubahan Pola Pemilikan Lahan

Bagi kehidupan ekonomi penduduk setempat, terutama yang
berkenaan dengan sektor pertanian yang memerlukan lahan. Secara
struktural kehadiran tambang batubara di kedua lokasi ini cenderung tidak
memiliki pengaruh yang cukup kuat. Hal tersebut terlihat pada pertanyaan
ke 8:

“Apakah anda memiliki mata pencaharian sebagai petani baik sébelum
maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”.

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang diperoleh, hanya satu
responden (1%) yang meninggalkan sektor pertanian. Jika sebelum ada
tambang terdapat 37% responden yang bekerja di sektor pertanian, setelah
ada tambang berkurang menjadi 36%. Semua jumlah yang tidak begitu
signifikan untuk mengindikasikan bahwa pertambangan batubara mampu
merubah struktur perekonomian masyarakat
Tabel 8.

Responden yang Bekerja di Sektor Pertanian

No | Jumlah Penghasilan Sebelum Sesudah
Jumlah % Jumlah %o
1 | Tidak menjawab 26 26 11 11
2 | Ya 37 37 36 36
3 Tidak 37 37 53 53

Sumber: Data Primer yang Diolah
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Walaupun relatif berpengaruh ke(;il terhadap perubahan mata
pencaharian, kehadiran témbang cenderung sangat berpengaruh terhadap
semakin menyempitnya lahan luas usaha tani milik masyarakat. Dari
pertanyaan ke9:

“Berapa luas fahan perténian yang anda Jﬁiliki baik sebelum maupun
sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”.

Dari hasil tabulasi terliha.t semé_xkin banyaknya responden yang
memiliki lahan kurang daﬁ 1 hektar dan berkurangnya masyarakat yang
memiliki lahan antara 1-2 hektar. .

Tabel 9.

Luas Lahan Usaha Tani yang Dimiliki Responden

No Luas Lahan Sebelum Sesudah
Jumlah % Jumiah | %
1 Tidak menjawab 65 65 69 69
2 Kurang dari 1 hektar 2 2 24 24
3 1 hektar 21 21 6 6
4 2 hektar 10 10 b 0
5| 4 hektar | I 1 0 0
6 5 hektar 2 | 2 1 1
7 Lebih dari 5 hektar 1 1 1 1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Seperti terlihat pada tabel 9 di atas, petani yang memiliki lahan
usaha tani kurang 1 hektar sendiri sebelum adanya tambang hanya
sebanyak 2%. Setelah ada tambang juralahnya bertambah banyak menjadi

24%. Sédang responden yang memiliki lahan 1 hektare sebelum ada

e
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tambang terdapat sebanyak 21% berkurang menjadi 6%. Yang paling
ironis adalah responden yang memiliki lahan seluas 2 hektar menjadi tidak
memiliki lahan lagi setelah ada tambang. Padahal sebelum ada tambang
jumlahnya mencapai 10%

Sedangkan berdasarkan cara pengolahan usaha pertanian, tidak
terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Hal tersebut
terlihat dari pertanyaan ke 10:

“Bagaimana anda mengerjakan usaha pertanian baik sebelum maupun
setelah adanya usaha pertambangan batubara?”.

Dari tabulasi maka diperoleh hasil responden yang mengolah lahan
usaha tani sendiri jumiahnya tidak berkurang, yaitu tetap 35%. Sedangkan
petani yang mengolah lahan dengan cara sistem bagi hasil juga mengalami
perubahan yang tidak terfzlu signifikan. Kecenderungan itu terlihat dari
minimnya lperubahan cara mengolah lahan, vakni hanya 1% setelah ada
tambang,

Tabel 10.

Pola Pengerjaan Lahan Usaha Tani yang Dimiliki Responden

No Cara Pengerjaan Sebelum Sesudah
Jumlah % Jumlah{ %

1 | Tidak menjawab ' 69 69 64 64

2 | Diusahakan sendiri 35 35 35 35

3 Sistem bagi hasil 2 2 i |

Sumber: Data Primer yang Diolah
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Di lahan usaha tani yang dimiliki masyarakat itu sendiri sebagian
besar masyarakat cenderung masih menanami lahannya dengan tanaman
yéng tradisional semisal ‘padi, ubi-ubian, jagung, pisang dan pepaya. Dari
tabulasi terhadap pertaﬁyaan ke 11 dan 12:

“Jenis tanam-tanaman apakah yang anda miliki di lahan pertanian
anda?”. | |

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang diperoleh bahwa padi
merupakan jenis tanaman yang paling banyak ditanam responden, yaitu
30%. Tanaman lainnya, masing-masing ubi-ubian, sebanyak 2%; jagung
sebanyak 1%; pisang sebanyak 1%; dan jenis tanaman lainnya dalam

jumlah yang relatif kecil, yakni hanya 1%.

-Tabel 11. -

~ Jenis Tanaman di Lahan Usaha Tani yang Dimiliki Responden

No Jenis Tanaman Jumlah %
1 Tidak menjawab 62 62
2 Padi ' ‘ 30 30
3 Ubi-ubian : 2 2
4 Jagung 1 1
5 | Pisang | 1 1
6 Pepaya | 1 1
7 Karet ‘ 1 1
8 Ketela 1 1
9 Lada 1 1

Sumber: Data Primer yang Diolah




Tabel 12.

Jenis Tanaman Lain yang Ditanam Responden
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No Jenis Tanaman Jumlah %

1 | Tidak menjawab 82 82
2 | Nangka 2 2
3 | Ubi-ubian 4 4
4 | Sayuran 4 4
5 | Ketela 1 1
6 | Jagung 1 1
7 | Timun 1 1
8 | Kacang-kacangan 1 1
9 { Kelapa 1 i

10 | Pisang 1 1

11| Padi 1 1

12 | Karet 1 1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Sementara itu pengaruh keberadaaan tambang ternyata telah

meyempitkan lahan usaha pertanian masyarakat, yang berimbas pada

tingkat penghasilan petani. Kenyataannya tak seironis dan sesignifikan

penurunan jumlah lahan usaha tani. Kalaupun ada pengurangan jumlah

pendapatan hanya pada responden yang berpenghasilan antara Rp 230

hingga Rp 500 ribu per bulan. Itupun sangat kecil, yakni hanya menurun

1%. Hasil yang demikan terlihat dari tabulasi pertanyaan ke 13:
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“Berapa jumlah pendapatan yang anda peroleh dori hasil tanaman di
lahan usaha pertanian anda baik sebelim maupun sesudah adanya usaha |
pertambangan batubara?”.

Tabel 13.

Hasil Bersih dari Tanaman di Lahan Usaha Tani (per bulan)

No Jenis Tanaman Sebelum Sesudah
Jumlah % Jumlah Yo

1 Tidak menjawab 69 69 70 70

2 Kurang dari Rp 250 ribu 10 10 10 10

3 Antara Rp 250 — 500 4 4 3 3
ribu .

4 Antar Rp 500 - 1 juta 6 6 6 6

5 Lebih dari Rp 1 juta 11 11 11 1.1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Selain tidak memberikan dampak positif yang signifikan,
keberadaan tambang di lokasi milik PT. Al bisa disebut tidak berpengaruh

terhadap ‘pemilikan lahan tanaman tahunan sebagian besar masyarakat di |

sekitarnya.
Seperti terlihat pada tabel 14 di bawah, setelah adanya kegiatan ';
penambangan batubara, jumlah responden yang memiliki lahan tanaman
perkebunan meningkat menjadi 9% dari sebanyak 8% sebelum tambang
ini dibuka. Hal tersebut tergambar dari hasil tabulasi pertanyaan ke 14:
“Apakah anda memiliki lahan tanaman tahunan baik sebelum maupun

sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”.




Tabel 14.

Responden Memiliki Lahan Tanaman Tahunan

No Memiliki/Tidak Sebelum .Sesudah
Jumilah % | Jumlah | %
1 Tidak lmenjawab 28 28 12 12
2 Ya, memiliki 8 8 9. 9
3| Tidak memiliki 7R 790 79

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berbeda dengan lahan untuk usaha tani, keberadaan tambang hanya
berpengaruh kecil dan tidak terlalu signifikan terhadap Iuds lahan
perkebunan milik masyarakat. Bahkan, seperti tergambar pada tabel di
bawah ini, terjadi perubahan 1% (ini tidak terlalﬁ signifikan) pengurangan
jumiah lahan yang dimiliki responden. Jika sebelum ada tambang terdapat
2% responden yang memiliki lahan 2 hektar setelah ada tambang turun
menjadi 1%.

Di sisi.lain.responden yang memiliki lahan kurang dari 1 hektar
meningkat dari 5%. sebelum ada tambang menjadi 8% setelah ada
tambang. Angka ini patut dicermati karena ini mengindikasikan bahwa
adanya penurunan luas lahan yang dimiliki masyarakat. Hasil ini diperoleh
da.ri pentabulasian terhadap pertanyaan ke 15 :

“Berapa luas lahan tanaman lahunan yang anda miliki baik sebelum

maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?l”.




Tabel 15.

Luas Lahan Tanaman Tahunan Responden
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No Luas Lahan Sebelum Sesudah
Jumlah %o Jumlah %
1 Tidak menjawab 9 o1 90 90
2 0 — 1 hektar 5 5 8 8
3 2 hektar 2 2 1 1
4 3 hektar 1 1 1 1
5 5 hektar 1 1 0 0

Sumber : Data Primer yang Diolah

Sama seperti lahan usaha pertanian pola pengerjdan lahan pun tidak

mengalami perubahan yang signifikan. Kalaupun ada perubahan adalah

peningkatan jumlah mereka yang mengusahakan sendiri kebun yang

dimilikinya, sebagaimana yang tergambar dari jawaban responden pada

| pertanyaan ke 16 :

“Bagaimana anda mengerjakan lahan tanoman tahunan baik sebelum

maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?l”.

Dari hanya sebesar 5% sebelum ada tambang menjadi sebesar 8%

setelah ada tambang., Sementara yang mengerjakannya dengan sistem bagi

hasil tidak mengalami perubahan.

Tabel 16.
Pola Pengerjaan Lahan Tanaman Tahunan Responden
"No Cara Pengerjaan Sebelum Sesudah
Jumlah % Jumlah | %
1 Tidak menjawab 92 92 91 91
2 | Diusahakan sendiri 5 5 8
3 Sistem bagi hasil 3 3 1 1

Sumber: Data Primer yang Diolah
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Untuk pertanyan yang ke 17 :

“Berapa  Inas  lahan  wusaha  pertanian anda  yang ferkena wsaha
pertambangan batubaral”,

Hasil perhitungan menunjukan bahwa mereka yang terkena lokast
tambang itu sebanyak 10% responden memiliki lahan usaha tani sefuas
satu hektar. Selebihnya masing-masing memiliki lahan usaha tani seluas 3
hektar dan hanya 1% responden yang memiliki lahan usaha tani lebih dari
3 hektar. Fakta mengindikasikan bahwa pembukaan tambang batubara di
Satui cenderung lebih banyak menggunakan lahan penduduk yang relatif
kecil dan menjadi mata pencaharian utama penduduk.

Tabel 17.

Luas Lahan Usaha Tari yang Terkena Usaha Pertambangan

Luas Lahan Jumlah %
Tidak Menjawab 86 86
1 hektar 10 10
2 hektar 3 3
3 hektar 0 0
Lebih dari 3 hektar 1 1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berbeda dengan lahan usaha tanmi, mengingat responden yang
memiliki lahan perkebunan juga sedikit, relatif sedikit (4%) responden
yang lahan tanaman tahunannya terkena lokasi tambang sebagaimana hasl
tabuiasi yang diperoleh dari pertanyaan ke 18:

“Apakah anda memiliki lahan ﬁerkebunan yang terkena lokasi usaha

pertambangan batubara?”.




Tabel 18,
Lahan Perkcbunan yang Terkena Usaha Pertambangan
Ya/Tidak Jumlah %
Tidak Menjawab 23 23
Ya ' 4 4
Tidak 73 73

Sumber: Data Primer yang Diolah

Selain relatif sedikit luas lahan areal yang terkena lokasi tambang

pun relatif kecil. Jumlahnya hanya 2% responden yang lahannya seluas 1

hektar terkena tambang, sebesar 1% responden seluas 2 hektar, dan

sebanyak 1% responden seluas 3 hektar. Ini tercerrain dari hasil

penabulasian terhadap pertanyaan ke 19:

“Berapa luas lahan perkebunan anda yang terkena usaha periambangan

batubara®.

Tabel 19,

Luas Lahan Perkebunan yang Terkena Usaha Pertambangan

Luas Lahan Jumlah %

Tidak Menjawab %6 96
1 hektar 2 2
2 hektar 1 1
3 hektar 1 1

Sumber: Data Primer yang Diolah
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Sementara itu selain usaha tani dan tanaman tahunan, terdapat 4%
responden yang lahan tidak diusahakan yang terkena lokasi tambang. Luas
lahan yang tidak diusahakan yang terkena lokasi tambang itu relatif tidak
terlalu luas. Yang memiliki lahan seluas kurang dari 1 hektar, misalnya,
jumlahnya hanya 2% saja. Selebihnya dalam jumlah yang relatif kecil,
yakni berkisar antara 2 hingga 3 hektar. Hal tersebut terlihat dari hasil
penabulasian pertanyaan ke 20 dan’ 21 yang masing-masing sebagai
berikut :

“Apakah anda memiliki lahan yang tidak diusahakan yang terkena usaha
pertambangan batubara?”, dan

“Jika ada, berapa luas lahan yang anda miliki tersebui?” .

Tabel 20.
Lahan yang Tidak Diusahakan yang Terkena Usaha Pertambangan
Ya/Tidak Jumlah %
Tidak Menjawab 25 25
Yad 4 4
Tidak 71 71

Sumber: Data Primer yang Diolah

Tabel 21.
Luas Lahan yang Tidak Diusahakan yang Terkena Usaha

Luas Lahan (ha) Jumlah %

Tidak Menjawab 9

1 hektar-

2 hektar

p—t | s i { DD | LA

3 hektar

k| et | | D | UN

Lebih dari 3 hektar

Sumber: Data Primer yang Diolah
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2

Kecenderungan — yang  berkembang  di  masyarakat itu
mengindikasikan bahwa ada pennaéalahan yang terjadi di tengah
masyarakat akibat keberadaan tambang. Mengacu kepada kecenderuﬁgan
yang berkembang dalam masyarakat itulah tekanan yang akan digunakan
dalam analisis bab ini. Untuk memudahkan, analisis pada bab ini akan

dibagi ke dalam tiga bagian sesuai dengan besar dampak yang diberikan.

3. Analisis

Bagi masyarakat setempat kehadiran tambang batubé.ra di wilayah
ini mengembangkan in%age bahwa telah datang dewa penyelamat baru
vang mengangkat kehidupan mereka, baik secara ekonomi maupun pada
sisi-sisi kehidupan lainnya®. Gejala itu jika memperhatikan perkembangan
sebelumnya telah tampak‘ ketika maraknya industri perkayuan di daerah ini
pada dekade 70-an. Ketika itﬁ perekonomian masyarakat lokal mampu
terangkat karena mereka ikut serta bekerja di industri tersebut.

Seperti dituturkan penduduk setempat, industri perkayuan yang
marak saat itu banyak mengangkat kehidupan sesuai dengan harlapan‘

mereka. Perubahan ekonomi sebagian besar masyarakat saat itu ternyata

% Memperhatikan analisis Hage Yohanes Markus, maka kondisi yang demikian
sebenarnya tidak lepas dari dampak terkonsepsinya regulasi dalam hukum investasi yang bersifat
disfungsional. Dalam arti di satu pihak fungsiona! bagi elit ckonomis dan di pihak lain menjadi
tidak fungsional bagi masyarakat sasaran investasi, lebih lanjut silakan disimak pada Hage
Yohanis Markus, Investasi dan Ketergantungan Ekonomi Rakyat: Kajian Kritis Terhadap
Sistem investasi langsung, Sinopsis Hasil Penelitian Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hulkum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. Hal. 9
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telah mengundang pendatang dari daerah lain untuk ikut bermukim di
daerah ini. Akibatnya sejak tahun 1970-an banyak pendatang dari berbagai
daerah di Propinsi Kalimantan Selatan yang bermigrasi ke daerah ini.
Sebagai pendatang yang memang bemiat merubah tujuan hidupnya,
sebagian dari mereka memiliki harapan yang jauh sangat besar dengan
usaha seadanya. |

Para pendatang ini pada dekade berikutnya, berkembang menjadi
sebuah masyarakat yang hidup berkelompok di Sungai Danau. Mereka ini
terbagi ke dalam tiga kelompok, antara lain: kelompok pertama adalah
penduduk asli dan asli pendatang yang berhasil mengumpulkan uang saat
industri kayu sedang marak dan kemudian merubah profesinya menjadi
vedagang menjadi petani mapan; kelompok kedua adalah mereka yang
datang ke daerah ini untuk tuijuan berdagang dan memang berhasil
mengembangkan usahanya; kelompok ketiga ini adalah pendatang yang
datang dengan spekulasi sangat tinggi dan pendatang yang tidak berhasil
mengumpulkan uangnya.

Sementara itu sejak adanya tambang muncul kelompok keempat di
wilayah ini, yaitu mereka yang datang kemudian untuk tujuan
mengembangkan usaha.

Saat ini kelompok pertama, kedua dan kempat menjﬁdi kelompok
yang paling mapan ¢i kedua lokasi. Di. Satui, misalnya, sebagian besar dari
mereka berdagang di Pasar Sungai Danau atau memiliki warung dan

menjadi petani mapan. Sedangkan kelompok ketiga saat ini kemampuan
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ekonominya tidak terlalu mapan yang sebagian besar hidup dari pertaniaﬁ.
Kelompok ketiga ini hidup jauh dari pusat perekonomian penduduk berada
disekitar jalan tambang Jumlah mereka pun, sebenarnya tidak terlalu
banyak.

Dampak dari keberadaan tambang batubara milik PT Al sendiri,
yamg secara makro mampu mengangkat perckonomian pencuduk
setempat, hanya terimbas kepada sebagian penduduk pertama dan semua
kélompok kedua, Sementara itu kelompok ketiga tidak terimbas sama
sckali. |

Terhadap kelompok pertama kehadiran tambang ini memiliki dua
dampak namun tetap tidak merugikan, yaitu; pertama, keberadaan tambang
tidak meruﬁah struktur mata pencaharian mercka di sektor pertanian,
namun mengurangi Iuas lahan yang dimiliki; kedua, karena kelompok tni
relatif lebih mapan akibat kehadiran tambang di daerah ini mereka banyak
jfang menjadi pekerja bu'ruﬁ atau rﬁenjadi buruh yang mandiri semakin
terbuka sejak adanya tambang, atau menjadi tukang ojek. Atas perubahan
yang tergadi itu, kelompok pertama Walau tak terlalu diuntungkan dari

keberadaan tambang di dacrah ini namun mereka juga tidak merasa

dirugikan. Kondisi lain yang menguntungkan bagi kelompok pertama ini

* adalah pemukiman mereka terletak jauh dari jangkauan lokasi tambang.
Adapun bagi kelompok kedua, kehadiran tambang batubara di
daerah ini merupakan berkah bagi mereka. Setelah telah diuntungkan dari

jaman keemasan industri perkayuan di daerah ini, kehadiran usaha
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pertambangan batubara (tambang) di sambut dengan membuka usaha baru
misalnya dengan mengembangkan usaha yang di jual baik kepada
masyarakat setempat maupun kepada pekerja tambang yang diantarénya
meliputi: kebutuhan logistik, transportasi darat, perumahan pekera,
akomodasi (hotel dan wisma) bagi pendatang dan rumah-rumah makan
sederhana sampai dengan ukuran dari yang sangat sederhana sampai
dengan yang cukup permanen.

Bagi kelompok ketiga, kehadiran tambang batubara sebenarnya
sempat memberikan harapan besar yaitu adanya kesempatan kerja baru
yang berarti mereka akan terserap sebagai tenaga kerja. Kendati demikian
dalam praktek ternyata perusahan lebih membutuhkan tenaga kerja trampil
sehingga harapan itupun pupus dengan sendiri. Kendala yang muncul
adalah kendala klasik yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia
masyarakat setempat. lronisnya kondisi yang demikian justru
dimanfaatkan oleh masyarakat dari daerah lain yang mendengar adanya
tambang batubara baru. Ketika industri kayu mulai surut kelompok ketiga
ini melamar kembali tetapi formasi sudah penuh, akibatnya mereka

kembali menjadi petani seadanya dan tetap tinggal di sekitar daerah kiri

kanan jalan tambang. kehadiran tambang bagi kelompok ketiga ini telah .

membuat tekanan psikologis ganda diantaranya :
a. Merasa gagal harapannya kepada perusahaan tambang sementara

mereka pernah berharap besar.
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b. Tidak mendapatkan pengaruh apa-apa dan usaha tambang, terutama

dalam hal materi.

c. Karena tinggal relatif dekat dengan lokasi tambhang mereka terkena

dampak langsung lingkungan, vakni debu yang herasal dari proses
pengangkutan batubara di jalan tambang.

Selain tekanan ganda tersebut, kelompok ketiga ini karena berharap
terlalu besar-merasa dikecewakan karena hatalnya perusahaan membeli
tanah vang mereka miliki. sementara karena terlalu euphoria tanahnya kan
dibeh perusahaan, sebagian masyarakat meminjam sejumlah uang kepada
rentenir, sehingga banyak masyarakat vang memiliki beban hutang cukup
hesar karena wang vang dipinjamnya terus menerus herbunga.

Dari  sejumiah pemaparan diatas terlihat beberapa simpul

‘permasalahan vang dapat terangkai seperti:

a. Secara makro keberadaan tambang batubara miitk perusahaan
(khususnya PT. Al di sekitar daerah studi memang harus diakui telah
mendatangkan keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu vakni

kelompok masyarakat vang cukup mapan.

b. Dalam skala mikro perubahan vang terjadi akibat keberadaan tambang

itu hanva menyentuh segalongan kecil masyarakat vang sebhelumnya

memang telah mapan dari industri kayu.

c. Kecilnya dampak mikro akibat adanya tambang telah membuat

kepincang ekonomi semakin tajam antara kelompok pedagan dan

kelompok masyarakat marginal. Inilah titik persinggungan vang

et o e ek ¢ e
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berkembang menjadi sebab gejolak dan gesekan antara perusahaan dan
masyarakat setempat..

Dari penuturan dan pengamatan yang berhasil dihimpun diperoleh
keterangan PT. Al telah ﬁembentuk satu unit yang khusus menangani
masalah yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi masyarakat
daerah. Melalui pembentukan Departemen Pengembangan Masyarakat
(Comunnity Development)'®. Dalam penclusuran dilapangan ditemukan
fakta bahwa pembentukan divisi CD PT. Al berusaha menunjukan
ksesungguhan komitmennya terhadap nasib ekonomi masyarakat sekitar.

Kendati demikian dari hasil penelusuran tebih lanjut ternyata upaya
tersebut baru berlangsung sejak bergulimya proses reformasi pada tahun
1 998. Ini berarti selama kedatangan PT. Al di daerah studi pada tahun 80-
an untuk eksplorasi dan dilanjutkan dengan tahap eksploitasi pada tahun
90-an sama sekali tidak ada suatu divisi yang'khusus mengenai aspek-
aspek dalam pengembangan ekonomi masyarakat daerah setempat. Hal

tersebut cukup membingungkan mengingat dalam dokumen RKL dan RPL

~nya PT. Al telah mampu memprediksikan bahwa akan terjadi pengaruh

yang cukup besar terhadap ekonomi masyarakat lokal sebagai akibat

adanya sejumlah simpul-simpul persinggungan antara kehidupan ekonomi

masyarakat setempat dengan pelaksanaan usaha pertambangan batubara di

wilayah itu.

0 Selanjutnya Conrunnity Development dalam tulisan ini akan disebut CD.
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Hasil penelusuran data dan fakta di lapangan membuktikan bahwa
pembentukan divisi CD dilakukan setelah ada aksi pemblokiran tambang

dan jalan menuju tambang oleh masyarakat setempat pada awal tahun

| 1999 yang lalu. D'engan kata laiLn ‘pembentukan divisi CD lebih merupakan

suatu tindakan vyang dil.atarbelakangi'_ oleh pemikiran yang bersifat
reaksioner situasional-kondisional semata, tanpa melalui suatu tahapan
pemikiran dan langkah-langkah perencanaan yang matang serta suatu
konsepsi yang matang, komprehensif, sistimatis secara simultan.

Dengan demikian biéa dikatakan bahwa upaya-upaya yang telah

dilakukan oleh pihak PT. Al tef_hadap masyarakat di daerah studi selama

rentang waktu sebelum tahun 1999 adalah hanya melakukan upaya-upaya

yang bersifat simbolik dan seremoniai_be]aka. Bisa dillihat dari waktu
pemberian bantuan bahan kebutuhan pokok, kesehatan, rumah ibadah,

sekolah dan pemberié.n “tali asth” kepada sejumlah masyarakat yang

bertepatan dengan waktu hari besar keagamaan (Idul Fitri, 1dul Adha dan

hari-hari besar umat Islam lainnya), peringatan Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945 dan lain sebagainya.

Melalui lai'poran keuangan ‘Departerhen CD PT. Al hingga bulan

Desember tahun 2000 kurang lebih sekitar Rp. 324.987.624,- dari rencana

Rp. 3 milyar, dengan 101 item bantuan yang diberikan mulai dari renovasi
(bukan pembangunan) mesjid, musholla, persediaan obat-obatan di
puskesmas dan pembangunan beberapa Sekolah Dasar dengan perincian

bantuan pendidikan mencapai Rp. 96,18 juta, bantuan kesehatan dan
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kebutuhan pokok Rp. 54,33 juta., baniuan pengembangan sarana ibadah

dan kota sejumlah Rp.152,48 juta dan bantuan murni mencapai Rp. 21,9

juta.

Seperti vang dikatakan secara makro pengaruh ekonomi usaha
P yang peng

pertambangan batubara' memang ada namun semuanya serba makro
bahkan terlalu makro, dimana indikator sederhana dapat dilihat dari nilai-

nilai nominalnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menyeﬁtuh ekonomi

- masyarakat setempat malah sebaliknya semakin membuat masyarakat

tidak berdaya melihat upaya-upaya simbolik belaka: Padahal jika ineruj uk

pada data-data yang tertera dalam tabel-tabel diatas masyarakat sekitar

lokasi tambang lebih berfikiran pragmatis dan - normatif yaitu

meningkatnya kemampuan ekonomi mlasyarakaf secara nyata.

Besarhya bantuan vyang diberikan melalw bebérapa item
me;nyimpan sejumiah kejaﬁggalan jang apabild diamati sama sekali tidak
sesuai cian relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya pembelian

sejumlah alat-alat musik sebesar Rp. 6 juta di tengah-tengah kesulitan

- masyarakat akan kebutuhan sembilan kebutuhan pokok. Dengan dana

sekitar Rp. 6 juta dijamin tidak akan lahir satu artis pun dari Kecamatan

Satui padahal di sisi lain masih banyak petani yang kekurangan pupuk

terlewat begitu saja. Yang lebih memprihatinkan pos bantuan lainnya,

banfuan murni yakni sebesar Rp. 21,9 juta sebenamya dalam praktek lebih
banyak teralokasikan sebagai dana taktis untuk “menjaga” hubungan baik

(simbiosis mutualisme) dengan para “petinggi” di sekitar lokasi tambang,




225

Kecenderungan .itu terlihat dari distribusi dana yang terpusat pada tiga
kelompok yakhi, oknum Kecamatan, oknum Polisi Sektor dan oknum
Kdmando Dearah Resimen Militer.

Dalam laporan CD PT. Al yang dlamatl per tahun 2000 kurang
lebih sekitar Rp. 324.987.624 - dari rencana Rp. 3 milyar, dengan 101 item
. bantuan yang diberikan mﬁlai dari renovasi (bukan pembangunan) mesjid,
musholla, persediaan obat-obatan di puskesmas dan pembangunan
beberé.pa Sekolah Dasar dengan" perincian bantuan pendidikan mencapai
Rp. 96,18 juta, bantuan kesehatan dan kebutuhan pokok Rp. 54,33 juta.,
bantuan pengembangan sarana ibadah dan kofa sejumlah Rp.152,48 juta
daﬁ bantﬁan murni m'encapai- Rp. 21,9 juta.

Seperti yang ;iikatakan secara makro. pehgaruh ckonomi- usaha
pertambangan batubara memaﬁg ada namun semuanya serba makro
bahkan terlalu makro, dimana indikatof sederhana dapat dilihat dari nilai-
nilal nominalnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menyentuh ek9nofm'
masyarakat setemp;.t malah sebaliknya semakin membuat masyarakat
tidak berdaya melihat upaya-upaya simbolik belaka. Padahal jika merujuk

pada data-data yang tertera dalam tabel-tabel diatas masyarakat sekitar

lokasi tambang lebih Dberfikiran pragmatis dan normatif yaitu

meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat secara nyata.

Besarnya bantuan yang diberikan melalui  beberapa item
menyimpan sejumlah kejanggalan yang apabila diamati sama sekali tidak
sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya pembelian

T
z', *f’i_i‘?& z» .‘é”'*r‘ 5 1
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sejumlah alat-alat musik sebesar Rp. 6 jufa di Atehgah~tengah kesulitan

masyarakat akan kebutuhan sembilan kebutuhan pokok. Dengan dana

sekitar Rp. 6 juta dijamin tidak akan lahir satu artis pun dari Kecamatan |

Satui padahal di sisi lain masih banyak petani yang kekurangan pupuk
terlewat begitu saja. Yang lebih memprihatinkan pos bantuan lainnya,

bantuan murni yakni sebesar Rp. 21,9 juta sebenarnya dalam praktek lebih

banyak teralokasikan sebagai dana taktis untuk “menjaga” hubungan baik |

(simbiosis mutualisme) dengan para ‘;petinggi” di sekitar lokasi tambang,
Kecenderungan itu terlihat dart distribusi dana yang terpusat pada tiga
kélompok yakni, '6knum pegawal Kecamzitan, oknum Polisi Sektor dan
oknum Komando Daerah Resimen Militer.
Dari sini terurai sejumlah simpui permasalahan mendasar di
antaranya seperti
a. Program CD | cenderung lidak mampu menangkap dan menyentuh
keinginan sesungguhnya yang berkefnbang di masyarakat,
b. Program CD cendeﬁmg bukan ditujukan untuk memberdayakan apalagi
meningkatkan ekonomi masyarakat daerah setempat khususnya yang

bermukim di sekitar lokasi usaha pertambangan batubara.

¢. Program CD cenderung menyalahi kodratnya, karena hanya terbatas .

pada kelompok elit masyarakat, padahal yang paling utama harus
diperhatikan adalah masyarakat dibawahnya.
Dengan melihat kecenderungan-kecenderungan itu tidaklah terlalu

berlebihan kiranya apabila keberadaan program CD dikaji kembali kinerja
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dan produkitivitasnya terutama dari aspek bentuk-bentuk bantuan dan
besar nilai nominal yang diberikan. | |

Kiranya harus diakui -bahwa kendati terlambat, namun adajnya
program CD ‘yan'g menganggarkan dana sebesar Rp. 3 milyar selama 3
{tiga) tahun bukaniah suafu jlimlah bantuan dana dalam jumlah séd?ikit.
Walaupun dari data sementara yang dapat dihimpun dari laporaniper
Desember 2001 baru 1/10 nya saja yang terealisasi. Selebihnya
berdasarkan pengakuan staff PT. Al hingga akhir bulan April 2001 cjiana
yang telah dikucurkan kepada masyarakat sudah mencapai kurang lebih

Rp. 600 juta. Tersendat-sendatnya dana banyak disebabkan kurangnya

.sosialisasi program kepada masyarakat sehingga untuk beberapa w%lktu

timbul penafsiran di sebagian masyarakat bahwa itu merupakan dana

pemberian gratis dari PT. Al Akibat penafsiran yang demikian

pengunaannyapun tidak dapat dipertanggungjawabkan, padahal korjlsep :

awal program CD adalah sebatas pengguliran dana semata. -

Bila dilihat dari ukuran nominal jumlah Rp. 3 milyar bagi

masyarakat Kecamatan Satui sangat besar. Kendati demikian apabila

dilihat laporan pengeluaran keuangan PT. AI selama setahun ju¢lah

tersebut boleh jadi tidak ada artinya. Dalam laporan pengeluaran keuarjlgan .

per tahun 1999 yang lalu dilaporkan bahwa PT. AT melakukan sejurhlah
pengeluaran, yang meliputi:
a. Biaya Operasional

1) Impor perusahaan sebesar : US$ 731,1 juta
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2) Pembelian d(;mestik sebesar : US$ 43,8 juta
3) Impor melalui penyalur lokal sebesar : US$ 245,9 juta
4) Biaya reklamasi-revegetasi dan pengelolaan lingkungan US$ :
99,171,000
5) Pembelian industri pertambangan pada pemasok dpmestik sebesar:
Rp. 2,4 trilyun
b. Alokasi Dana Bagi Kepentingan Masyarakat
1) Pelatihan karyawan sebesar Rp. 703 milyar
2) Pengembangan regional dan komunitas sebesar : Rp. 245,6 milyar
3) Sumbangan kemanusiaa sebesar : Rp. 28,9 M
4) Kontribusi kepada yayasan nirlaba, riset dan pengembangan sebesar :
-USS$ 1,06 juta
¢. Estimasi Investasi
1) Eksplorasi kelayakan berdasarkan responden sebesar : US$ 49,1 juta
2) Eksplorasi kelayakan berdasarkan perusahaan sebesar : USS$ 29,8 juta
3) Pengembangan sebesar : US$ 56,5 juta |

4) Aktiva tetap sebesar US$ 943,9 juta

Keseluruhan pengeluaran tersebut berasal dari hasil eksport industr
usaha pertambangan batubara PT. Al yang mencapai US$ 3,6 milyar per
tahun 1999. Berdasarkan angka ini PT. Al memprediksikan pemerintah
memperoleh sedikitnya sekitar Rp. 5,7 trilyun melalui kontribusi Gross

Domestic Product sebesar 3,7%.
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Mélihat deretaln-dleretan angka yang yang sangat “fantastis” di afas,
kiranya tidaklah berlebihan apabila masyarakat, .baik dari kalangan
Pemerintah Puysat maupun Pemérintah Kabupaten hingga masyarakat
awam | menggantungkan harapan besar terhadap keberadaan usaha
pertambar_xgan batubara. Bagi Pemerintah Pusat derétan-deretan angka
térsebut diharapkgn rr;am‘pu menambah devisa bagi negara, sedangkan
bagi Pemerintah Kabupaten diharapkan mampu “memperbesar” posisi
Pendapatan Asli Daerah;”. Adapun bagi masyarakat awam harapan yang
“digantﬁngkan” sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang dari terbukanya
lapangan kerja atau kesempatan berusaha sehingga pada gilirannya nanti
akan mampu meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat. Indikator yang
digunakan adalah indikator normatif yaitu meningkatnya kemampuan daya
beli masyarakat.

Kenyataannya secara --nasional sektor pertambangan umum,

khususnya batubara di Indonesia belum mampu menjadi “leader” dalam

menghimpun devisa nasional, bagi daerah sektor pertambangan juga tidak
dapat “mendongkrak” PAD, terbukti Kabupaten Kotabaru masih tergolong

daerah yang memiliki tingkat PAD yang rendah di Propinsi Kalimantan

Selatan, kendaﬁ ~wilayahnya berlimpah dengan usaha pertambangan

batubara di mana-mana. Sementara ekonomi masyarakat di sekitar
tambangpun tidak banyak berubah, kalau tidak mau dikatakan justru

semakin terpuruk. Hal yang demikian ‘secara tidak langsung juga

! Sclanjutnya Pendapatan Asli Dacrah dalamn tulisan ini akan discbul scbagai PAD,
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menunjukkan kurangnya keseriusan, kesungguhan, kepedulian dan
tanggung jawab sosial usaha-usaha pertambangan batubara terhadap
ma‘s-yarakat di sekitarnya,.padahal sebagai suatu organisasi ekonomi ia
“tidak mungkin berada di luar masyarakat, karena ia hidup, tumbuh dan
berkembang serta dikembangkan oleh masy.arakat.42

Masyarakat awam tidak memerlukan tampilan dalam bentuk-
bentuk seremonial-simbolik belaka sebagai wujud-pengejawantahan
kepedulian suatu usaha ekonomi di daerah terhadap masyarakat
disekitarnyé., namun lebih berorientasi kepada pertimbangan pragmatis dan
tradisional-konvensional yaitu keberhasilan dan efektivitas kegiatan
investasi atau usaha ekonomi tidak dilihat sebagai persoalan mengubah
ekonomi potensil menjadi ekonomi riil yang memungkin.gkan terjadinya
alih teknologi, modal dan manaje'mgan yang dibawa serta, tapi lebih kepada
" prasyarat-prasyarat sosial ekonomi sebagai stimulus bagi dinamika
ekonomi rakyat 1§wat penataan secara sosial infrastruktur ekonomi yang
ada."g_

Deﬁgan demikian maka kekhawatiran bahwa investasi dalam
tampilannya kemudian merupakan alat ‘untuk mengeksploitic sumber-
sumber produksi negara penerima modal tanpa memberikan efek domino
yang positif bagi masyarakat disckitarnya menjadi tidak terbantahkan,

yang oleh Paul Streeten disebut sebagai weapon of exploitatibn daripada

*2 Lihat Sri Redjeki Hartono, Op.cit, bal. 103.
™ Hage 'Yohanes Markus, Op.cit
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sebagai agent of development**. Melihat hasil pembahasan dan analisis di
atas kiranya adanya usaha pertambangan batubara tidak serta merta
membuat ekonomi masyarakat meningkat secara nyata dan signifikan,
Data menunjukkan hanya segelintir orang saja yang mampu menikmati
hasil usaha pertambangan batubara yakni kelompok masyarakat yang
memang sebelumnya telah mapan terlebih dahulu, Ironisnya dibandingkan
kelompok lainnya kelompok tersebut justru merupakan kelompok yang

paling minoritas, yang jumlahnya bahkan tidak lebih dari 3% saja (lihat

tabulasi).

Dengan memperhatikan uraian panjang lebar di atas maka berikut
intisari permasalah lyang dapat dirangkum dari pembahasan mengenai
pengaruh usaha p.ertambangan batubal.*a bagi peningkatan ekonomi
masyarakat setethpat adalah :

a. Pada dasarnya di- desa-desa sekitar lokasi tambang masyarakatnya
terbagi dalam 4 (empat) kelompok. Kelompok pertama adalah
penduduk aslinya dan pendatang yang ‘sebelumnya menekuni industri
kayu lalu kemudian ‘merubah profesinya menjadi pedagang atau petani
mapan. Kelompok kedua adalah penduduk yang tujuan as_alnya
berdagang dan berhasil rﬁengembangkan usahanya. Kelompok ketiga
adalah ﬁendatang yang datang dengan spekulasi sangat‘ tinggi dan

pendatang yang gagal berusaha di sektor perkayuan kini menjadi

™ Paul Strecten, scbagaimana yang dikutip oleh Sumantoro dalam, Kegiatan Perusahaan

Multinasional (Problema Politik, Hukum dan Ekonowi Dalam Pembangunan Nasional),
Gramedia, Jakarla, 1987, hal. 42,
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marjinal. Kelompok keempat adalah mereka yang secara ekonomi
memang telah inapan di wilayah tambang.

. Keberadaan usaha pertamlé;angan batubara secara makro mampu
mengangkat perekonomian masyarakat setempat namun tidak berimbas
kepada kelompok marginal. Keberadaan usaha peltambangaﬁ batubara
| juga tidak merubah struktur mata pencaharian utama masyarakat yang
hidup di sektor pertanian, malah ironisnya justru mengurangi luas lahan
yang dimiliki,

. Kelompok masyarakat yang cukup mapan memanfaatkan kehadiran
usaha pertambangan batubara dengan membuka usaha-usaha baru
sepertl perumahan pekerja, akomodasi bagi para pendatang (hotel dan
wisma), rumah-rumah makan dan penyalur kebutuhan logistik.
Sementara bagi kelompok marginal kehadiran tambang justru
memberikan tekanan psikologis ganda yaitu perasaan gagal mendapat
kesempatan kerja dan dampak lingkungan hidup akibat debu yang

berasal dari proses pengangkutan batubara di jalan-jalan tambang.




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pemaparan yang telah dilakukan, kiranya ada
beberapa kesimpulan yang cukup krusial untuk dikemukakan, sekaligus dapat
dijadikan sebagai “intisari” dari tulisan ini.
Adapun beberapa kesimpﬁlan tersebut antara lain adalah sebagai
berikut:

1. Upaya pengelolaan lirlngkunganl yang dilakukar; oleh para pelaku usaha
pertambangan batubara /ege/ umumnya relatif lebih baik daripada pelaku
usaha pertambangan batubara ilega! atau yang lazim disebut dengan istilah
PETI, yang dalam penelusuran langsung di lapangan sama sekeali tidak
memiliki konsep, media, teknologi maupun dokumen AMDAL usahanya.
Bahkan perilaku PETI tersebut cenderung dapat merusak iklim kondusif
bagi penciptaan “budaya” usaha pertambangan.batubara yang baik dan

- benar serta berwawasan lingkungan.

2. Upaya lpengaturan dan pengawasan terhadap‘ usaha pertambangan batubara
yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemerintah Prbpinsi
Kalimantan Selatan dan Pemerintathabupaten Kotabaru), baik pada masa
sebelum maupun pasca Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pmﬁerin’tahan Daerah (UUPD) belum berjalan secara optimal. Terbukti
hingga saat ini Pemerintah Daerah (Pemerintah Propinsi Kalimantan

Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru) belum mengeluarkan
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satupun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanganan dan
penertiban PLTT di wilayahnya, Pemerintah Daerah dewasa ini pasca
Otonomi Daerah justru hanya berkutat dalam hal kewenangan mengenai
pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam terutama butabara atas
dasar penafsiran sepihak terhadap materi UUPD dan PP No. 25 Tahun
2000 tentang Keweﬁangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom,

3. Secara makro, usaha pertambéngan batubara hanya memberikan pengaruh
positif bagi sebagian kecil kelompok masyarakat daerah, yakni kelompok
masyarakal yang memang telah mapan sebelumnya. Secara mikro usaha
pertambangan batubara tidak mampu menyentuh substansi dasar keinginan
dan harapan pragmatis masyarakat, kendati telah dibentuk divisi

Comunnity Development di beberapa Usaha Pertambangan batubara legal.

B. Saran-saran

I. Untuk membangun seka]iéus mencegah rusaknya - iklim usaha
pertambangan batubara yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan,‘
seluruh aparatur dan instansi pemerintah yang terkait harus mampu
méngambil inisiatif dan"sfkap yang tegas (reward and punishment) dalam
rangka penegakan hukum (Law Enforcement) terhadap usaha
pertambangan batubara yang tidak mempefhatikan aspek-aspek
Pengelolaan Berkelanjutannya, terutama yang dilakukan oleh PETT.

2. Untuk menghindari timbulnya penafsiran-penafsiran sepihak dalam

pengaturan, pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan batubara

e e s
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pasca UUPD, UUPKPP-PD dan PP KPKSDO (Otonomi Daerah), semua |

pihak hendaknya tidak hanya berpijak pada penafsiran sepihak-subyektif
semata. Oleh karena itu maka masing-masing pihak se}?ogyanya dapat
merujuk kepada ketentuan—ketenman yang terdapat dalam TAP MPR No.
TV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 Bab IV huruf H mengenal Arah
Kebijakan dalam bidang Sumbgr Daya Alam dan Lingkungan Hidup,

sehingga dalam pelaksanaan Otonomi Daerah nanti terdapat kesinkronan

antara Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Program

Pembangunan Daerah (Propeda)..
. Agar usaha pertambangan batubara dapat lebih memberdayakan dan
meningkatkan ekonomi masyarakatr di sekitar lokasi usaha pertambangan
batubara, maka perusahaan penambangan batubara dapat memulainya dari
pengenalan budaya dan penerapan sistem pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan yang turut melibatkan partisipasi masyarakat sekitar secara
aktif, misalnya melibatkan masyarakat pada proses pemulsaan timbunan
lahan tambang dan membeli bahan bakunya dari masyarakat serta
mengajak mereka untuk melakukan perawatan dan revegetasi terhadap
bekas  lahan-areal tambang. Dengan demikian maka pengelolaan
berkelanjutan usaha pertambangan batubara (Sustainable Mining
Management) tidak sekedar sebagai suatu simbol standarisasi kinerja
perusahaan atau juga sebagai sikap patuh terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan nlarrllun juga secara tidak langsung sebagai upaya pro

aktif perusahaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
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LAMPIRAN 1

Visualisasi Usaha Dan Proses Pertambangan Batubara Legal dan
legal (PETY) di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi

Kalimantan Selatan
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Gambar 1. Proses Pembersihan Pertambangan (Land Clearing)
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Gambar 3. Kolam-kolam Pengendapan (Settling Pond)
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Gambar 5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar dan Pelumas

Gambar 6. Media Pengolahan Air pada Instalasi Pencucian Alat Berat Tambang




Gambar 7. Tabung Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah Pelumas




Gambar 9. Kegiatan Pemulsaan di Bekas Lahan Tambang (Mulch)
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Gambar 10. Bekas Lahan Yang Telah Direklamasi dan Direvegetasi

. r=raw e

ey e

L

—ar

o,




DAFTAR PUSTAKA

- A, Literatur

Abdurrarahman, 1986. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Cetakan
“kedua. Bandung: Alumni.

Absori. 2000. Penegakan Hukum Lingkungan dan Anfisipasi dalam Era
Perdagangan Bebas. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Adiatmono, B.H. 1993, Penanganan Pengaturan Timbunan Batubara
Sementara dalam Upaya Pencegahan “Spontuneous Combustion™
di Tambang Batubara PT. Mulfi Harapan Utama Beloro
Kalimantan Timur. Laporan Penelitian, Fakultas Teknologi Mineral

Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional.
Yogyakarta.

Berman, Harold J. Tanpa Tahun Hukum Dan Revolusi (Pembentukan

Tradisi Hukum Barat). Terjemahan Bebas. Massachusetts and
London; Harvard University Press.

Blau, Peter M dan Marshall W. Meyer. Birokrasi Dalam Masyarakat
Modern. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Danusaputro, Munadjat. 1985. Hukum Linghungan Buku I Unum. Jakarta:
Bina Cipta.

Dunn, N William. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Drury, Shadia B. 1986. Hukum dan Politik. (Bacaan Mengenai Pemikiran
Hukum dan Politik). Bandung: Tarsito.

tuady, Munir. 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu.
Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

.................. 1996, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Ketiga.
Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

................... 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Ketiga.
Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

W mereeT a8 L TR
LT PUSTAY - BRI

Ldupagtg vy e 2




...................... 1996, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Buku
Keempat. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

................... 1999, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku
Kedua. Cetakan Kedua. Bandung; Citra Aditya Bhakti.

Giddens, Anthony. 2000. The Third Way, Jalan Ketiga Pembaharuan
Demokrasi Sosial. Cetakan ketiga. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

Hadi, Sudharto P. 1996. Pembangunan Berkelanjutan di era Globalisasi.
Akademika No. 2, UMS, Surakarta.

........................ 1997. Metodologi Penelitian Sosial : Kuantitalif,

Kualitatif dan Kaji Tindak. Diktat. Semarang: Universitas
Diponegoro.

....................... 1998. AMDAL dan Audit Lingkungan dalam Undang-
undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Makalah pada Seminar Nasional Fakultas Hukum UNDIP.
Semarang,

........................ 2000. Dimensi Lingkungan dan Sosial Pencemaran
Industri. Makalah pada Semiloka tentang Penegakan Hukum
Lingkungan dalam Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan yang
diselenggarakan oleh Yayasan Tarimbhi. Semarang.

Hadi, Sutrisno. 1994. Metodologi Research. Jilid dua. Yogyakarta: Andi
Offset.

Hairansyah. 2000. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya pada
Lingkungan. Makalah pada Musyawarah Besar Pembangunan Banua
Banjar — Kalimantan Selatan. Banjarmasin.

Harahap, Zairin. 2000. Pembangunan Berkelanjutan Analisis Terhadap
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Jurnal

Hukum Ius Quia Iustum. No. 14 Vol. 7. Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia. Yogyakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1986. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.




................................... 1991. Huhum  Perlindungan, Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Eko Sistemnya. Y ogyakarta:Gadjah
Mada University Press. -

............... vveriiiiiiiii...1991. Hukum Perlindungan Lingkungan,
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

..................................... 1999, Hukum Tata Lingkungan. Edisi
Ketujuh. Cetakan keempat belas. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.

Hartono, Sri Redjeki. 2000. Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Bandung:
Mandar Maju.

Hidayat, Arief dan F.X. Adji Samekto. 1998. Hukum Lingkungan Dalam
Perspektif Global dan Nasional. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.

HS, Antoro. 2001. Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Tinuer. Makalah
pada Seminar Sehari Penegakan Hukum Lingkungan dan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang diselenggarakan oleh

Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Managemen “IBLAM”.
Surabaya.

Hujbers, Theo. 2001. Filsafat Hukum Dalam Lintasanr Sejarah. Yogyakarta:
Kanisius.

Iridanta, Eka. 1998. Dampak Pengembangan Batubara PT. Arutmin
Indonesia Terhadap Kualitas Air dan Komunitas Biota Akuatik

Sungai Satui Kabupaten Kotabaru. Tesis. Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada.

Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.
Cetakan kesembilan. Jakarta: Bumi Aksara.

Keraf, Sony. 2001. Penegakan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan. Makalah pada Seminar Sehari tentang
Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan
oleh Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum “IBLAM”. Surabaya.

Khan, Mariam Asmeen and Chrisnawati Suryana. 1998. Review of
Participatory Riset Techniques for Natural Resources Management.
Jakarta. Ford Foundation- South East Asia Regional Offices.




Khairandy, Ridwan. 1996. Aspek-aspek Hukum Tehnologi dan Alik
Tehnologi. Diktat. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia:

Lanfontaine, Oscar. Et.al. 2000. Shaping Globalization, Jawaban Kaum
Sosialis Demokrat atas Neoliberalisme. Editor (Ade Ma’ruf
dkk).Yogyakarta: Jendela.

Lotulung, Paulus Efendi. 1993, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

oleh Hakim Perdata. Bandung Citra Aditya Bhakti.

MacAndrews, Collin dan Ichlasul Amal. 1995. Hubungan Pusat — Duerah
Dalam Pembangunan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

MD. Mahfud, Moh. 1998, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka
LP3ES Indonesia,

Markus, Hage Yohanis. 1998. Investasi dan Ketergantungan Ekonomi
Rakyat (Kajian Kritis Terhadap Kebijokan Hulkum Dalam Sistem
Investasi Langsung) . 'V'esis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Masyhur, Johan S. et. al.1998. Munusia, Kesechatan dan Lingkungan
(Kualitas Hidup dalam Perspektif Perubahan lingkungan Global).
Editor (Kudwiratri Setiono dkk.). Bandung: Alumni.

Meyers, R.A. 1981, Coal Handbook. New York: Marcel Dekker Inc.

Mitcheil, Bruce dkk. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik - Kualitatif. Bandung:
Tarsito.

Pide, Mustari. 2000. Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Qtonomi Daerah
Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 15 Vol.7, Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Purwoko, J. 1994, Pengkajian Perolehan Penambangan Nyata di Tambang
Batubara Satui PT. Arutmin Indonesia Kalimantan Selatan.
Laporan Penelitian pada Fakultas Teknologi Mineral Universitas
Pembangunan Nasional. Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto. 1986. Hukum dan Masyarakai. Bandung: Angkasa.




Rangkuti, Siti Sundari. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan

Lingkungan Nasional. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University
Press.

Rasjidi, Lili dan 1B. Wiyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem.
Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Ritzer, George. 1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda
(Saduran). Jakarta: Rajawali Press.

Salim, Emil. 1985, Lingkungan Hidup dan Pembrmgundn. Jakarta: Mutiara
Sumber Widya.

Santoso, Mas Ahmad. 1997 Konsep dan Penerepan Gugatan Perwakilan
(Class Action), Jakarta: [ndonesian (Center for Fnviromeat Law

(1CIL).

........................... 1997. Penerapan Tanggung jawab Mutlak, (Strict
Liability) di Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta: Indonesian Center
Jor nvironment Law (1C11).

Sigler, Jay A and Benyamin R. Beede. The Legal Sources of Public Policy.
Toronto: D.C. Heath and Company Lexington. Tanpa Tahun.

Silalahi, M. Daud. 1996. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan
Hukum Lingkungan di Indonesia. Bandung: Alumni.

B S 1998. Peran Serta Masyarakat dalam Proses AMDAL.
Makalah Seminar AMDAL. Bapeda. Jakarta.

Soedjoko, TS dan Abdurrahman. 1993. Berita Batubara dan Gambut.
Jakarta.
Sockanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencgakan

Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

........................... 1985. Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi.
Bandung: Remadja Karya.

Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji. 1990. Penclitian Hukum Normatif
(Suaiu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press.

Soemartono, R M. Gatot P. 1996, Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafika.

Soemitro, Ronny Hanintyo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:
Ghalia Indonesia.




Soemarwoto, Otto. 1997. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Cetakan
Ketujuh (Edisi revisi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Subagyo, P. Joko. 1999, Hukum Linghungan Masalah dan
Penanggulangannya. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugianto, Indro. 1996. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
lingkungan Hidup. Makalah pada Seminar Nasional Hukum
Lingkungan yang diselenggarakan oleh kantor Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jakarta.

Sukandarrumidi. 1995. Batubara dan Gambut. Cetakan Pertarna. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.

..................... 1999. Bahan Galian Industri. Cetakan Pertama. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.

Sumantoro. 1987. Kegiatan Perusahaan Multinasional (Problema Folitik,
Hulum, dan ekonomi Dalam Pembangunan Nasional). Jakarta:
Gramedia.

Tunggal, Arif Djohan.‘ 1998. Peraturan Perundang-undangan Linghungan
Hidup Buku Kesatu. Cetakan Pertama. Jakarta: Harvarindo.

Tuoali, G.A. 1986. Pencemaran Air dan Pemanfaatan Air Limbah Industri,
Terjemahan atas Water Pollution and Disposal of Waste on Land
(UN. Mahida). Jakarta: CV Rajawali. ‘

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi kedua. Jakarta: Bumi
Aksara.

Zakie, Mukmin. 2000. Kaitan Kuasa Pertambangan dengan Hak-hal atas
Tanah dalam Undang-undang Pokok Agraria. Jumal Hukum.
Pembaharuan Hukum Agraria. Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara 1999-2000

Ketetapan MPR No. HI/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Kefentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan.




Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Linghungan
Hidup.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintal Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-

undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran
Air

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun.

Peraturan  Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Linghungan ‘

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambient

Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000 Tentang Koordinasi- Penanggulangan
Masalah Pertambangan Tanpa izin

Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-
48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
Untuk Kebisingan Harian (Siang-Malam).

Surat  Keputusan  Direktur Jenderal Pertambangan Umum ~ No.
336K/271/DDJIP/1996 tentang Jeminan Reklamasi

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No.
28 Tahun 1994 tentang Penggolongan, Baku Mutu dan
Peruntukan Air dan atau Sungai.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru No. 177 Tahun 2001 tentang
Tim Pelaksana Penanggulangan Pertambangan Tanpa ljin.




